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PENGANTAR PENYUNTING

Isu jender yang belakangan hari semakin berkembang
di Indonesia telah menjadi wacana publik yang me-
narik keterlibatan masyarakat secara luas. Isu ini ber-
gulir, tidak hanya terbatas pada masalah kesetaraan
kaum perempuan an sich, tapi juga menyangkut upa-
ya perubahan-perubahan sosial politik dan budaya
masyarakat Indonesian secara umum.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan wacana
jender ini berhubungan erat setidaknya dengan dua
hal penting. Pertama berkaitan dengan faktor agama,
dalam hal ini adalah Islam sebagai agama yang dipe-
luk oleh mayoritas masyarakat Indonesia; dan kedua
adalah keterlibatan institusi-institusi (organisasi-orga-
nisasi) yang berbasis agama dalam proses sosialisasi
wacana itu sendiri. Penting ditekankan bahwa isu ini
kerap dirumuskan dalam terma-terma keagamaan, se-
hingga kemudian memiliki legitimasi kultural untuk
diterima atau ditolak secara luas oleh kalangan Mus-
lim. Hal ini ditandai tidak saja dengan kehadiran se-
jumlah karya intelektual yang membahas sekitar hu-
bungan antara Islam dan jender, tapi sekaligus oleh
kemunculan sejumlah safjana Muslim Indonesia yang
secara intensif menyuarakan perlunya rekonstruksi
khazanah I[slam dalam perspektif baru yang berpihak
pada kesetaraan jender tersebut.

Untuk mengambil contoh saja, kita bisa mencatat
Masdar Farid Mas'udi, yang bersama sejumlah intelek-
tual Muslim lain, bisa disebut sarjana-sarjana Muslim
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yang memiliki perhatian besar dalam menyuarakan
wacana Islam dan jender. Bahkan, Masdar, kalau me-
mang boleh, bisa disebut pionir dalam peletakan lan-
dasan etika-keagamaan bagi gerakan jender di Indone-
sia, Program figih perempuan yang dirancangnya di
P3M (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat
Pesantren) telah memperbesar volume dan akselerasi
gerakan Islam dan jender di tanah air. Melalui pro-
gram tersebut, gagasan Islam dan jender yang dike-
tengahkan oleh Masdar memiliki daya jangkau lebih
iuas dan bahkan menyentuh inti kekuatan dari proses
pembentukan sistem keagamaan yang berbasis di ling-
kungan pesantren; sebuah lingkungan yang dipandang
sebagai basis tradisional Muslim di Indonesia.
Perkembangan inilah yang kemudian menghadap-
kan kita pada aspek kedua yang disebut di atas, yakni
keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan dalam pro-
ses pembentukan wacana jender di Indonesia. Dari
perspektif buku ini, institusi paling penting yang perlu
kita perhatikan adalah organisasi massa Islam di Indo-
nesia. Sejauh menyangkut Islam Indonesia, ormas Is-
lam memiliki peran sangat berarti dalam proses pem-
bentukan wacana sosial-intelektual Islam. Dalam seja-
rahnya, kehidupan ormas Islam memperlihatkan corak
perkembangan yang sejalan dengan arus utama pe-
mikiran keagamaan Muslim Indonesia. Dan pola de-
mikian itu tampaknya juga terjadi menyangkut per-
tumbuhan isu kesetaraan jender yang semakin intensif.
Buku ini ditulis dalam rangka menjelaskan secara
komprehensif perkembangan wacana jender dalam or-
mas Islam. Di samping itu, akan kita lihat beberapa
aspek penting lain yang tumbuh seiring dengan me-
nguamya wacana ini di Indonesia. Karena itu, pem-
bahasan buku ini diarahkan terutama untuk mengeks-



plorasi perkembangan pemikiran dan praktek-praktek
sosial-keagamaan kalangan intelektual Muslim Indo-
nesia dan para pemimpin ormas Islam terkemuka ber-
kenaan dengan isu Islam dan jender. Apa yang me-
ngemuka dalam sejumlah karya intelektual yang ber-
kenaan dengan wacana ini, dan bagaimana institusi-
institusi keagamaan terlibat dalam proses pemben-
tukannya, maupun respon apa yang diberikan ketika
dalam posisi berhadapan dengan wacana itu, merupa-
kan tema utama yang diangkat dalam buku kecil ini.
Dengan demikian, buku ini diharapkan bisa memberi
gambaran rinci tentang suatu proses di mana isu Is-
lam dan jender yang berkembang menjadi salah satu
unsur penting dalam peta pemikiran Islam Indonesia.

Buku ini adalah salah satu hasil dari serangkaian
kegiatan Penelitian Kesadaran Jender di Kalangan
Umat Islam Indonesia di beberapa propinsi, antara
lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Ban-
ten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kaliman-
tan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara
Barat, yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bekerjasama de-
ngan The Ford Foundation. Untuk itu, ucapan terima
kasih patut disampaikan kepada mereka yang terlibat
baik sebagai peneliti lapangan maupun narasumber
dalam kegiatan ini, yang tentu saja tidak dapat dise-
butkan satu persatu. Tak lupa pula ungkapan terima
kasih disampaikan kepada The Ford Foundation yang
memberikan bantuan finansial dan kepada Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama atas kesediaannya untuk
menerbitkan hasil penelitian ini.

Ciputat, Agustus 2002



Isu Jender dalam
Pandangan Ormas Islam:

SEBUAH UPAYA PEMETAAN

Dewasa ini, kajian seputar isu jender dalam Islam
mengalami perkembangan cukup signifikan di Indo-
nesia. Hal ini ditandai tidak saja dengan melimpah-
nya publikasi yang mengangkat wacana jender dan
Islam, sebagai suatu “kerangka ideologi” pen-
garusutamaan jender berperspektif Islam, melainkan
juga fakta bahwa ia sudah merambah luas ke dalam
suatu mainstream gerakan yang kemudian mengun-
dang orang untuk dengan mudah menyebutnya se-
bagai “gerakan feminisme Islam”. Meskipun definisi
“feminisme Islam” itu sendiri masih menjadi perde-
batan serius di kalangan aktivis perempuan Muslim,
pada tingkat common vision mereka dapat bertemu
pada satu visi umum untuk memperjuangkan keadi-
lan dan kesetaraan jender.

Dalam hal ini, tentu menjadi penting diteliti akar-
akar sejarah yang menjadi pemicu lahirnya gerakan
ferninisme Islam di Indonesia, yang kemudian secara
aktif merespon isu-isu jender dalam kaitannya dengan
Islam. Melalui pembacaan sejarah masa silam yang
mengilhami gerakan feminisme Islam kontemporer di
Indonesia, diperoleh gambaran dan hasil yang kom-
prehensif.



Proliferasi Wacana Jender dalam Islam

Salah satu faktor signifikan yang mengilhami gerak-
an feminisme Islam di Indonesia, langsung maupun
tak langsung, adalah pengaruh karya-karya feminis
Muslim di berbagai belahan dunia Islam, baik mela-
lui transliterasi wacana maupun tradisi oral (oral fra-
dition) di kalangan pemimpin Islam.

Dalam The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic
World yang diedit oleh sarjana terkemuka John L. Es-
posito, pada bagian feminism Margot Badran menya-
takan bahwa kesadaran terhadap ketidakadilan jender
(gender inequality) yang dialami oleh perempuan sebe-
narnya telah mulai terlihat pada karya-karya penulis
Muslimah pada akhir abad ke-19 sampai pertengahan
abad ke-20, baik dalam bentuk puisi, cerita pendek,
novel, esai, artikel, buku, maupun dalam bentuk me-
moar pribadi atau kumpulan surat. Beberapa di antara
mereka yang terkenal adalah ‘Aisyah Taymariah,
Huda Sya’rawi, Nabawiyah Miisa, dan Hifni Nashif
dari Mesir; Zaynab Fawwaz dari Libanon; Rokeya
Sakhawat Hossain dan Nazar Sajjad Haydar dari In-
dia; Raden Adjeng Kartini dari Jawa; Emile Ruete dari
Zanzibar; Taj Salthanah dari Iran; dan Fatme Aliye
dari Turki.!

Data yang dihimpun oleh Margot Badran, sejauh
penelusuran kepustakaan, memang senada dengan
data yang dihimpun misalnya oleh Miriam Cooke.
Dalam Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism
through Literature, Cooke menjelaskan bahwa perem-
puan-perempuan Arab ternyata sudah menulis dan
mempublikasikan karya-karya seputar perempuan
sejak akhir abad ke-19. Di antara mereka, misalnya
tiga perempuan Libanon, Zaynab Fawwaz (1860-1914),



Labiba Hashim (1880-1947), Mayy Ziyada (1886-1941);
dan ‘Aisyah Taymdriah (1840-1902) dari Mesir

Cooke juga menjadikan feminis Muslim seperti
Assia Djebar, Fatima Mernissi dan Nawal El Sadawi
sebagai contoh feminis Muslim yang telah berjasa da-
lam proliferasi wacana keadilan jender dalam Islam.
Sebagaimana yang sudah dimafhumi, Djebar dikenal
sebagai sastrawan-novelis yang pada tahun 1991 me-
nerbitkan novel Loin de Medine; sementara Fatima Mer-
nissi lebih populer sebagai sosiolog dan feminis Mus-
lim yang pada tahun 1987 melahirkan karya besar
The Veil and the Male Elite; serta terakhir tentu saja
sastrawan kontroversial Nawal El Sadawi yang sudah
menulis puluhan buku seputar perempuarn. Sederetan
feminis Muslim ini, menurut Cooke, menyadari betul
bahwa menulis merupakan senjata ampuh untuk me-
lawan ketidakadilan jender (gender inequality) yang se-
lama ini menindas perempuan. Menulis menjadi
pilihan dan jalan baru untuk membangun citra dan
fakta bahwa feminis Muslim pun intelek dan progresif.
Demikianlah kemudian kita menyaksikan karya-karya
besar yang ditulis oleh feminis Muslim di berbagai
belahan dunia (Islam), mulai dari Nawal El Sadawi,
Fatima Mernissi,® Leila Ahmad,’ Riffat Hassan, Asghar
Ali-Engineer,> Amina Wadud Muhsin$ Qasim Amin,’
dan sebagainya.

Dengan resonansi pengaruh wacana yang berbeda-
beda, karya-karya feminis Muslim dari berbagai be-
lahan dunia Islam memang telah memberi kontribusi
positif yang menjadi spirit pemicu bagi lahimya ke-
bangkitan gerakan feminisme Islam di Indonesia. Mes-
kipun tak sedikit feminis Muslim yang sudah terbiasa
mengakses wacana-wacana keadilan dan kesetaraan
jender dalam perspektif Islam, kebanyakan ferminis
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Muslim di Indonesia lebih merasa terbantu dengan
penerjemahan karya-karya feminis Muslim, antara lain
Asghar Ali-Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam,
(Yogyakarta: LSPPA, 1994); Fatima Mernissi, Ratiu-Ratu
Islam, (Bandung: Mizan, 1994); Amina Wadud Muhsin,
Wanita di Dalam Al-Qur'an, (Bandung: Pustaka, 1994)
dan Quran Menurut Perempuan, (Jakarta: Serambi,
2001); Ruth Roded, Citra Wanita di Mata Para Penulis
Biografi Muslim, (Bandung: Mizan, 1995) dan sebagai-
nya. Proliferasi wacana jender dalam Islam dari femi-
nis Musiim di berbagai dunia ini juga diikuti dengan
lahirnya karya-karya feminis Muslim di Indonesia
yang kesemuanya itu semakin meneguhkan semangat
dan kesadaran untuk selalu memperjuangkan isu-isu
jender dalam Islam di Indonesia. Tentu saja, karya-
karya feminis Muslim kontemporer ini langsung mau-
pun tak langsung menjadi kerangka paradigma peng-
kajian hak-hak perempuan dalam Islam secara lebih
progresif, hidup dan dialogis dengan semangat dan
kebutuhan zaman. Hal ini untuk membedakan, mi-
salnya, dengan hasil penelitian Johan Meuleman me-
ngenai “Analisis Buku-Buku Tentang Wanita Islam
yang Beredar di Indonesia” yang ternyata sebagian
besar lebih bercorak statis, konservatif, dan kurang
mendukung isu-isu jender di Indonesia® Karena itu,
karya-karya feminis Muslim yang progresif sesung-
guhnya secara tersembunyi menjadi perlawanan wa-
cana atas konservatisme, menuju rekonstruksi Islam
yang berspirit dan berperspektif keadilan jender.

Di kalangan feminis Islam di Indonesia, karya-karya
mereka tidak saja menjadi sumber inspirasi untuk
mendialogkan secara kritis isu-isu jender dengan Is-
lam dalam konteks keindonesiaan. Lebih dari itu, per-
kembangan tersebut juga semakin membulatkan tekad
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dan komitmen untuk berjuang secara praksis liberatif
dalam mengadvokasi dan membebaskan perempuan
dari domestifikasi, subordinasi, dan diskriminasi yang
selama ini membelenggu ruang gerak perempuan.

Dialog kritis atas isu-isu jender dalam Islam ini
antara lain ditandai dengan suburnya lembaga-lem-
baga perempuan yang memfokuskan programnya
pada pengkajian, pendidikan dan penelitian. Di
lingkungan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama
(NU), misalnya, secara struktural dapat dirujuk pada
keberadaan Muslimat dan Fatayat—dua ormas Islam
di bawah NU yang aktif menggulirkan dan memperju-
angkan keadilan dan kesetaraan jender dalam Islam,
terutama di kalangan pesantren—dan secara nomn-
struktural dapat dirujuk pada keberadaan program
figh perempuan (figh al-nisd’) P3M (Perhimpunan Pe-
ngembangan Pesantren dan Masyarakat) yang dipe-
lopori olen Masdar E Mas'udi® dan Lies Marcces-
Natsir; FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) yang dipe-
lopori Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;" LKA]
(Lembaga Kajian Agama dan Jender) yang diketuai
Musdah Mulia;"* Rahima (Pusat Informasi, Pendidikan
dan Pelatihan Hak-hak Perempuan dalam Islam) yang
dinahkodai oleh Farha Ciciek,"”? Husein Muhammad,?
dan Syafiq Hasyim."

Dalam ormas Islam seperti Muhammadiyah, kon-
tribusi Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam pele-
takan awal keterlibatan perempuan dalam kepemim-
pinan, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan
ruang-ruang publik lainnya juga semakin meneguhkan
pandangan bahwa terdapat akar kuat keterlibatan or-
mas Islam dalam mewujudkan keadilan dan keseta-
raan jender di Indonesia. Apalagi, meski berada dalam
jaringan struktural, kehadiran Pusat Studi Wanita
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(PSW) di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) seluruh
Indonesia semakin meyakinkan bahwa usaha-usaha
mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender telah
menjadi visi umum di kalangan feminis Muslim dj
Indonesia.

Jika ditelusuri jauh ke belakang, secara historis-
sosiologis bisa ditemukan data bahwa ormas Islam di
Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU beserta
ormas Islam lain, memiliki akar sejarah panjang dalam
keterlibatannya merespon isu-isu perempuan dalam
konteks keislaman dan keindonesiaan.

Muhammadiyah-Aisyiyah: Ideologi Perempuan
untuk Pendidikan dan Ruang Publik

Sebuah koran berbahasa Jawa dan Melayu yang ter-
bit di Surakarta, Bromartani, 2 Zulkaidah 1345 H, me-
muat berita bahwa KH. Ahmad Dahlan, pendiri Mu-
hammadiyah, mengajar anak-anak perempuan  dari
Kampung Kauman di Surakarta, tepatnya di rumah
Mas Kaji Muhamad Kalil. Diceritakan bahwa mereka,
anak-anak perempuan dan laki-laki, sama-sama pu-
nya hak menuntut ilmu. Untuk zamannya, hal ity
sudah tentu merupakan terobosan intelektual yang
memberikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan
untuk sama-sama menuntut ilmu. Padahal, zaman itu
adalah zaman di mana kesempatan pendidikan lebih
diprioritaskan bagi laki-laki ketimbang perempuan.
Rintisan Ahmad Dahlan menjadi embrio awal gerak-
an pembaharuan Islam, dan pada saat yang sama
menghapus diskriminasi perempuan dalam hal pendi-
dikan.

Siti Walidah, nama kecil dari istri Ahmad Dahlan,
juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pe-
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rempuan, terutama di lingkungan Muhammadiyah.
Dalam konteks gerakan perempuan, masyarakat
Kauman di Yogyakarta sudah sedemikian akrab de-
ngan gerakan perempuan yang terkenal dengan
sebutan Sepo Tresno [siapa cinta; siapa sayang], yang
dipelopori Ahmad Dahlan. Tadinya, masyarakat
Kauman beranggapan bahwa perempuan itu subor-
dinat laki-laki, tetapi melalui Sopo Tresno ini, Nyai
Dahlan menyadarkan kaumnya bahwa pandangan
seperti itu tidak berdasar. Menurutnya, perempuan
adalah partner laki-laki; mereka sendiri yang harus
mempertanggungjawabkan hidup mereka kepada
Allah kelak;®s suatu otokritik terhadap adagium Jawa,
wong wadon iku suwarga nunut, nerakane katut wong
lanang (orang perempuan itu ke surga ikut, ke neraka
juga ikut laki-laki).

Dernikianlah sejarah telah mencatat jasa besar Nyai
Dahlan dalam mengembangkan perkumpulan Sopo
Tresno, model pergerakan perempuan yang didirikan
pada tahun 1914. Sopo Tresno inilah yang kemudian
menjelma menjadi Aisyiyah, ormas Islam di bawah
Muhammadiyah yang berkiprah dalam merespon isu-
isu perempuan dan sekaligus memberdayakannya me-
Jalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial. Itu pula
sebabnya, apa yang sejak awal dirintis dan dikerjakan
oleh Muhammadiyah (baik melalui Ahmad Dahlan
maupun Nyi Dahlan) dengan mendirikan Aisyiyah,
juga merupakan pembaruan Islam, terutama bagi umat
Istam pada waktu itu.*®

Pertanyaan awal yang kemudian muncul adalah
mengapa organisasi perempuan di bawah Muham-
madiyah ini memakai nama Aisyiyah? Hal ini penting
dilacak secara historis untuk menunjukkan akar-akar
sejarah mengenai keterlibatan Muslim dan ormas Is-
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lam terhadap isu-isu jender di Indonesia. Resmi didi-
rikan pada tanggal 22 April 1917, nama Aisyiyah pada
awalnya diusul-kan oleh [alm.] KH. Fachruddin.””
Nama Aisyiyah dipilih tidak hanya karena ‘Aisyah
adalah istri tercinta Nabi, tetapi juga untuk menun-
jukkan cita-cita dan komitmen Muhammadiyah terha-
dap isu-isu perempuan. Sebagai istri Nabi dan penutur
Hadits Nabi, ‘Aisyah ternyata juga bekerja, di antara-
nya menenun bulu-bulu domba untuk mendukung
ekonomi rumah tangga Nabi. Kiranya ini menjadi ar-
gumen historis-teologis yang lebih mendukung perem-
puan untuk bekerja di luar sektor domestik an sich di
saat pembagian kerja waktu itu cenderung memargi-
nalkan perempuan pada sektor domestik. Aisyiyah ha-
dir justru sebagai perempuan aktif, bekerja dan ber-
dagang. Menurut penafsiran sejarawan Kuntowijoyo,
kiranya ‘Aisyah adalah orang-orang Aisyiyah. Banyak
di antara orang-orang Aisyiyah adalah pedagang dan
pengusaha batik. Nama Aisyiyah dipilih untuk meng-
hindari sebuah feminine mystique (aura) yang menjadi
anutan priyayi Jawa masa itu. Di banyak tempat, se-
perti di Lawiyan Surakarta, perempuan justru menjadi
tumpuan keluarga.'®

Karena itu, Aisyiyah pada mulanya adalah perem-
puan pedagang, pengusaha, saudagar, dari kelas me-
nengah yang sedang bangkit pada abad ke-20. Sebagai
simbol, nama Aisyiyah mewakili sebuah ideologi, yaitu
keluarga. Dari keluarga menjadi ideologi inilah
kemudian Aisyiyah mengembangkan sebuah pan-
dangan tentang perempuan. Sebagai penerjemahan
normatif ke dalam kerangka gerakan perempuan
Aisyiyah. Maksudnya, Aisyiyah menurunkan norma-
norma Islam, dalam hal ini praktek kehidupan istri-
istri Rasul dan para sahabat yang bisa dipakai sebagai
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referensi dan guidelines untuk mengembangkan diri
dalam berkiprah di ruang-ruang publik, seperti pen-
didikan, bisnis, kepemimpinan, politik, dan seterus-
nya. Kerangka normatif itu misalnya dapat dirujuk
pada Khadijah (istri Nabi) yang dikenal sebagai wira-
usaha perempuan (ingat perempuan Aisyiyah pada
mulanya adalah perempuan pedagang, pengusaha,
saudagar) yang dapat menopang perjuangan Nabi
pada misi awal kerasulannya, baik secara moral, spiri-
tual maupun finansial. Sementara ‘Aisyah selalu di-
kenang dalam sejarahnya sebagai istri Nabi yang, di
samping bekerja menenun bulu domba, juga amat
piawai dalam berpolitik dan turut serta berperang di
medan tempur sepeninggal Rasulullah. Istri Nabi yang
lain seperti Zaynab binti Jahsyi malah aktif bekerja
sebagai penyamak kulit binatang, dan hasil usahanya
itu disedekahkan kepada orang atau pihak lain yang
membutuhkan. Raitah, istri sahabat Nabi ‘Abd Allah
bin Mas'tid juga sangat aktif bekerja, karena suami
dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi ke-
butuhan hidup keluarga. Al-Syifd’, seorang guru pe-
rempuan yang pandai mengajar dan menulis, ditugas-
kan oleh Khalifah ‘Umar ra. sebagai petugas yang
menangani pasar kota Madinah.

Semua contoh di atas menjadi pijakan normatif
Aisyiyah untuk operasionalisasi ke tingkat praktis-
empiris, sehingga Aisyiyah bisa melampaui ruang
domestik yang selama ini mengurung ruang gerak
perempuan, menuju ruang-ruang publik baru di mana
perempuan bisa aktif, partisipatif dan berada pada
pusat diri (self-center) dalam pengambilan kebijakan.

Dalam konteks itulah, ada 4 (empat) tahapan dalam
perkembangan ideologi perempuan Aisyiyah yang me-
nunjukkan akar sejarah awal keterlibatannya sebagai
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salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dalam
pergulatan isu-isu perempuan atau yang belakangan
ini ramai disebut sebagai isu-isu jender dalam Islam,
yakni tahapan penegasan kedudukan perempuan di
tengah laki-laki, penegasan ruang gerak dan hak-hak
perempuan, penegasan perempuan sebagai pembina
keluarga dan penegasan peranan perempuan dalam
pembangunan.”

Tahap Pertama, penegasan kedudukan perempuan
di tengah dunia laki-laki. Sewaktu Aisyiyah didirikan,
pelaksanaan ibadah dan muamalah hampir semuanya
dilakukan oleh laki-laki. Ini sudah menjadi pengeta-
huan bersama (common knowledge) bahwa dunia agama
adalah dunia laki-laki sebagai subyek, sementara pe-
rempuan sering menjadi obyek. Hal ini tampak, mi-
salnya, pada posisi laki-iaki sebagai subyek yang me-
nikahi, sementara perempuan sebagai obyek untuk
dinikahi; mahar menjadikan laki-laki sebagai subyek
pemberi mahar, sementara perempuan menjadi obyek
penerima mahar; laki-laki pulalah yang berhak
menjadi subyek dalam perceraian, sementara perem-
puan menjadi obyek untuk dicerai; imam seringkali
merujuk laki-laki sebagai subyek, sementara perem-
puan menjadi makmum; dan seterusnya. Ketua Umum
PP Aisyiyah, Siti Chamamah Suramo, meneguhkan
pandangan serupa:

“Di Indonesia, gema feminisme terutama yang berprin-
sipkan equality merasa terhambat oleh situasi sosial bu-
daya dan agama yang hidup di masyarakat. Hambatan
yang datang dari situasi sosial budaya, warisan dari
tradisi masa lampau, berupa persepsi tentang wanita
sebagat konco wingking atau warga masyarakat kelas
dua. Hambatan dari fakior agama datang pada persep-
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si yang didasarkan pada kondisi-tidak-identik antara
wanita dan pria yang diangkat dari al-Qur’an dan
Hadits. Misalnya dalam hal ‘kejadiannya’, ’kemampuan-
nya’, ‘haknya’ dan tugas-tugas keagamaan yang diatur
olen syari'ah. Hambatan ini dirasakan menjadi lebih
besar lagi apabila interpretasi terhadap ayat-ayat al-
Qur’an dan Hadits itu dilakukan dengen visi stereotip
tradisional, ialah interpretasi yang dilatari oleh ke-
butuhan-kebutuhan sewaktu dan setempat, dalam hal
ini sewaktu: pada masa lampau, setempat: di Arab, kon-
teks yang didominasi paham patriarki.

Gejala yang dilahirkan oleh faktor-faktor sosial bu-
daya dan faktor keagamaan itu membangun citra yang
tidak representatif bagi wanita Muslim Indonesia. Wa-
nita dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok milik
laki-laki, citra yang melahirkan citra bengkek (nuansa
negatif) bagi wanita. Wanita dilahirkan untuk melayani
pria, untuk memenuhi kebutuhan pria. Wanita adalah
makhluk sumber reproduksi; maka fisiknya halus (cen-
derung lemah), sehingga bergantung pada perlindung-
an pria. Dalam warisan, wanita hanya mendapatkan
deparo dari hak pria. Kawasan gerak wanita ada di
dalam rumah (domestik). Wanita terbuka kemungkinan
untuk dimadu. Wanita tidak dapat menjadi pemimpin
dalam kegiatan-kegiatan ibadah, misalnya shalat. Konse-
kuensinya, pihak penentu ada pada pria, bukan pada
wanita. Berbagai data yang memperlihatkan kesan nega-
tif pada sementara orang berasal dari al-Hadits, antara
lain konsep tentang (1) izin suami; (2) kerelaan suami
meskipun dzalim (HR Abu Dawud); (3) mayoritas peng-
huni neraka; (4) kekuatan wanita: ketergantungan laki-
laki pada wanita; (5) hak suami terhadap istri tidak
dihalangi permintaan suami kepadanya, sekalipun se-
dang di atas punggung onta”.”
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Konteks penafsiran agama yang tidak bersahabat
terhadap perempuan dan bahkan sering menomordua-
kan posisi perempuan itulah yang antara lain mela-
tarbelakangi Aisyiyah untuk mendidik mubaligh pe-
rempuan yang dapat mempengaruhi proliferasi waca-
na perempuan dalam Islam. Aisyiyah juga mendirikan
sendiri shalat tarawih, membangun mushala perem-
puan, menjadi imam dalam shalat-shalat mereka. Di
antara mushala yang paling awal didirikan adalah
Mushala Aisyiyah di Yogyakarta, berdiri pada tahun
1922, dan Masjid Istri Aisyiyah di Garut pada 1926.%

Apa makna yang tersirat di balik semua itu?
Aisyiyah sebenarnya secara konkret mendobrak kepe-
mimpinan agama yang didominasi oleh laki-laki, de-
ngan mendidik mubaligh perempuan, menjadi imam
dalam shalat, lalu membangun mushala, dan se-
terusnya, jusiru langsung ke tingkat praksis. Kemu-
dian, agenda itu diaktualisasikan ke dalam pem-
bangunan infrastruktur pendidikan sebagai kerangka
empiris pembaruan Islam yang menjadikan perem-
puan sebagai subyek. Institusi pendidikan, seperti hal-
nya Muhammadiyah, tetap dijadikan pintu masuk
Aisyiyah untuk melakukan pembaruan (Islam) yang
melibatkan perempuan sebagai subyek yang otonom.
Menurut sebuah catatan yang ditulis tahun 1985 (se-
telah berumur lebih dari 65 tahun) Aisyiyah telah
mempunyai 2.751 Busthanul Athfal/Taman Kanak-Ka-
nak}), 9 Sekolah Kejuruan, 2 SLTP, dan sekian banyak
kursus serta sekolah non-formal.”? Hal ini merupakan
prestasi yang luar biasa untuk zamannya. Karena itu-
lah, sudah benar dan proporsional sekiranya Aisyiyah,
seperti halnya Muhammadiyah, menggunakan pendi-
dikan sebagai pintu masuk pembaruan dalam rangka
pemberdayaan perempuan. Sebagaimana pernah di-
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ungkap oleh Fazlur Rahman, pemikir masyhur neo-
modernis Islam asal Pakistan, “any Islamic reform now
must begin with education” (pembaruan Islam dalam
bentuk apa pun harus mulai dengan pendidikan).
Aisyiyah sudah memulai jauh lebih dahulu sebelum
pembicaraan tentang keadilan dan kesetaraan jender
dalam Islam menjadi wacana yang terus berkembang
di tanah air.

Tahap Kedua, penegasan ruang gerak dan hak-hak
perempuan. Hal ini dapat dilacak pada tahun 1972,
ketika Muktamar Majelis Tarjih ke-17 bertemu di
Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah. Keputusan
Majelis Tarjih mengenai perempuarn diterbitkan dengan
judul Adab al-Mar‘ah fi al-isldm.® Pertanyaan yang
pokok di antaranya adalah boleh-tidaknya perempuan
menjadi hakim. Atas sebuah Hadits Nabi yang ber-
bunyi: “Tak akan berhasil golongan (orang) yang menye-
rahkan kekuasaan urusan meveka pada seorang perempuan”,
Muhammadiyah—demikian juga Aisyiyah—menya-
takan bahwa Hadits itu harus dibaca sesuai dengan
konteks masyarakat waktu itu. Artinya, tidak ada ma-
salah lagi sekarang seandainya perempuan akan mem-
punyai kekuasaan memutuskan, terutama disebut se-
cara khusus, masalah kebolehan perempuan menjadi
hakim. Dalam kaitan itu, juga dianjurkan supaya pe-
rempuan aktif berpolitik? Aisyiyah seringkali merujuk
pengalaman istri Nabi SAW, “Aisyah ra., yang pernah
memimpin langsung peperangan melawan ‘All bin Abi
Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala ne-
gara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah
soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga,
Utsman bin ‘Affan, dan dalam sejarah Islam dikenal
sebagai Perang Unta (656 M). Keterlibatan ‘Aisyah
(bersama beberapa Sahabat Nabi) dan kepemim-
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pinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa
beliau, bersama para pengikutnya, menganut paham
bahwa perempuan boleh terlibat dalam politik praktis.
Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-17, me-
nyimpulkan secara tegas bahwa, Peranan dalam bi-
dang politik dibagi menjadi dua bagian: (1) peran
yang langsung berupa praktik politik dalam badan-
badan legislatif atau Dewan-dewan Perwakilan Rakyat
dari Pusat sampai ke Daerah. Dalam hal ini, kaum
wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai
jumlah perwakilan yang memadai. (2) peran tidak lang-
sung, yaitu disalurkan dari rumah tangga, di tengah-
tengah masyarakat dengan mengambil bagian aktif
dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat
di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga
kemasyarakatan.... rekomendasinya meliputi harus ada
bimbingan politis dari situasi yang dihadapi, terutama
menyangkut masalah kewanitaan agar setiap wanita
Islam memiliki kesadaran politik; harus dipersiapkan
kader-kader politik wanita Islam...”.?

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini
menjadi argumen normatif-teologis mengenai keboleh-
an perempuan Islam untuk berpolitik. Jika belakangan
baru muncul kontroversi kebolehan perempuan men-
jadi pemimpin politik, maka dalam Muhammadiyah
dan Aisyiyah, hal itu sudah diselesaikan tuntas me-
lalui Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-17 di Pencong-
an, Wiradesa, Pekalongan Jawa Tengah pada tahun
1972 M/1382 H.

Tahap Ketiga, penegasan bahwa perempuan sebagai
pembina keluarga. Hal ini tampak pada Muktamar
Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, tahun
1982 M/1392 H. Pada waktu itu, Muhammadiyah
mempunyai cita-cita membentuk “keluarga sakinah”.
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Pemikiran demikian muncul, karena “ideologi ke-
Juarga” mendapat kecaman dari gerakan feminis se-
kular di Barat, sementara di Indonesia sendiri konsep
keluarga mengalami krisis eksistensial. Pengurus Pusat
Aisyiyah menerbitkan buku Tuntunan Menuju Keluarga
Sakinah (1989), menjelang Muktamar Muhammadiyah
tahun 1990. Buku ini menegaskan bahwa institusi ke-
luarga tetap dipertahankan menjadi ideologi Muham-
madiyah dan Aisyiyah sebagai sebuah jawaban yang
tepat bagi krisis keluarga pada akhir abad kedua
puluh akibat modernisasi dan globalisasi yang dirasa-
kan semakin mengancam keutuhan keluarga
Barangkali, jika dipakai kerangka paradigma politik
“Talan Ketiga”, Aisyiyah ingin mewujudkan apa yang
oleh Anthony Giddens dirumuskan sebagai "keluarga
demokratis” (democratic family) sebagai salah satu pi-
lar penyangga dalam mewujudkan demokrasi. Me-
narik disimak sedikit pengalaman pribadi Giddens
yang nantinya bisa dipakai untuk menjelaskan meng-
apa Aisyiyah menjadikan “keluarga demokratis” se-
bagai ideologi perempuan. Tahun 1992, Giddens me-
lakukan transformasi diri melalui bukunya, The Trans-
formation of Intimacy” yang terjual laris dan dianggap
sebagai buku self-help (panduan diri). Buku itu adalah
hasil tiga tahun masa terapi kejiwaan Giddens me-
nyusul perceraiannya dengan isterinya yang kedua.
Dalam buku itu, Giddens menganjurkan perlunya
sebuah “hubungan murni” (antar lelaki dan perem-
puan) yang didasarkan pada hakikat kepuasan hu-
bungan itu sendiri. Tentu saja, kaum feminis Inggris
sangat marah. Sosiolog Jean Seaton, misalnya, menga-
takan bahwa buku itu merupakan “maklumat seorang
pencinta oportunis posmodernis”, yang hanya “me-
nuntut hak berhubungan tanpa tanggung jawab”
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[bandingkan dengan semboyan politik baru The Third
Way: “tak ada hak tanpa tanggung jawab”].%

“Krisis keluarga” yang dialami oleh Giddens, se-
hingga ia merevisi pandangannya ke arah “tak ada
hak tanpa tanggung jawab”, dengan langgam dan ba-
hasa yang berbeda-beda, sebenarnya sejak awal sudah
menjadi pergulatan serius di kalangan Aisyiyah,
sehingga akhirnya PP Aisyiyah mengeluarkan pedom-
an Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah. Dalam Seminar
Nasional “Pengembangan Pemikiran Islam: Antara Pu-
rifikasi dan Dinamisasi”, yang diselenggarakan oleh
Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP
Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yog-
yakarta, 22-23 Juni 1996, feminis Muslim Rama Me-
gawangi menggambarkan titik balik feminisme {ra-
dikal, liberal, sosialis, marxis, ke arah eko-feminisme)
yang pada bagian uraiannya ditekankan sebagai ber-
ikut, ..timbul tuduhan-tuduhan bahwa feminisme
telah merusak keluarga. Karena, secara teori feminisme
modern adalah anti-keluarga. Antara tahun 1963 dan
1975, angka perceraian di Amerika Serikat telah me-
ningkat sebesar 100%. Juga masalah kesejahteraan
anak-anak yang semakin mengkhawatirkan. Apa yang
terjadi di negara-negara Skandinavia menunjukkan hat
serupa: angka perkawinan rendah, frekuensi kumpul
kebo tinggi... perpecahan keluarga, anak yang dilahir-
kan di luar perkawinan, angka keluarga single-parent,
dan angka wanita yang bekerja semuanya tinggi.?

Dalam konteks inilah, Aisyiyah menjadikan institusi
keluarga sebagai ideologi perempuan untuk menjaga
keharmonisan. Dalam Perkembangan Pemikiran Islam
~ dalam Muhammadiyah, Perspektif Tarjih Pasca Muktamar

ke-43, M. Amin Abdullah, Ketua Majelis Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah,
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menegaskan bahwa keluarga merupakan institusi yang
paling dasar dalam kehidupan seorang Muslim, baik
keluarga yang kecil maupun yang besar. Ketenteram-
an, kesejukan, dan keharmonisan tercermin dalam ke-
hidupan keluarga.® Ketua Umum Aisyiyah, Siti Cha-
mamah Suratno dalam Berita Resmi Muhammadiyah me-
negaskan bahwa dalam Muktamarnya yang ke-41 di
Solo 1985, Aisyiyah menetapkan strategi untuk mem-
buat keluarga-keluarga, sebagai unsur dasar masyara-
kat, menjadi keluarga yang tenteram, teduh, yang
membawa kesejahteraan jasmani dan rohani, yaitu ke-
luarga sakinah. Dalam suasana yang sakinah, semua
anggota keluarga, yang laki-laki maupun yang wanita,
dapat menempatkan dirinya sebagai unsur pembentuk
suasana keluarga yang teduh, tenteram, tanpa gejo-
lak.# Profesor studi agama di State University of New
York, Sachiko Murata, dalam karya terbaik dan mu-
takhirnya, The Chinese Gleams of Sufi Light, meneguh-
kan pandangan serupa, “barangsiapa yang ingin me-
merintah suatu negeri, maka terlebih dahulu harus
mengatur keluarganya secara benar.”*

Karena itu, konteks gerakan ormas Islam seperti
Aisyiyah yang menjadikan keluarga sebagai ideologi
perempuan untuk menjaga keharmonisan tentu tidak
tepat dimasukkan ke dalam kategori feminis radikal,
liberal, marxis, sosialis, melainkan lebih tepat masuk
ke dalam gerakan spiritualitas ekofeminisme yang da-
lam khazanah keislaman dapat dimasukkan ke dalam
gerakan feminisme Islam yang di samping terlibat
aktif dalam ruang-ruang publik baru, juga tetap bisa
menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Tahap Keempat, penegasan peranan perempuan
dalam pembangunan. Program ini sudah diamanatkan
oleh Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surakarta,
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tetapi baru dirumuskan dengan cara sederhana dalam
bentuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan sosial (social ser-
vices) secara parsial. Secara operasional, kegiatan ini
dapat dilihat pada sebuah desa binaan di Yogyakarta.
Pada tahun 1990, di desa itu ada 17 macam kegiatan,
di antaranya program pengembangan ekonomi desa
dengan menggalakkan ekonomi rumah tangga dan pe-
ternakan. Usaha-usaha semacam itu juga dilakukan
oleh Aisyiyah di daerah-daerah.® Hal ini memang
menjadi prototipe dari ormas Islam seperti Aisyiyah,
sebagaimana juga Muhammadiyah, yang selalu me-
madukan iman (faith) dengan amal saleh (action). Maka
populerlah semboyan faith in action, yang ditunjukkan
oleh Aisyiyah dalam bentuk iman dalam tindakan ke-
manusiaan yang langsung bersentuhan dengan pem-
berdayaan umat, terutama dalam konteks ini adalah
subyek perempuan yang otonom.

Penggambaran empat tahapan yang secara evolutif-
historis menjadi pemihakan ideologis terhadap perem-
puan itu dapat diletakkan sebagai kerangka sejarah
keterlibatan Aisyiyah sebagai ormas Islam dalam kepe-
duliannya merespon isu-isu jender di Indonesia. Da-
lam perkembangannya, Aisyiyah sendiri kemudian
melebarkan sayapnya, yang pada mulanya merupakan
salah satu seksi dari organisasi ini, yakni Nasyi‘atul
Aisyiyah (1931). Cikal bakal Aisyiyah adalah kelompok
perempuan, Sopo Tresno, sedangkan organisasi para pe-
rempuan remaja Islam ini bermula dari “Perkumpulan
Siswa Projo Wanita” dalam pangkuan Aisyiyah. Di
tahun 1963, sidang Tanwir Muhammadiyah memberi
hak otonom kepada Nasyi'atul Aisyiyah (NA). Seka-
rang ini, baik Aisyiyah maupun NA sudah tersebar
luas di Indonesia yang sebagian besar programnya
bersentuhan dengan isu-isu jender di Indonesia.

Akhimya, pada level makro, meski tak secara eks-
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plisit menyebutnya isu-isu jender, sebenarnya wacana
ini sudah masuk dengan sendirinya dalam perjuangan
Muhammadiyah dalam kerangka besar pendidikan,
kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi), dan ke-
sejahteraan sosial. Sekadar sebagai bukti, misalnya
sampai saat ini Muhammadiyah memiliki amal usaha
(lembaga) pendidikan dasar dan menengah: dari TK
hingga pondok pesantren berjumlah di atas 9000 buah;
amal usaha pendidikan tinggi: dari universitas hingga
politeknik berjumlah 190 buah; amal usaha bidang
kesehatan: dari rumah sakit hingga poliklinik berjum-
Jah 241; dan amal usaha bidang kesejahteraan sosial:
dari panti asuhan hingga Bakesos berjumlah 322 buah.
Jika 50% lebih jumlah penduduk Indonesia adalah pe-
rempuan, maka subyek dan obyek dalam aktivitas
sosial-keagamaan Muhammadiyah tak lepas dari ke-
terlibatan dan partisipasi perempuan. Bukankah femi-
nis Muslim asal Mesir, Qasim Amin (1865-1908) dalam
bukunya Tahrir al-Mar‘ah, juga berjuang serupa dalam
memperjuangkan pendidikan perempuan sebagai
suatu hak pemberian Tuhan? Bukankah Huda Sya’rawi
juga menggelar perjuangan perempuan melalui jalur
pendidikan melalui perkumpulan Feminist Union in
Egypt? Muhammadiyah pun menggelar usaha serupa,
langsung pada praksis sehari-hari, dengan memberi-
kan hak adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan
dalam kehidupan, terutama pendidikan, akses ruang
publik, dan kepemimpinan. :

NU-Muslimat-Fatayat: Pemberdayaan Perempuan
dalam Politik

Dalam periodisasi sejarah gerakan Islam di Indone-
sia, Nahdlatul Ulama (NU) pun lahir setelah Muham-
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madiyah. Dua belas tahun setelah berdiri tahun 1926,
NU pun melahirkan Muslimat NU pada 1938. Seperti
halnya Aisyiyah, Muslimat NU dalam perkembangan-
nya juga melahirkan suatu organisasi perempuan lain
yakni Fatayat NU pada tahun 1950. Dua organisasi
yang secara struktural berada di bawah NU inilah
yang memberi warna gerakan feminisme Islam di In-
donesia.

Embrio awal keputusan pengesahan Muslimat NU
lengkap dengan Anggaran Dasar dan Pengurus Besar
dilakukan pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya,
Jawa Timur, tanggal 5-9 Desember 1940. Namun,
pengesahan secara resmi baru ditetapkan pada Muk-
tamar NU ke-16 di Purwokerto, tertanggal 29 Maret
1946. Dilahirkan sebagai wadah perjuangan perem-
puan Islam yang bersendikan pada paham Ahl al-
Sunnah wa al-Jama‘ah (Aswaja), Muslimat bertujuan
untuk melaksanakan tujuan NU di kalangan perem-
puan. Di samping akan membawa perempuan Indone-
sia pada kesadaran beragama, berbangsa dan berne-
gara, Muslimat juga menetapkan tujuan untuk menya-
darkan perempuan Indonesia akan hak dan tanggung
jawabnya menurut Islam. Untuk mewujudkan hal itu
dengan tetap bersendikan Aswaja, Muslimat menetap-
kan motto perjuangannya dengan bersendikan pada
al-Qur’an Sird al-Nahl: 97 yang artinya: “Barang siapa
yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguh-
nya akan Aku berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan sesungguhnya akan Aku beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
mereka kerjakan.”

Beda dari Aisyiyah yang lahir di kalangan peda-
gang dan kelas menengah kota, Muslimat sebagai
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bagian struktural dari NU, lahir dari kalangan pesan-
tren. Kader-kader Muslimat kebanyakan berasal dari
putra-putri kiai atau santri-santri dari pesantren. Pe-
santren memiliki kontribusi besar dalam melahirkan
dan regenerasi kader maupun pemimpin-pernimpin
teras atas dalam kepengurusan Muslimat.

Pergulatan Muslimat dengan isu-isu perempuan
nantinya justru semakin meneguhkan adanya akar se-
jarah yang kuat keterlibatan ormas Islam terhadap isu-
isu perempuan. Dan respon Muslimat terhadap isu-
isu perempuan atau jender, berjalan seiring dengan
pergulatan NU dalam politik den perjuangan mem-
pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia me-
lawan kolonialisme. Sebagai mana telah diketahui ber-
sama, dalam rentang waktu 1940-1952, perjuangan NU
ditandai dengan perjuangan mempertahankan ke-
daulatan yang ditandai dengan Proklamasi Kemerde-
kaan 17 Agustus 1945, Tak bisa dihindari adanya ke-
terlibatan Muslimat dalam mengikatkan dirinya dalam
perjuangan bangsa. Aktivitas Muslimat dalam dapur
umum, palang merah, bahkan sebagai kurir penghu-
bung, dan bergabung dengan pasukan pejuang seperti
Hizbullah, Sabilillah, Markas Ulama, yang kesemuanya
menjadi ciri utama perjuangan Muslimat pada zaman-
nya, sebagaimana halnya menjadi ciri umum perjuang-
an perempuan lainnya waktu itu.*

Dalam perkembangannya, ada peristiwa menarik
yang patut dicatat. Misalnya pada Muktamar NU ke-
19 di Palembang, ketika NU meningkatkan dirinya
menjadi Partai Politik, Muslimat—yang telah berkem-
bang luas, terutama di Pulau Jawa—meningkatkan di-
rinya menjadi Badan Otonom dari NU yang kemu-
dian diberi nama Muslimat Nahdlatul Ulama, dising-
kat Muslimat NU. Muktamar NU ke-20 di Surabaya
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dengan demikian sesungguhnya menjadi Kongres
Muslimat I sebagai badan otonom dari NU.

Sejak saat itulah, Mustimat NU mulai terfokus pada
isu-isu perempuan di Indonesia. Di samping tetap
menjalankan fungsi dan peranan organisasi dalam
usaha sosial, pendidikan, dan dakwah, Muslimat NU
mulai merespon isu-isu perempuan, seperti melihat
masalah perkawinan anak-anak di bawah umur
sebagai masalah nasional yang akut; gejala tersebut
mulai perlu dilarang dan perlu diadakan pengawasan
yang ketat dalam pelaksanaan perkawinan di daerah-
daerah. Komitmen Muslimat terhadap masalah ke-
timpangan dalam perkawinan, dilakukan dengan
keikutsertaan pimpinan-pimpinan Muslimat menurut
tingkatannya dalam BP4 (Badan Penasihat Perkawinan
dan Penyelesaian Perceraian). Dalam hal ini, Ketua
Umum Muslimat ke-3, Machmudah Mawardi, menjadi
salah seorang pelopor berdirinya BP4, bersama-sama
dengan Ny. Pudjo Utomo dan H. Nasruddin Latief.
Sebelumnya, beliau juga duduk dalam Panitia
Penyidik Nikah, Talak, dan Rujuk yang dibentuk de-
ngan SK Menteri Agama RI, yang menjadi embrio
dari BP4.%

Kepedulian lain terhadap isu-isu perempuan, juga
ditunjukkan oleh Muslimat dalam merespon secara
kritis keputusan-keputusan pengadilan agama yang
sangat merugikan perempuan, seperti dalam kasus-
kasus perceraian, permaduan, waris, dan sebagainya.
Setelah Pemilu 1 1955, banyak pemimpin Muslimat
yang duduk di Pengadilan Agama, antara lain Abidah
Maksum dari Jombang, yang banyak menguasai
masalah-masalah perkawinan. Keterlibatan Muslimat
dalam merespon isu-isu perempuan, baik melalui wa-
cana maupun strategi ke lapangan, diuraikan oleh
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tokoh utama Muslimat, Aisyah Hamid Baidlowi seba-
gai berikut.

Muslimat juga menyadari perlunya penyuluhan-pe-
nyuluhan kepada perempuan tentang hak-haknya di
pengadilan. Hal lain yang juga menjadi pokok perha-
tian adalah sepantasnya perempuan duduk dalam
lembaga-lembaga negara. Islam telah memberikan
ruang gerak yang cukup luas untuk melaksanakan
emansipasi perempuan sesuai dengan kodrat dan mar-
tabatnya, meskipun hambatan kultural masih cukup
kuat. Dalam lingkungan organisasi NU pun, Muslimat
masih harus gigih berjuang mengatasi berbagai
masalah, antara lain penggunaan tabir dalam perte-
muan-pertemuan di mana Muslimat diikutsertakan.
Pada tahun 1959, Muslimat baru dapat menghilangkan
tabir dari arena kongresnya ke-7 di Jakarta. Keputusan
penting yang dicapai adalah untuk mengajukan per-
nyataan kepada PBNU agar anggota Muslimat dapat
dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, Konstituante,
sebagai calon prioritas. Kesimpulan lain adalah bahwa
secara nasional peranan Muslimat harus ditingkatkan
di semua bidang.*

Tampak jelas adanya akar sejarah perjuangan Mus-
limat dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jen-
der dalam beragam spektrum, terutama dalam politik.
Maka apa yang sekarang diperjuangkan oleh gerakan
feminisme di Indonesia dengan agenda representasi
perempuan dalam politik, tuntutan kuota dan affirma-
tive action, secara historis, tentu dengan langgam dan
bahasa yang berbeda, juga pernah diperjuangkan Mus-
limat sebagai political effect atas pasang surut hubungan
politiknya dengan NU. Pemberdayaan politik perem-
puan antara lain menjadi salah satu isu jender yang
menjadi warna dominan (mainstreant) dalam perjuang-
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an Muslimat. Agenda representasi politik perempuan,
terutama dalam keterwakilannya di lembaga legislatif,
menjadi kepedulian Muslimat. Hal ini misalnya tam-
pak pada Pemilu I 1955 ketika terjadi kejutan besar
bagi NU mengingat hasil yang dicapai partai ini ham-
pir enam Kkali lipat dibandingkan dengan perwakilan-
nya di DPRS (45 kursi dibandingkan 8 kursi di DPRS).
Anggota Muslimat yang dipilih berjumlah 10% dari
seluruh perolehan kursi (5 orang) untuk DPR dan 6
orang untuk Konstituante. Ketika DPR hasil Pemilu I
dibubarkan dan dibentuk DPR GR, keanggotaan Mus-
limat dalam DPR-GR menjadi 7 orang dan MPRS 2
orang. Kemudian dalam Pemilu 1971 NU memperoleh
58 kursi, di antaranya 4 kursi untuk Muslimat, se-
dangkan dalam MPR Muslimat mendapat 2 kursi.
Pada perkembangan politik selanjutnya, sesuai dengan
Keppres tahun 1973, NU berfusi ke dalam Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP). Dari hasil Pemilu setelah
itu, PPP meraih 99 kursi, 58 kursi terdiri dari kelom-
pok NU, dan 4 di antaranya berasal dari Muslimat.
Demikian pula yang terjadi di daerah tingkat I mau-
pun tingkat II; wakil-wakil Muslimat duduk dalam
DPRD, baik tingkat I maupun I1.¥

Semua data dan fakta historis di atas menjadi bukti
sejarah keterlibatan Muslimat dalam memperjuangkan
keadilan dan kesetaraan jender, terutama dalam bi-
dang politik. Keterlibatan Muslimat dalam politik ini,
dengan sendirinya memecahkan kebekuan peran po-
litik perempuan dan kepemimpinan perempuan yang
selama ini dipersoalkan secara teologis dan politis.

Strategi politik, dan kadang juga unjuk kekuatan
politik (show of political force), pernah ditunjukkan oleh
Muslimat bersama-sama ormas perempuan lain untuk
mengimbangi kegiatan PKI menjelang G30-5, dengan
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menampilkan Drum Band Putri. Ini merupakan ke-
majuan yang besar bagi Muslimat, dimana putri-putri
yang tergabung ke dalam Fatayat, PMII Putri, IPPNU
atas usaha Muslimat diizinkan oleh Syuriah NU untuk
tampil dalam kelompok-kelompok Drum Band Putri,
yang ditampilkan pada pawai 17 Agustus 1965 di de-
pan Istana Merdeka dan dalam peringatan Hari Lahir
NU ke-40 tahun 1966 di Stadion Utama Senayan
Jakarta, serta pada kesempatan-kesempatan lain di da-
erah-daerah.®

Sesungguhnya sejak tahun 1954, dimulai dari
Kongres Muslimat di Surabaya, Kongres Muslimat 1
sebagai badan otonom di dalam tubuh NU, terjadi
evolusi yang tidak kentara. Permintaan Muslimat agar
diberi kesempatan untuk duduk dalam lembaga-lem-
baga negara, diterimanya Fatayat menjadi badan oto-
nom dari NU pada tahun 1959, fidak dipakainya tabir
lagi dalam Muktamar NU sejak tahun 1959, tampilnya
Muslimat dalam pawai-pawai menjelang G30-S PKI
dan tampilnya Drum Band Putri, dihasilkannya Ke-
putusan PB Syuriah NU tentang Pedoman Pokok Ke-
luarga Berencana tahun 1969 atas usul Muslimat sam-
pai tampilnya santri-santri putri dalam forum-forum
seminar dan kegiatan serupa sejak awal tahun 70-an,
membawa arti yang besar bagi perjuangan Muslimat
di masa mendatang.”

Program KB yang dicanangkan pemerintah, dires-
pon positif dan aktif oleh Muslimat sebagai bagian
dari program penguatan hak-hak kesehatan reproduksi
perempuan. Hal ini terbukti dengan keterlibatan pe-
mimpin teras atas Muslimat, seperti Ny. HS.A. Wahid
Hasjim dan Ny. H. Chasanah Mansur dalam Lembaga
Keluarga Berencana Nasional (LKBN) sebelum diubah
menjadi BKKBN seperti sekarang ini. Atas usaha yang
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gigih dari Muslimat, pada tanggal 25 September 1969,
PB Syuriah NU mengeluarkan fatwa yang berisi 8
pokok pedoman tentang KB yang telah lama di-
tunggu-tunggu oleh sebagian besar umat Islam, ter-
utama yang berhaluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah
(Aswaja), untuk diikuti. Dengan keluarnya fatwa ini,
daerah-daerah yang tadinya rawan untuk dimasuki
petugas KB, seperti Madura, Banten, dan ujung timur
Pulau Jawa dapat diajak bekerjasama atau mengikuti
program KB. Muslimat melihat bahwa program ini
bukan semata-mata untuk KB, namun juga masalah
peningkatan kesehatan ibu dan anak, khususnya ke-
sehatan ibu dan para perempuan di pedesaan.®® Untuk
mendukung program ini, Muslimat NU mengoperasi-
kan lembaga-lembaga kesehatan, baik berupa rumah
bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, klinik KB, dan
sejenisnya di berbagai daerah.*!

Fakta itu jelas menunjukkan adanya akar sejarah
keterlibatan Muslimat dalam merespon isu-isu perem-
puan di Indonesia. Konteks pergulatan inilah yang
kemudian ikut mewarnai pengarusutamaan jender da-
lam NU. Isu-isu jender belakangan ini menjadi main-
stream di lingkungan ormas Islam terbesar di Indone-
sia, yakni NU. Dalam kesempatan Musyawarah Na-
sional [Munas] NU di Lombok, 1997, Andrée Feillard,
peneliti NU asal Prancis, merasa kaget karena ada
suatu hal yang luar biasa, yakni ajakan kepada kaum
perempuan NU secara umum dan terbuka untuk
membicarakan masalah jender. Andrée mengamati
bahwa hal itu merupakan pelibatan perempuan yang
pertama kali dalam NU. Sebelum melihat hal ini,
Andrée awalnya pesimis karena menyadari bahwa di
kalangan masyarakat NU, konservatisme juga masih
sangat kuat.*
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Meskipun demikian, sebelum Munas NU dimulai,
warna konservatisme itu masih selalu terlihat. Hal ini
misalnya tertuang dalam sebuah draft yang ditulis oleh
salah seorang kiai dari Jakarta yang mengeluarkan
pernyataan agak memojokkan kaum perempuan. Ber-
ikut kutipan tulisan itu, seperti dilukiskan Andrée
Feillard:

Kaum perempuan Muslimah dalam beberapa hal meng-
ikuti hukum Barat dan pemikiran serta budaya Barat
dengan berbagai alasan, seperti kehidupan modern, ip-
tek, dan globalisasi. Budaya Barat yang diikuti oleh
perempuan Mushmat antara lain adalah budaya eman-
sipasi. Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk menyela-
matkan kaum Hawa dari pikiran dan budaya sesat Ba-
rat. Syari‘at Islam tidak membenarkan emansipasi, per-
samaan hak, karena dalam Islam semua sudah sem-
purna. Bahkan hak-hak perempuan lebih banyak dari
\aki-laki. Persamaan hak dan kewajiban yang diatur di
dalam Islam lebih normatif, humanis, dan edukatif, se-
dang emansipasi bersifat kebebasan yang kemauan ha-
wa nafsu. Emansipasi bukan aturan, budaya yang se-
penuhnya didasarkan pada hawa nafsu...

Sementara dalam masalah politik, sejarah juga ti-
dak pernah menulis tentang keterlibatan kaum perem-
puan dalam politik. Ketika para sahabat berkumpul un-
tuk memilih khalifah, tidak ada seorang perempuan
yang terlibat ikut memilih. Sejarah memang mencatat
keikutsertaan perempuan dalam peperangan untuk
mengobati dan memberi minum pasukan. Namun itu
belum menunjukkan keterlibatan perempuan dalam
bidang politik.®
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Dalam Munas NU di Lombok, menurut pengamat-
an Andrée, masalah hak keterlibatan perempuan di
bidang politik ini dipersoalkan. Ada dua orang pe-
rempuan, yang salah satunya menjelaskan secara pan-
jang lebar mengenai hak politik perempuan dengan
referensi langsung pada al-Qur‘an dan Hadits. Ke-
pintarannya dalam mengartikulasikan gagasannya se-
cara argumentatif mampu membalikkan situasi yang
ada. Bahkan, menurut Andrée banyak kiai yang se-
belumnya tidak setuju dengan emansipasi perempuan,
justru belakangan berbalik menjadi pembela eman-
sipasi perempuan, akibat penjelasan tadi.#

Menarik jika dipaparkan secara langsung penuturan
Andrée Feillard mengenai hal itu:

Peristiwa itu merupakan sebuah gambaran bahwa jika
perempuan mau sungguh-sungguh berjuang demi hak-
nya, saya kira, banyak kiai yang juga mau mendengar
dan mendukung. Di Lombok waktu itu hanya ada dua
perempuan, dan kita bisa bayangkan bagaimana sean-
dainya ada sekian banyak perempuan yang berjuang
sungguh-sungguh. Pertama-tama memang ada resistensi
dari para kiai, tetapi jika argumennya jelas dan kuat,
saya rasa para kiai bisa menerima.

Itulah hal-hal yang membuat saya optimistis. Me-
mang, perempuan tidak akan berhasil tanpa dukungan
orang lain, seperti Masdar E. Mas’udi. Saya pikir, tan-
pa peranan Masdar, Munas Lombok tidak akan memu-
tuskan apa-apa tentang persoalan perempuan. Selain
Masdar juga ada tokoh lain, yaitu Said Aqil Siradj yang
ikut andil, dan masih banyak lagi.

Jadi, saya melihat memang ada kiai-kiai yang ma-
sih sangat konservatif memandang perempuan. Akan
tetapi, dengan argumen yang baik, mereka ini bisa di-
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atasi. Bahkan, banyak kiai tua yang membela perem-
puan. Waktu itu, ada empat kiai tua yang gigih membe-
la perempuan. Saya pikir semua tergantung pada pe-
rempuan sendiri. Kalau ia gigih, maka saya rasa akan
berhasil. Dan harus diingat, banyak perempuan yang
juga bersikap konservatif.*

Berkat kegigihan memperjuangkan isu-isu jender ke
dalam Munas NU, dihasilkan kesimpulan yang luar
biasa progresif dalam konteks perjuangan hak-hak pe-
rempuan dalam pergulatan ormas Islam terbesar se-
perti NU, seperti termaktub dalam kesimpulan Munas
NU di Lombok di bawah ini:

Kesimpulan yang dihasilkan dari Munas NU di Lom-
bok menyepakati bahwa perempuan dalam Islam men-
dapatkan tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan
oleh sebagian masyarakat bahwa Islam hanya menem-
patkan perempuan sebagai unsur subordinat dalam ke-
hidupan bermasyarakat. Islam memberikan hak yang
sama pada laki-laki dan perempuan untuk memberi-
kan pengabdian pada agama, nusa, bangsa, dan nega-
ra. Namun, meskipun Islam telah memberikan dasar
kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, kenyataan-
nya hal ini sering mengalami distorsi. Kita tidak bisa
menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang
mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan
Allah kepada perempuan. Pengaruh kultur yang masih
bersifat patrilineal memang telah menafikan dan me-
ngurangi prinsip kemuliaan perempuan. Karena itu, di
tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai
belahan dunia, umat Islam perlu meninjau dan mengka-
ji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan perem-
puan dan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang
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memuliakan perempuan. Laki-laki dan perempuan ha-
rus bersama-sama melaksanakan tanggung jawab bersa-
ma dan saling mendukung satu sama lain. Peran do-
mestik perempuan hanyalah peran yang memang tidak
bisa digantikan oleh laki-laki seperti melahirkan dan
menyusui.

Akan tetapi, perempuan sebagai anggota masya-
rakat, anggota warga negara, dituntut untuk memain-
kan peran sosialnya secara lebih tegas, transparan, dan
terlindungi. Dalam konteks peran publik, perempuan
diperbolehkan, jika memang dipandang mampu. De-
ngan kata lain, kedudukan perempuan dalam sistem
negara bangsa (nation state) telah terbuka lebar dengan
tetap mengingat bahwa kualitas tetap menjadi ukuran.
Partisipasi perempuan dalam sektor non-kodrati meru-
pakan wujud tanggung jawab dalam ikut memprakar-
sai transformasi kultur kesetaraan yang pada giliran-
nya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasio-
nal dalam era globalisasi dengan memberdayakan
perempuan dalam proporsi yang sebenarnya.*

Hasil Munas NU di atas, bisa menjadi garis pe-
doman peran perempuan, termasuk dalam hal kepe-
mimpinan nasional. Karena itu, Andrée Feillard begitu
optimis bahwa ormas Islam NU bisa menjadi pelopor
kesetaraan jender, karena—demikian pengakuannya—
perempuan di lingkungan NU dihargai sangat tinggi. 7

Di samping NU sendiri, baik melalui Muslimat
maupun Fatayat, dan juga Muhammadiyah [Aisyiyah,
Nasyiatul Aisyiyah], tentu masih banyak ormas Islam
lain yang memiliki keterlibatan, aktif maupun pasif,
terhadap isu-isu perempuan di Indonesia. Pada bagian
ini tidak dirinci secara lebih detail pengalaman ormas-
ormas Islam lain dalam pergulatannya merespon isu-
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isu perempuan di tanah air, kecuali hanya ormas Is-
lam terbesar seperti Muhammadiyah [Alsyiyah,
Nasyiatul Aisyiyahj dan NU [Muslimat, Fatayat NU],
karena memang keduanya menjadi matnstreant dalam
gerakan Islam di Indonesia, yang dalam konteks
pengkajian dan penelitian ini punya akar sejarah
panjang dalam keterlibatannya merespon dan mele-
takkan pondasi awal bagi gerakan perempuan [Islam]
di Indonesia. Betapapun begitu, beberapa organisasi
perempuan Islam dapat digambarkan secara umum
sebagai berikut, yakni Persistri, Perempuan PUIL, Mus-
limat Nahdlatul Wathan, dan Muslimat al-Washliyah.

Persistri: Mengembalikan Muslimat pada
al-Qur’dn dan Hadils

Persistri merupakan badan otonom dari Persatuan Is-
fam (Persis) yang didirikan di Bandung tanggal 25
Desember 1936 dengan tujuan “berjuang mengembali-
kan Muslimat Indonesia pada ajaran al-Qur’an dan
al-Hadits dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan de-
ngan masalah-masalah keperempuanan Islam.”*
Persistri pada mulanya didirikan oleh kalangan peda-
gang, tepatnya isteri-isteri pedagang dari Palembang.
Menurut Lies Marcoes-Natsir, dominasi kelompok is-
teriisteri pedagang asal Palembang cukup kuat dan
umumnya mereka adalah orang-orang kaya dengan
penguasaan bahasa Melayu yang baik jika dibanding-
kan dengan ibu-ibu dari tanah Priangan (Sunda).” Do-
minasi ini mulai memudar terutama setelah masuk-
nya Raden Maryam Abdurahman yang kemudian
menjabat sebagai Ketua Persistri I. Ada beberapa hal
yang mendorong munculnya Persistri ini, yakni perta-
ma, maraknya organisasi-organisasi pergerakan perem-
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puan pada waktu itu, sehingga hal ini juga dirasakan
penting oleh para perempuan Persis untuk memiliki
organisasi serupa. Kedua, berkaitan dengan semakin
banyaknya masalah hukum yang harus dipecahkan
berkenaan dengan perempuan, maka menjadi sah ki-
ranya hal-hal tersebut diserahkan kepada kaum pe-
rempuan.

Program kerja jangka panjang Persistri (yang biasa
disebut Rencana Jihad) bercirikan welfare oriented. Arti-
nya, rencana itu difokuskan pada persoalan perem-
puan yang berkaitan dengan urusan-urusan komple-
menter (di garis belakang), domestik, serta superficial
Organisasi ini, betapapun sifatnya ctonom, tidak ber-
hak mencampuri urusan organisasi induknya yakni
Persis. Persistri tidak berhak duduk dalam Dewan
Hisbah, snatu dewan yang mempunyai wewenang un-
tuk meneliti hukum-hukum Islam; dan di mana ang-
gota dewan ini berkewajiban mengawasi pelaksanaan
hukum Islam serta membuat petunjuk pelaksanaan
ibadah untuk keperluan anggota Persis secara kese-
luruhan.

Perempuan PUI: Pemberdayaan Perempuan untuk
‘Memahami Masalah’

Organisasi Perempuan PUI mulanya merupakan ke-
giatan pendidikan bagi para perempuan PUI yang ber-
nama ['dnat al-Thalibin. Sebagaimana diketahui, PUI
merupakan hasil fusi dari dua organisasi, yakni
Persyarikatan Ulama Indonesia (PUI) Majalengka yang
dipimpin oleh KH. Abdul Halim dan Persatuan Umat
Islam Indonesia (PUII) Sukabumi di bawah kepe-
mimpinan K.H. Ahmad Sanusi. Dengan fusi tersebut,
secara otomatis pula organisasi perempuan yang ber-
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ada di bawah kedua organisasi yaitu Zaenabiyah PUIL
dan dan Fatimiyah PUI juga melebur menjadi Perem-
puan PUI yang para anggotanya kebanyakan berasal
dari lapisan sosial menengah ke bawah.

Program organisasi ini lebih banyak diarahkan pada
pemberdayaan pemahaman keagamaan berupa kegiat-
an Majelis Ta'lim yang dilakukan setiap minggu sekali,
Materi-materi yang disampaikan biasanya terdiri atas
ilmu dakwah, ilmu kejiwaan, tafsir dan ilmu politik.
Politik yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti
kekuasaan pemerintahan atau partai, tapi politik da-
lam arti power atau kemampuan. Sebagai contoh ada-
lah bagaimana Perempuan PUI menguasai ‘politik da-
gang’ yakni kemampuan untuk menggalang modal,
cara berdagang yang baik dan sebagainya.

Secara tradisional, paham keberagamaan Perempuan
PUI adalah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama’ah yang ditu-
runkan dalam pengertian kemampuan perempuan da-
lam ‘memahami masalah-masalah’. Di sini, yang dite-
kankan adalah bagaimana para perempuan dapat ber-
peran dalam isldh al-‘agidah, isldh al-mu’'dmalah, isldh
al-‘ibadah, dan islah al-ni‘amah.

Organisasi PUI sendiri membuka pintu bagi perem-
puan PUI untuk menjadi ketua umum pengurus besar
PUI jika memang memenuhi syarat, karena dalam PUI
sendiri tidak ada aturan yang mensyaratkan harus
kaum laki-laki. Tapi dalam sejarahnya, agaknya hal
ini memang belum pernah terjadi. Dewasa ini, di ja-
jaran pengurus besar organisasi PUI terdapat seorang
perempuan yang menjadi salah satu pengurus harian.
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Muslimat Nahdlatul Wathan: Upaya Memajukan
Perempuan Lombok

Organisasi ini didirikan oleh Maulana Syeikh di Lom-
bok, Nusa Tenggara Barat. Cikal bakal organisasi ini
adalah Nahdlatul Banat Diniyyah Islamiyah yang
bergerak dalam pendidikan perempuan. Selain pen-
didikan itu, NW juga bergerak dalam bidang sosial
dan dakwah, seperti akiif dalam sosialisasi program
Keluarga Berencana bekerja-sama dengan Badan Koor-
dinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pelak-
sanaan Posyandu, dan PKK.

Muslimat Al-Washliyah: Perempuan dan Dakwah
Sosial

Dengan berdirinya al-Jam’iyatu al-Washliyah, bebera-
pa organisasi otonom seperti Muslimat al-Washliyah,
Angkatan Puteri al-Washliyah juga berkembang. Mus-
limat al-Washliyah sampai sekarang terus bergerak
pada bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial,
seperti pengelolaan pendidikan secara formal dan non-
formal. Dalam bidang dakwah, organisasi ini dengan
rutin melaksanakan 15 pengajian setiap minggu, yang
diasuh oleh kader-kader Muslimat al-Washliyah. Se-
lain itu, Muslimat al-Washliyah juga memprakasai
pemberian santunan bagi mereka yang yang tidak
mampu dan para janda, terutama pada bulan Ra-
madhan.

Jika dipetakan secara umum ke dalam sayap mo-
dernis-tradisionalis, diperoleh data bahwa ormas-
ormas Islam yang lebih dekat dengan sayap modernis
dalam konteks pergulatannya merespon isu-isu perem-
puan adalah Persis [di mana Persistri menjadi ujung
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tombak dalam merespon isu-isu perempuan], al-Irsyad,
Jami’atul Khair, dan seterusnya. Sementara pada sayap
lain, yakni sayap tradisionalis yang lebih dekat pada
NU, dapat disebutkan ormas-ormas Islam seperti
Mathlaul Anwar dan Nahdlatul Wathan [dua ormas
Islam yang secara keagamaan lebih dekat dengan NU,
namun secara politik berafiliasi dengan Masyumi}, al-
Washliyah, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dan
sebagainya.

Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender:
Perkembangan Mutakhir Kiprah Ormas Islam
dalam Gerakan Perempuan Indonesia

Konteks sejarah keterlibatan ormas-ormas Islam dalam
meletakkan pondasi awal dalam merespon isu-isu pe-
rempuan di Indonesia ternyata memiliki daya kontinu-
itas [keberlangsungan] dalam konteks gerakan perem-
puan kontemporer di Indonesia. Ini kemudian meno-
rehkan mazhab tersendiri dalam peta gerakan perem-
puan kontemporer di Indonesia, yang kemudian di-
sebut secara umum sebagai mazhab feminisme Islam
di Indonesia. Penyebutan ini sekadar sebagai disting-
si umum untuk membedakan diri dengan ‘mazhab-
mazhab’ yang selama ini sudah terlanjur established
dalam gerakan perempuan di berbagai belahan du-
nia, seperti feminisme bermazhab liberal, marxis, so-
sialis sampai radikal. :
Pada tingkat common vision, mereka bertemu pada
suatu pandangan umum yang sama-sama ingin me-
wujudkan keadilan dan kesetaraan jender dalam ma-
syarakat. Kendati demikian, titik pijak dan piranti ke-
ilmuannya tentu saja berbeda. Feminis Muslim ber-
angkat dari suatu keprihatinan mendalam akan keti-
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dakadilan dan ketidaksetaraan jender yang juga
tumbuh subur dalam [komunitas] Islam, sehingga—
dan ini yang menjadi pembeda utama—mereka me-
makai pijakan dan piranti Islam untuk melakukan
dekonstruksi dan rekonstruksi Islam yang berperspek-
tif keadilan jender. Feminis Muslim berasumsi bahwa
ketidakadilan dan ketidaksetaraan jender dalam Islam
juga disebabkan oleh penafsiran-penafsiran keagamaan
yang bias jender dan bias patriarkhal, yang tidak saja
sarat diskriminasi terhadap perempuan, tapi juga sa-
ngat asimetris. Asimetris dalam pengertian bahwa se-
cara paradigmatik, penafsiran keagamaannya terlalu
berpusat pada laki-laki. Dan secara operasional pun,
kandungannya juga memuat pengertian-pengertian
kelelakian. Sementara secara struktural male bias, yakni
mengandung kepentingan laki-laki. Kutipan panjang
feminis Muslim Nurul Agustina di bawah ini, dalam
paper “Islam dan Feminisme,” semakin memperjelas
pandangan di atas:

Secara garis besar [feminisme Islam adalah] ... “kesa-
daran akan penindasan dan pemerasan terhadap pe-
rempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam
keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan mau-
pun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut... [de-
ngan mengambil teks-teks sakral sebagai dasar pijakan-
nya]. Menurut definisi tersebut, dengan demikian sese-
orang tak cukup hanya mengenali adanya diskrimina-
si berdasarkan jenis kelamin, dominasi laki-laki, dan
sistem patriarki, untuk bisa disebut sebagai feminis. Ia
harus pula melakukan sesuatu untuk menentangnya.
Dengan kata lain, pemahaman harus disertai oleh tin-
dakan untuk mengubah kondisi yang merendahkan pe-
rempuan. Patriarki, salah satu masalah utama yang di-
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hadapi kalangan feminis Islam, dipandang sebagai akar
misoginis... Tujuan perjuangan feminis... adalah men-
capai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan
untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuh-
nya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga...
Tujuannya adalah membangun suatu tatanan masya-
rakat yang adil, baik bagi perempuan maupun bagi
laki-laki, bebas dari penghisapan, bebas dari pengkotak-
an berdasarkan kelas, kasta, maupun prasangka jenis
kelamin... Yang dituntut oleh... kalangan feminis Mus-
lim adalah kesamaan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan sebagai warga negara di wilayah publik,
serta peran komplementer di wilayah domestik {rumah
tangga).

Berangkat dari kenyataan diskriminasi, subordinasi
dan marginalisasi terhadap perempuan dalam Islam,
feminis Muslim justru menggunakan piranti keislaman
berperspektif keadilan jender untuk mendekonstruksi
teks-teks keagamaan dalam usahanya mewujudkan ke-
adilan dan kesetaraan jender dalam Islam. Feminis
Muslim ingin menunjukkan bahwa penafsiran keaga-
maan yang selama ini menghasilkan produk penaf-
siran yang kurang bersahabat terhadap perempuan ter-
nyata bisa pula dihasilkan dengan model penafsiran
baru yang produk penafsirannya bisa bersahabat ter-
hadap perempuan dalam upaya membangun pola
relasi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.

Menghadirkan Perempuan dalam Pusat Kehidupan Laki-
Laki.

Metode awal untuk mewujudkan keadilan dan kese-
taraan jender dalam Islam justru dengan mengha-
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dirkan perempuan dalam pusat kehidupan laki-laki
yang selama ini mengalami diskriminasi, subordinasi,
marginalisasi, dan domestikasi. Kenyataan itu diben-
tangkan ke permukaan untuk memperoleh gambaran
obyektif perempuan dalam [komunitas] Islam yang se-
lama ini masih mengalami diskriminasi, subordinasi,
marginalisasi, dan domestikasi. Feminis Muslim dari
berbagai ormas Islam yang berjasa besar dalam peng-
ungkapan soal ini misalnya adalah Masdar E Mas'udi
dan Husein Muhammad yang secara struktural ber-
ada di ormas Islam terbesar-NU, dan secara non-struk-
tural berada di luar NU, namun afiliasi keagamaannya
tetap ke NU. Dapat dirujuk juga Sinta Nuriyah Abdur-
rahman Wahid (Forum Kajian Kitab Kuning, FK3), Far-
ha Ciciek (Rahima), Badriyah Fayumi (PUAN), Mus-
dah Mulia (Lembaga Kajian Agama dan Jender, LKA]),
dan ormas Islam Muhammadiyah seperti Syu'bah
Asa,” Siti Chamamah Suratno, Siti Ruhaini Dzuhaya-
tin, dan seterusnya. Dalam kaitan ini, feminis Mus-
lim dari berbagai ormas Islam ini memadukan aktivi-
tas intelektual dalam kolaborasinya dengan ormas Is-
lam. Feminis Muslim seperti Masdar E Mas’udi, Sin-
ta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Husein Muhammad,
Lies Marcoes-Natsir, Farha Ciciek, Badriyah Fayumi,
ditambah dengan misalnya Khofifah Indar Parawan-
sa (Muslimat NU), dan Maria Ulfah Anshor (Fatayat
NU), tentu saja menjadi sulit dilepaskan dari identi-
tas ke-NU-annya yang melekat pada diri mereka
selama ini. Begitu juga sulit memisahkan Chamamah
Suratno dan Siti Ruhaini Dzuhayatin dari identitas
persyarikatan Muhammadiyah. Artinya di sini, beta-
pa erat hubungan aktivitas intelektual feminis Mus-
lim dengan ormas Islam yang menjadi afiliasi religius
keagamaan dari mana mereka berasal. Feminis
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Muslim dari berbagai ormas Islam ini secara umum
sepakat untuk membongkar diskriminasi perempuan
dalam tafsir-tafsir keagamaan dan figh, karena diya-
kini tafsir-tafsir keagamaan dan figh tidak saja kurang
bersahabat dengan perempuan, tetapi juga seringkali
dijadikan legitimasi keagamaan untuk berlaku represif
dan otoriter terhadap perempuan.

Karena itu, dengan tetap menghargai kekayaan pan-
dangan dan keragaman ide di kalangan feminis Mus-
lim dari berbagai ormas Islam dan tanpa dimaksudkan
sebagai generalisasi ide, bolehlah dikatakan bahwa
Masdar F. Mas’udi, Khatib ‘Am PBNU—ormas Islam
terbesar di Indonesia—yang selama ini juga menjabat
sebagai Direktur Pusat Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang salah satu pro-
gram utamanya adalah figh an-Nisa"-—relatif kompre-
hensif menghadirkan sosok perempuan dalam figh,
yang sering disebutnya dengan kitab kuning.** Karena
figh selama ini bercorak patriarkhal, sosok perempuan
dalam figh pun lebih terpusat dalam kehidupan, yang
sepenuhnya berpihak dan menguntungkan laki-laki.
Di sinilah para feminis Muslim menghadirkan teks-
teks penafsiran keagamaan dan figh yang diskriminatif
terhadap perempuan, untuk kemudian dibangun pan-
dangan baru yang lebih adil dan setara secara jender,
sesuai pesan dasar Islam itu sendiri.

Harga Separuh sebagai Obyek dan Domestikasi Perempuan

Masdar menghadirkan ketidakadilan jender dalam figh
terhadap perempuan, dalam hal-hal seperti perempuan
separuh harga laki-laki, perempuan sebagai obyek, dan
sekaligus sebagai makhluk domestik.® Ketiga posisi
perempuan ini menjadi representasi dari peng-
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gambaran perempuan yang sepenuhnya berada dalam
domain sentralisme kehidupan laki-laki, sehingga
mengalami ketidakadilan, sebagai obyek dan bahkan
mengalami marginalisasi dan domestikasi pada sek-
tor rumah tangga.

1. Perempuan Separuh Harga Laki-laki
Dalam lembaran kitab figh, posisi perempuan ada-
lah separuh harga laki-laki, yang meliputi:

a.

Masalah Kesaksian Perempuan

Dalam masalah ini, Masdar berpendapat bah-
wa harga kesaksian dua orang perempuan se-
derajat dengan nilai kesaksian seorang laki-
laki.®® Bahkan, menurut Masdar, ketentuan ini
memang disandarkan pada Siira al-Baqarah:
282> yang artinya: “...Dan persaksikanlah de-
ngan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tidek ade dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang
seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkan-
nya...”.

Pada sisi lain, kesaksian perempuan diban-
ding laki-laki dalam kasus zina, juga tampak
didominasi oleh pihak laki-laki. Abdul Qadir
Audah, misalnya, sambil mendasarkan pada
pendapat Imam Empat mazhab dan Syi'ah
Zaidiyah mengemukakan bahwa empat saksi
dalam kasus zina, semuanya harus laki-laki.
Sedangkan saksi perempuan dalam kasus zina
ini tidak dapat diterima.¥ Argumentasi yang
dikedepankan Abdul Qadir Audah lebih dida-
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sarkan pada nash al-Qur’an, yang secara pasti
menetapkan bahwa jumlah saksi untuk kasus
zina tidak boleh kurang dari empat. Maka, se-
cara kuantitas, bila empat sebagai jumlah (no-
minal) saksi, hal itu mesti dipenuhi dengan
empat saksi pula. Tetapi, bila empat orang sak-
si itu salah satunya adalah perempuan, maka
hal itu tidaklah cukup. Karena, sekali lagi,
salah seorang di antara mereka adalah perem-
puan. Jelas, hal itu berlawanan dengan nash
al-Qur’an.

Demikianlah, kesaksian perempuan adalah
separuh harga laki-laki. Ibn Hazm pun berko-
mentar demikian. Pendek kata, kesaksian dua
perempuan dalam kasus zina, tegas Ibn Hazm,
dapat menggantikan kesaksian (seorang) laki-
laki. Dalam konteks ini, bisa diterima kesak-
sian tiga laki-laki dan dua perempuan, atau
dua laki-laki dan empat perempuan, atau se-
muanya perempuan tanpa menyertakan satu
laki-laki pun di antara mereka.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bah-
wa harga kesaksian perempuan memang sepa-
ruh dari laki-laki. Hal ini, menurut pemikir [s-
lam kontemporer Munawir Sjadzali merupakan
salah satu bentuk diskriminasi terhadap perem-
puan.® Bahkan, bukan sekadar pada kasus
zina, tetapi juga pada kasus warisan.

Masalah Waris bagi Perempuan

Pada kasus warisan ini, perempuan menerima
bagian separuh dibanding laki-laki. Pendek
kata, formula warisan 2:1 untuk laki-laki. Ter-
hadap masalah ini, Masdar berpendapat:
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Dalam hal pembagian waris, seperti dike-
tahui bahwa bagian perempuan adalah se-
paruh bagian ayat al-Qur’an yang secara
eksplisit memang menentukan demikian.
“Bagi laki-laki adalah dua bagian ahli waris
perempuan” {Q.5,, al-Nisé: 176). Analisis di
bidang ini, biasanya dikaitkan dengan tang-
gung jawab laki-laki untuk memberi naf-
kah pada keluarga (istri dan anak-anaknya).
Sementara perempuan tidak demikian. Ma-
ka, meskipun laki-laki mendapat dua bagi-
an, tetapi kotor. Sedang perempuan menda-
pat satu bagian tetapi bersih.

Berdasarkan pernyataan Masdar di atas, tim-
bul tiga agenda besar. Kenapa anak laki-laki
mendapat dua bagian dibanding anak perem-
puan? Apakah ketentuan itu tidak bersifat dis-
kriminatif? Atau, sesuai doktrin Kitab Suci di
atas, dapatkah ditarik kesimpulan bahwa me-
mang nilai anak perempuan separuh anak laki-
laki?

Dalam kerangka inilah, ulama memberikan
kontribusi pemikiran secara argumentatif peri-
hal laki-laki mendapat dua bagian dibanding
perempuan. Memang, perempuan mendapat
bagian separuh dari laki-laki menurut Alasi al-
Baghdadi, karena ia (perempuan) kekurangan
akal dan agama;®! karena kebutuhan mereka
terhadap harta lebih sedikit dibandingkan
dengan kebutuhan anak laki-laki; karena sua-
mi-suami mereka telah menjamin biaya hidup
mereka; dan karena nafsu mereka lebih besar
sehinga bisa jadi harta menyebabkan mereka
lebih fujiir.6
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Searah dengan pemikiran AlGst al-Baghdadi,
Sa’id Hawa pun berperspektif sebagai berikut;
bahwa anak laki-laki mendapat bagian lebih
dibanding anak perempuan, menurutnya, kare-
na kebutuhan laki-laki terhadap harta jauh le-
bih besar dibandingkan dengan perempuan. Di
samping itu, banyak kewajiban pembiayaan
yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki,
seperti untuk nafkah keluarga, modal kerja,
dan bisnis.®

Demikianlah seputar argumen perihal kena-
pa anak laki-laki mendapat dua bagian diban-
ding anak perempuan dalam kasus warisan.
Lantas, persoalannya adalah apakah formula
2:1 dalam kasus warisan, dapat mencerminkan
rasa keadilan?

Menurut Munawir Sjadzali, formula 2:1 pada
kasus waris jelas tidak lagi mencerminkan se-
mangat keadilan dalam masyarakat.* Lebih
lanjut, mantan Menteri Agama Republik Indo-
nesia selama dua periode (1983-1993) ini ber-
pendapat:

Bahwa dalam pembagian warisan anak
laki-laki mendapatkan dua kali lebih ba-
nyak dibanding anak perempuan, jelas t-
dak lagi mencerminkan semangat keadilan
untuk masyarakat kita sekarang ini. Hal ini
dapat dilihat antara lain dari banyaknya
penyimpangan dari ketentuan tersebut, ti-
dak saja oleh anggota masyarakat Islam
yang awam dalam ilmu agama, tetapi juga
oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksa-
nakan hukum faraidh Islam, tetapi tidak
hendak dikatakan melanggar ajaran Islam,
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banyak ulama melakukan hailah. Mumpung
masih hidup, mereka (ulama, pen.) mem-
bagi kekayaan kepada putra-putrinya seba-
gai hibah, masing-masing mendapat bagi-
an sama besar tanpa diskriminasi berdasar-
kan jenis kelamin. Satu hal yang tampak-
nya kurang disadari oleh para ulama terse-
but adalah dengan membagi kekayaan ke-
pada putra-putri mereka semasa mereka
masih hidup, itu secara tidak langsung
bahwa mereka tidak lagi percaya kepada
keadilan hukum faraidh Islam. Sebab, ka-
lau mereka percaya, tentu mereka tidak
akan mengambil tindakan pre-emptive seper-
ti itu. Dari segi akidah dan iman, sikap
seperti itu merupakan masalah serius dan
berbahaya. Juga terkesan sangat janggal
bahwa dalam negara yang Undang-undang
Dasar dan sistem perundang-undangannya
mengakui persamaan antara pria dan wani-
ta,® dan di mana peranan kaum wanita
hampir setingkat dengan pria sebagai pen-
cari nafkah untuk keluarga, dalam pemba-
gian warisan justru dibedakan: anak perem-
puan hanya mendapatkan separuh dari
yang diterima oleh anak laki-laki.%

Dengan demikian, jelas kiranya bahwa po-

sisi perempuan memang separuh harga laki-
laki dalam kasus warisan. Selain ketidakadilan
figh yang memperlakukan perempuan separuh
harga laki-laki, Masdar juga mengemukakan
ketidakadilan figh yang memposisikan perem-

puan sebagai obyek laki-laki.
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Perempuan sebagai Obyek

Memang, posisi perempuan sebagai isteri dalam
suatu kehidupan rumah tangga sulit dibantah. Ba-
rangkali, pembagian ini merupakan kategori se-
cara kodrati. Artinya, kodrat wanita sebagai is-
teri, dan pria sebagai suami, secara sosial empi-
rik, telah menjadikan perempuan sebagai obyek
laki-laki. Kondisi inilah yang sekian lama dire-
sahkan oleh Masdar. Lebih lanjut, Masdar me-
nguak secara terperinci posisi perempuan sebagai
obyek, sebagaimana dibina dan tercermin dalam
kitab figh.#” Hal itu meliputi:

a. Laki-laki yang berhak menikahi, sedang perem-
puan yang dinikahi. Mahar sebagai suatu un-
sur yang dalam tata pernikahan mirip dengan
pembayaran harga dalam perdagangan dise-
rahkan lelaki kepada perempuan,® seperti fir-
man Allah dalam Siira al-Nisa: 4, yang artinya
“Dan berikanlah mahar kepada istri-istrimu sebagai
sedekah...”.

b. Karena laki-laki yang bertindak sebagai
subyek dalam pernikahan, laki-laki pulalah
yang berhak menjadi subyek dalam percera-
ian, sesuai firman Allah dalam surat al-Thalaq:
1

“Apabila kamu sekalian menceraikan istri-istri
kamu, maka ceraikanlah mereka pada saat mereka
siap (menghadapi) iddahnya dan hitunglah iddah-
nya itu...".

Lebih lanjut, Masdar menjelaskan bahwa hal
maksimal yang bisa dilakukan oleh perempuan
sebagai obyek adalah mengajukan mosi tidak
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percaya kepada gadhi. Baru kemudian, jika alas-
an dipandang kuat, gddhf bisa memerintahkan
sang laki-laki (suami) untuk menjatuhkan ta-
laknya.®

Jika talak telah dijatuhkan oleh laki-laki kepa-
da perempuan (istrinya), kemudian laki-laki
berhasrat untuk memperistrikannya kembali
atau rujii’, maka hasrat itu mutlak berjalan, se-
lama masih dalam masa ‘iddah.’® Sementara si
perempuan tidak berhak menolaknya, kecuali
talak yang baru saja dijatuhkan itu adalah ta-
lak bd'in.

. Keharusan agama atas perempuan untuk me-
menuhi permintaan suami, termasuk untuk hal-
hal yang yang menurut agama sunnah dilaksa-
nakan. Misalnya, permintaan suami agar istri-
nya tidak (lagi) membiasakan puasa (hari) se-
nin-kamis.” Terutama permintaan yang ber-
kaitan dengan hasrat seksual, anjuran aga-
ma sangat kuat agar si istri rela mengabulkan-
nya.”

Dengan demikian, ketidakadilan (diskriminasi}

figh terhadap perempuan sebagai obyek laki-laki
(suami) semakin sulit dibantah. Bahkan, kondisi
ini ternyata membawa implikasi sosiologis pada
peran perempuan dalam kehidupan sosial. Ketika
laki-laki mendominasi peran di sektor publik, ter-
dapat kesan kuat bahwa posisi perempuan seka-
dar makhluk domestik an sich. Maka, ketentuan
figh pun secara legal formal ijkut serta melegitima-
sikan domestikasi (peran) perempuan di sektor ru-
mah tangga.
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3. Perempuan sebagai Makhluk Domestik

Secara umum, mayoritas perempuan tampil se-
bagai makhluk domestik. Artinya, peran domes-
tik perempuan jauh lebih menonjol dibanding laki-
laki, baik sebagai istri maupun ibu rumah tang-
ga. Memang, terdapat banyak faktor yang ikut
mempengaruhi peran domestik perempuan itu.
Tetapi, salah satu faklor yang sangat signifikan
dalam memposisikan perempuan sebagai makhluk
domestik adalah figh. Artinya, ketentuan figh pun
ikut melegitimasi secara legal-formal peran domes-
tik perempuan. Ini terbukti, misalnya, dari begitu
ketatnya ketentuan figh dalam merespon peran
perempuan di sektor publik. Alih-alih peran pe-
rempuan di sektor publik, figh pun tidak mem-
perkenankan istri pergi ke mana pun tanpa seizin
suami. Dengan kata lain, figh memang lebih mem-
posisikan perempuan hanya sekadar makhluk do-
mestik. Dalam konteks ini, Masdar berkomentar:

Mendukung status perempuan sebagai makhluk
domestik adalah kesepakatan kitab figh untuk
memandang rendah perempuan yang suka ber-
keliaran di luar rumah, bahkan (termasuk) jika
hal itu dilakukan untuk menunaikan shalat di
masjid, misalnya. Ada kutipan, yang diklaim se-
bagai Hadits Nabi SAW,, yang mengatakan “sua-
sana di mana seorang perempuan bisa mencapai
kedekatan paling tinggi dengan Tuhan adalah ke-
tika ia tafakkur di kamarnya.” Sabda lain me-
ngatakan, “shalatnya perempuan di balai rumah-
nya lebih baik daripada di masjid, shalatnya di
bagian dalam rumah lebih baik daripada di ba-
lai-balainya, shalatnya di kamar lebih baik dari-
pada di bagian dalam rumahnya”.”
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Pendek kata, figh memberikan legitimasi kuat
terhadap peran perempuan di sektor domestik.
Hal ini juga tampak pada ketentuan (hukum) figh
yang tidak memperkenankan perempuan pergi ke
mana pun, termasuk ke sektor publik, tanpa seizin
suami. Dalam konteks inilah, Syu’bah Asa berko-
mentar:

...Figh juga tidak memperkenankan seorang istri
pergi ke mana pun, termasuk (bahkan) untuk
shalat jama‘ah di Masjid, yang pemberian izin-
nya oleh suami hanya dihukumi sebagai sunnah
atau dianjurkan. Dan bila akhirnya ke luar juga,
ia mesti disertai seorang muhrim (laki-laki yang
berdasar hubungan darah, persemendaan atau
susuan yang tidak mungkin kawin dengan di-
rinya)”. “...di bidang peradilan pun, tercapai
ijjma’ bahwa hanya pria yang berhak menjadi
hakim. Tapi, variasi pendapat bukan tak diberi-
kan: golongan Hanafi mengakui absahnya hakim
perempuan dalam peradil-an di luar kasus-kasus
hadd (masalah perzinaan, tuduhan zina, pencuri-
an, perampokan, misalnya). Sementara Ibnu Jarir
membolehkan perempuan menjadi hakim untuk
kasus apa pun. Tapi, secara empiris bahwa pada
akhirnya tidak pernah ada seorang gqadhiyah
(hakim perempuan) dalam sejarah Islam. Semua
itu, hanya memperkuat peranan domestik perem-
puan dalam gambaran (kitab) figh.”

Secara epistimologis, bisa dipersoalkan kenapa
ketentuan figh begitu diskriminatif terhadap pe-
rempuan? Inilah agenda signifikan yang penting
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untuk ditelaah feminis Muslim untuk memperoleh
gambaran yang obyektf dan komprehensif menge-
nai akar sejarah penafsiran-penafsiran keagamaan
yang mendiskriminasikan perempuan.

Sebab-sebab Diskriminasi Perempuan dalam
Figh

Sejak awal, sejarah pertumbuhan dan perkembangan
wacana figh (yakni abad II H)} memang sangat jauh
dari campur tangan kaum perempuan.” Bahkan, ham-
pir sebagian besar teks keagamaan, khususnya litera-
tur figh banyak didominasi oleh pihak laki-laki, se-
hingga dalam literatur hukum Islam kontemporer, di-
kenal istilah figh patriarki. Yakni, konstruksi figh se-
bagai wujud teks-teks keagamaan, yang penuh domi-
nasi dan aturan dari pihak laki-laki. Dalam kondisi
demikian, Masdar berpendapat bahwa bagaimanapun,
tidak bisa ditutup-tutupi adanya bias jender di dalam
penafsiran agama yang selama ini didominasi oleh
kaum laki-laki.”

Secara ilustratif, dapat diberikan contoh menarik
adanya bias jender (kelelakian) para ulama dalam me-
nafsirkan teks-teks keagamaan.” Salah satunya adalah
yang berkenaan dengan hak menuntut ilmu. Dalam
sabdanya, Nabi SAW menegaskan “menuntut ilmu itu
wajib atas umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan”.
Sabda Nabi SAW yang secara radikal telah mendo-
brak pengurungan kaum perempuan hanya sebagai
makhluk domestik ini telah diamalkan dengan baik
oleh umat manusia di masa Rasul. Dengan anjuran
menuntut ilmu, berarti terbuka ruang publik (public
sphere) sebagai ajang kehidupan manusia, baik laki-
laki maupun perempuan. Karena itu, semakin luas
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ilmu seseorang semakin luas pula ajang pengalaman
yang dibutuhkan. Dengan demikian, membatasi ruang
gerak wanita hanya dalam tembok rumah tangga, dan
menganggapnya sebagai dogma agama, jelas tidak
berdasar.”® Karena itu, apa yang didobrak oleh pendiri
Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dalam konteks ke-
indonesiaan dengan memberikan ruang yang bebas,
adil, dan setara bagi laki-laki dan perempuan untuk
menuntut ilmu, jelas merupakan usaha awal yang ber-
kesinambungan dalam mewujudkan keadilan dan ke-
setaraan jender, sebagaimana halnya ditegaskan dalam
sabda Rasul.

Lebih jelas dan terperinci, dapat didokumentasikan
aktivitas keilmuan perempuan, dari zaman ke zaman
semakin menurun drastis, yakni:

Pada generasi sahabat Nabi, tercatat 1232 perempu-
an yang aktif di kancah keilmuan (dalam hal ini
periwayatan Hadits), tetapi angka itu pada zaman
tabi’in menurun sampai tinggal 150 orang. Dan, pada
zaman tabiut tabiin lebih kecil lagi, yakni 50 orang.
Pada akhirnya, dirasa keilmuan dari zaman ke zaman
kian kosong dari peran perempuan. Dan akhirnya,
sebagaimana yang diketahui, di antara sekian ratus
ribu ulama, hanya beberapa gelintir saja dari kalangan
perempuan. Itu pun dengan prestasi keilmuan yang
bisa dibilang tidak seberapa. Tampak bahwa di sana
ada sabda dari para ulama yang meskipun tidak
dikatakan, tetapi secara sistematis dan ketat diprak-
tekkan, yakni menuntut ilmu bagi perempuan pada
dasarnya tidak lagi diperlukan. Secara eksplisit, se-
bagian ulama berpengaruh menilainya makrith-tahrim.”

Demikianlah, kiprah keilmuan perempuan dari za-
man ke zaman semakin berkurang. Padahal, pada ge-
nerasi awal, perempuan begitu aktif menekuni dunia
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keilmuan. Buktinya, pemikir perempuan terkemuka,
Ruth Roded memberikan informasi akurat perihal
banyaknya ahli hukum dari kalangan perempuan. Mi-
salnya, ada figur ’Aisyah, Amra binti Abd al-Rahman,
Hafshah binti Sirin, dan wanita-wanita lain dari ge-
nerasi pertama dan kedua, yang terkenal sebagai ahli
hukum, dan dilukiskan memberikan fatwa dalam
masalah-masalah hukum.®

Demikian pula, pada abad ke-4 H/ke-10 M, di
Baghdad terdapat dua perempuan yang memiliki ka-
pasitas keilmuan tinggi dalam memberikan fatwa, yak-
ni Umm ‘Isd binti Ibrahim (w. 328 H/939 M) dan
Amah al-Wahid (w. 377 H/987 M). Adapun Amah
adalah putri dari hakim Abfi Abdallah al-Husayn al-
Muhamili. Di samping belajar dari ayahnya, Amah
juga mempelajari secara mendalam figh mazhab Imam
Syafi'i dan peraturan-peraturan kompleks tentang pe-
warisan dan perhitungan bagian ahli waris.%'

Seorang ahli hukum perempuan terkemuka dapat
pula diilustrasikan dalam biografi Fathimah dari Sa-
markand yang hidup di Aleppo pada abad 6 H/ 12
M. Fathimah ini belajar masalah hukum mazhab
Hanafi yang dituturkan oleh ayahnya dan menghafal
kompilasi-kompilasi Hadits karya ayahnya. Dia me-
nikah dengan murid ayahnya, yang terkenal dengan
risalah tentang inovasi hukum. Meskipun demikian,
penulis biografi Fathimah mengatakan bahwa keahlian
Fathimah di bidang hukum sedemikian tinggi, sehing-
ga bila suaminya memberikan pendapat hukum, dia
akan mengoreksi kekeliruan suaminya. Dan, suaminya
sendiri tunduk pada keputusan Fathimah.*

Harus diakui bahwa Ruth Roded pernah merekam
kepeloporan perempuan di pentas sejarah Islam. Bu-
kan sekadar kepeloporan perempuan di bidang
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hukum, Hadits, tasawuf, tetapi juga kepeloporan pe-
rempuan yang sempat belajar dan menjadi guru dari
ulama-ulama terkemuka. Bahkan, Tbn Hajar sendiri,
menurut Ruth Roded, pernah belajar kepada 53 wa-
nita.®® Begitu pula Imam Syafi'l yang pemah belajar
kepada seorang ulama perempuan terkemuka bernama
Nafisah binti al-Hasan Zayn bin al-Hasan bin “Alf bin
Abi Thalib (145-208 H). Imam Ibn Hanbal juga pernah
tercatat mengunjungi Nafisah untuk bertukar pikiran®

Demikianlah prestasi gemilang kaum perempuan
di pentas sejarah Islam. Tetapi sayangnya, prestasi in-
telektual mereka, akibat ideologi patriarki yang
menguasai perempuan dan sekaligus mendomestika-
sinya di sektor domestik, mengakibatkan perempuan
kurang produktif dalam menciptakan teks-teks
keagamaan. Sebaliknya, penciptaan teks-teks keagama-
an penuh didominasi oleh pihak laki-laki. Akibatnya,
perempuan bukan sekadar semakin menurun drastis
dari zaman ke zaman, tetapi juga menanggung akibat
atas penafsiran teks-teks keagamaan yang didominasi
oleh kaum laki-laki.®

Dalam konteks inilah, dipandang perlu untuk mem-
berikan ruang bagi ulama perempuan untuk lebih aktif
lagi memasuki wacana keagamaan sebagai penye-
imbang peran keulamaan laki-laki yang selama ini te-
lah mendominasi keseluruhan wacana itu.® Hal ini
sama sekali bukan bermaksud meragukan aspek inte-
gritas keulamaan laki-laki, tetapi lebih sebagai sebuah
proses penyadaran bahwa yang lebih tahu aspirasi
perempuan pada dasarnya adalah perempuan sendiri,
termasuk aspirasi yang harus tertuang dalam keten-
tuan figh keagamaan.® Sekadar contoh, ada sebuah
riwayat sebagai berikut:
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Bahwa suatu ketika dalam khutbahnya di depan kha-
layak, Khalifah Umar ra. mendesak kepada kaum pe-
rempuan agar menurunkan tarif maharnya yang terla-
lu tinggi. Segera seorang perempuan mengangkat ta-
ngannya, “Wahai Umar, Allah SWT telah mengizinkan-
nya, mengapa engkau melarangnya?” sergah perem-
puan itu sambil membacakan firman Allah yang ber-
bunyi: “Kalian telah memberikan istri-istri kalian
maskawin yang banyak, maka janganlah kalian meng-
ambil kembali barang sedikit pun juga” (Sura, al-Nisa":
20). Umar terdiam sejenak, dan berkata, “Engkau be-
nar, Umar yang salah”®

Hal itu sekadar contoh kecil betapa pentingnya ula-
ma perempuan lebih aktif lagi dalam memasuki wa-
cana keagamaan, sehingga proses perumusan figh
yang cenderung subordinatif terhadap kaum perem-
puan dapat dihindarkan. Mungkin, ide itu tepat se-
bagai agenda di masa depan, tetapi kondisi figh saat
ini yang telanjur memperlakukan perempuan separuh
harga laki-laki, perempuan sebagai obyek, sekaligus
sebagai makhluk domestik, mesti direkonstruksi untuk
menuju figh perempuan baru yang berperspektif ke-
adilan.

‘Ugiid al-Lujjayn dalam Kritik Feminis Muslim

Karena itu, penafsiran teks-teks keagamaan dan figh
yang kurang bersahabat terhadap perempuan secara
umum “dipersoalkan secara tajam” (reinterpretasi atau
rekonstruksi) oleh feminis Muslim dari berbagai or-
mas Islam. Di samping Masdar E Mas'udi dan Husein
Muhammad dari ormas Islam NU, di luar jalur struk-
tural NU yang ternyata juga menjadi pewarna main-
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stream keadilan jender dalam ormas Islam NU, Sinta
Nuriyah Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan
mempersoalkan secara kritis-argumentatif Hadits-
Hadits yang penuh misoginis (kebencian) terhadap pe-
rempuan sebagaimana termaktub dalam kitab Syark
‘Ugid al-Lujjayn f{ Baydn Hugqilg al-Zawjayn.

Seperti diketahui, kitab Syarh ‘Ugid al-Lujjayn fi
Bayin Hugilg al-Zawjayn karya Muhammad Ibn Umar
al-Banteny al-Jawy (1230/1813-1316/1898) merupakan
salah-satu kitab yang dianggap sarat nuansa ketidak-
adilan jender, terutama dalam pola relasi suami istri.
Padahal, kitab ini diajarkan dan ditransmisikan secara
kontinu dalam pesantren, sehingga semakin melang-
gengkan pola ketidakadilan jender dalam hubungan
suami-istri.

Sadar akan hal tersebut, para feminis Muslim di
Indonesia yang berafiliasi ke ormas Islam terbesar-
NU melakukan telaah kritis (takhrif) atas Hadits-Hadits
yang terdapat dalam kitab ‘Ugiid al-Lufjayn. Dari takhrij
al-Hadits, ditemukan 26 Hadits lemah (dla’if) dan 35
Hadits palsu (mawdlu’) dari sekitar 120-an Hadits da-
lam kitab ‘Ugfid al-Lujjayn. Dalam ilmu Hadits, riwayat
yang tidak ada sumbernya dianggap sama dengan
Hadits palsu (mawdlu’); artinya, Hadits-Hadits terse-
but tidak boleh dijadikan argumen agama.

Menyikapi Hadits-hadits yang lemah, palsu, dan
tidak ada sumbernya di atas, feminis Muslim kemu-
dian melakukan ta'lig: suatu metode berpikir dan ber-
komentar secara kritis-argumentatif terhadap pemikir-
an Syaikh Nawawi. Ta'lig juga terutama dilakukan ter-
hadap Hadits-Hadits yang sanadnya dinilai shahih,
tetapi matannya dianggap bisa memunculkan pemi-
kiran yang diskriminatif terhadap perempuan, dengan
cara mengungkapkan Hadits-Hadits shahih lain yang
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isinya lebih adil jender, termasuk ayat-ayat al-Qur’an,
analisis kebahasaan, dan fakta-fakta sejarah yang me-
nunjukkan kesalahpahaman terhadap perempuan.

Salah satu model metode ta'lig dan takhrij al-Hadits,
dapat disimak pada periwayatan ‘Abd Allah bin
Mas’Gd ra—seperti dimuat Syeikh Nawawi dalam ki-
tabnya—tentang sabda Nabi SAW, yang artinya, “siapa
saja perempuan yang diajak suaminya ke tempat tdur, lalu
ia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka ia
dilaknat Allah”. Setelah metode ta'lig wa takhrij dite-
rapkan, tidak ditemukan riwayat Ibn Mas'iid terse-
but. Ada memang matan lain yang diriwayatkan oleh
al-Thabrani dalam al-Awsath (Juz. IV, h. 542, no. 4393)
dan Mu’jam al-Kabir dari Ibn ‘Umar melalui jalur Ja'far
bin Maisyarah al-Asyja' dari ayahnya dengan redaksi
dan arti yang berbeda: “Allah melaknat wanita-wanita
yang menunda-nunda, ketika diajak suaminya ke tempat
tidur. la (istri} berkata: nanti saja, sehingga suaminya
tertidur nyenyak”. Hadits ini disebutkan oleh al-
Haitsami dalam kitab Majma’ (Juz. IV, h. 299). Menurut
al-Haitsami, Maisyarah adalah perawi yang dld‘if. Al-
Haitsdmi juga tidak menemukan keterangan yang me-
nyebutkan bahwa ayah Maisyarah mendengarkan
Hadits dari Ibn “Umar. Ibn Abi Hatim bertanya kepada
ayahnya tentang Hadits ini, lalu dijawab bahwa
Hadits ini bathil (‘llal al-Hadits, al-Hadits no. 1226).
Menurut Ibn al-Jawzi dalam kitab al-'Ial al-Mutanahi-
yah (Juz 1, h. 140), Hadits ini tidak shahih. Jadi, Ha-
dits ini masuk kategori nawdl’.

Itulah salah satu contoh metode ta'liy wa takhrij al-
Hadits, yang selama ini diterapkan feminis Muslim
dalam mengkaji Kitab ‘Ugad al-Lujjayn. Tergabung ke
dalam wadah Forum Kajian Kitab Kuning (FK3)—fo-
rum yang afiliasi religius-keagamaannya terarah ke
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NU—feminis Muslim itu kemudian menuangkan hasil
kajian, pemikiran kritis, dan gugatan halusnya yang
tajam dan mendalam terhadap kitab ‘Ugdd al-Lujjayn,
melalui penerbitan kembali konsep itu dalam bahasa
Arab berjudul, Ta'lig wa Takhrij ‘ala Syark ‘Ugid al-
Lujjayn fi Baydn Hugig al-Zawjayn (diterbitkah oleh
FK3, Jakarta, 2000) dan ke dalam edisi bahasa Indo-
nesia, Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab “Ugiid
al-Lujjayn, diterbitkan oleh LKiS bekerjasama dengan
The Ford Foundation dan FK3, tahun 2001.

Semua paparan di atas menunjukkan tentang bagai-
mana cara dan kinerja intelektual feminis Muslim yang
terkolaborasi dengan ormas Islam-NU berupaya mem-
bongkar ketidakadilan dan ketidaksetaraan jender da-
lam penafsiran teks-teks Islam, justru dengan meng-
gunakan perspektif keislaman yang berkeadilan jender.
Dengan dekonstruksi, lalu rekonstruksi ulang, feminis
Muslim yang terkolaborasi dalam ormas Islam menda-
patkan pandangan baru yang lebih adil dan setara
secara jender dalam pola relasi laki-laki dan perem-
puan dalam konteks keislaman dan keindonesiaan.

Konteks kolaborasi feminis Muslim dengan ormas
Islam dalam merespon isu-isu jender dewasa ini dapat
dirujuk pada penelitian mutakhir Andrée Feillard.
Sekitar bulan Oktober dan November 1995, Andrée
melakukan wawancara terhadap dua puluh tiga tokoh
perempuan Muslim terpilih di Indonesia. Mereka me-
liputi para tokoh yang semuanya Muslim, baik dari
organisasi-organisasi yang berbasis Islam [ormas-ormas
Islam] maupun dari LSM yang tidak secara spesifik
berbasis Islam. Para tokoh yang diwawancarai tersebut
dipilin untuk mewakili kepentingan dan tingkat ak-
tivitas mereka dalam organisasinya. Semua masalah
yang diajukan menyangkut isu-isu jender, mulai dari
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soal aborsi, kehamilan tak dikehendaki, seks sebelum
nikah, pendidikan seksual, model Timur Tengah dan
model Barat sampai soal poligami.* Sebagai gambaran
umum, hasil penelitian Andrée dapat dipetakan
sebagai berikut.”

Aborsi. Terdapat konsensus umum di kalangan or-
mas Islam bahwa secara prinsipil aborsi merupakan
hal yang dilarang oleh agama. Meskipun demikian,
masih terdapat beberapa kondisi tertentu yang mem-
perbolehkannya. Misalnya, soal manakah yang lebih
didahulukan antara nyawa ibu atau anak, maka para
pemimpin ormas Islam sefuju dengan aborsi kalau
memang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa
dan kehidupan ibu daripada untuk si janin.

Kehamilan tak diharapkan. Perempuan dari ormas
Islam berpendapat bahwa setelah anak lahir dari keha-
milan yang tak diharapkan, mereka harus segera di-
nikahkan. Argumen yang dipakai kalangan [ormas]
Islam tradisionalis mengenai soal ini lebih praktis dari-
pada pertimbangan agama, yakni pernikahan akan
melindungi si anak dan memberikan status sebagai
ahli waris serta terhindar dari pengalaman yang me-
nyakitkan. Perempuan NU memang lebih keras lagi
tentang soal ini, yakni lebih baik menjaga dan meng-
urus si anak. Muhammadiyah menganggap anak yang
dilahirkan dari kehamilan yang tak dikehendaki
adalah “anak zina”. Untuk itu, para pemimpin Mu-
hammadiyah mewajibkan pernikahan dilakukan dua
kali; pertama sebelum kelahiran dan kedua setelah
kelahiran si bayi. Hubungan seksual dilarang antara
dua pernikahan ini. Tetapi, para tokoh yang lebih mu-
da agak berbeda melihat masalah ini. Mereka menya-
takan bahwa pernikahan pertama (yang dilakukan
hanya untuk ‘tutup malu’) tidak perlu dilangsungkan.
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Seks pranikah. Beragam pendapat soal ini: mulai
dari tokoh Muhammadiyah yang mengatakan seks
pranikah merupakah “dosa besar” hingga pendapat
yang mengatakannya sebagai “zina dan harus dika-
winkan”, sebagai mana yang diungkap oleh salah se-
orang ketua Fatayat NU. Kebanyakan dari mereka
hanya mengatakan seks pranikah sebagai hal yang
“dilarang agama”. Yang lain ada yang berpendapat,
“lebih baik tidak melakukan itu karena dapat dieks-
ploitasi menjadi kawin paksa”. Pandangan yang lebih
liberal mengatakan “hal itu boleh saja asalkan terdapat
kesepakatan yang sama dan kesadaran penuh atas
konsekuensinya®.

Pendidikan Seks. Tokoh-tokoh ormas Islam dari
Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat, dan IAIN me-
nyetujui adanya pendidikan seks di sekolah. Namun,
Zakiah Daradjat, anggota MUI, dan Ketua Muslimat
tidak setuju soal ini, karena siswa dapat terdorong
untuk mencoba dan mempraktekkan hubungan
seksual. Meskipun demikian, Daradjat mengatakan
bahwa apabila pendidikan seks itu diberikan, hal itu
harus dilakukan oleh guru biologi yang mempunyai
pengetahuan agama yang baik.

Bukan Timur Tengah atau Barat. Kritik tentang
Barat dan Timur Tengah dapat dirangkum dalam be-
berapa kalimat saja: Barat telah berjalan jauh dalam
hal kebebasan seksual, sedangkan Timur Tengah ter-
lalu meletakkan perempuan secara inferior (di dunia
ketiga). Tidak ada satu pun yang iebih baik dari ke-
duanya, dan perempuan Indonesia sedang mencari ja-
lan tengahnya.

Poligami. Hampir seluruh responden yang diwa-
wancarai, baik yang setuju maupun yang tidak, mem-
berikan pernyataan yang tegas bahwa poligami tidak
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menjadi persoalan mereka, karena dalam keluarga me-
reka tidak ada praktek poligami, Mayoritas perempuan
menolak poligami dengan alasan mendasar bahwa
akan sangat mustahil untuk memperlakukan beberapa
istri secara adil. Banyak di antara mereka yang merasa
berkecil hati (discouragement) atas poligami yang dila-
kukan Nabi. Di antara generasi intelektual muda, per-
soalan menentang poligami bukan persoalan ‘egoisme’
ataupun persoalan perlakuan yang adil (equal), me-
lainkan lebih sebagai suatu elaborasi yang melihat
bahwa poligami sebagai tindakan yang salah (anachro-
nical). Dari 23 perempuan yang diwawancarai Andrée,
hanya satu yang membuat apologi (alasan pembenar)
tentang poligami. Namun demikian, ia menyetujui po-
ligami hanya apabila karena alasan solidaritas sosial,
bukan untik memuaskan perilaku fisik {physical attrac-
tion).

Dari semua uraian di atas, kiranya cukup jelas
adanya akar sejarah yang panjang mengenai keterlibat-
an ormas Islam dalam merespon isu-isu jender di In-
donesia. Respon, baik melalui wacana kritis maupun
aksi konstruktif terhadap isu-isu jender dalam bingkai
keislaman dan keindonesiaan, ternyata terus berputar
progresif mengalami keberlangsungan dalam konteks
gerakan feminisme Islam dewasa ini. Terwujudnya ke-
adilan dan kesetaraan jender di Indonesia, memang
menjadi misi suci gerakan feminisme Islam ini sesuai
misi suci Islam itu sendiri.
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Isu Jender dan Jawaban
Ormas Islam I:

KEPEMIMPINAN

SaLaH satu doktrin Islam yang dibawa oleh Nabi Mu-
hammad SAW adalah aktualisasi identitas kaum pe-
rempuan. Rekonstruksi dan reposisi identitas yang di-
lakukan Nabi Muhammad SAW telah melahirkan satu
pandangan yang memberikan warna kehidupan pe-
rempuan dalam kesetaraan martabat dengan kaum
laki-laki. Namun sayangnya hal ini tidak berlangsung
lama. Pada periode setelah Nabi, ide mulia itu meng-
alami reduksi. Masa Khalifah ‘Umar, misalnya, ada
pelarangan bagi Umm al-Mu'minin {para istri mendi-
ang Nabi) untuk melakukan ibadah haji. Tentu saja
tindakan Umar ini menimbulkan kegalauan dan
memicu protes Umm al-Mu’minin. Larangan itu baru
efektif dicabut pada masa Khalifah Utsmén yang
mengizinkan kembali mereka untuk menunaikan
ibadah haji. Pada perkembangan kekhalifahan selan-
jutnya, peran perempuan dalam wilayah publik se-
makin menyurut. Ini terlihat jelas misalnya ketika Di-
nasti Abbasiyah berkuasa. Sejak masa itu, sejarah Is-
lam, seperti diungkapkan oleh Elizabeth Fox Geno-
vese, digambarkan sebagai periode di mana laki-laki
berperan dalam pencitraan dan penciptaan teks-teks
keagamaan; dan keadaan itu terus berlanjut hingga
abad ke-18.!

Pada sisi lain, pada masyarakat Barat abad ke-19
dan awal abad ke-20, keinginan untuk mengedepan-
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kan perubahan sistem sosial, seperti keinginan untuk
memiliki “hak untuk memilih’ (the right to vofe) men-
jadi isu paling penting dari gerakan feminisme. Benih-
benih pemikiran feminisme mendapatkan momentum
pada 1960-an saat Betty Friedan menerbitkan buku
The Feminine Mystigue (1963) yang dianggap menjadi
salah-satu milestone bagi feminisme liberal. Pada titik
ini, isu-isu yang dikedepankan terfokus pada penghi-
langan peran domestik perempuan yang dipandang
sebagai penindasan dan penghapusan sistem patri-
arkhal yang kuat? Menurut Showalter, wacana yang
menginginkan perubahan nasib perempuan kembali
menghangat di awal 1970-an. Saat itu sekelompok
feminis di London cenderung tidak lagi mempersoal-
kan isu-isu lama seperti patriarchal atau sexist, tetapi
lebih tertarik pada wacana kemitraan sejajar lebih luas
yang dikenal dengan istilah gender discourse.®

Dapat disaksamai bahwa pada periode ini, secara
umum, pelbagai aliran feminisme, terutama feminisme
radikal, berpendapat bahwa segala pemilikan pribadi
seperti pria memiliki perempuan adalah sumber pe-
nindasan. Karena itu asumsinya, jika sistem pemilikan
ini diganti dengan sistem tanpa kelas, maka akan ter-
capai keadilan. Pada titik ini dapat dipahami jika jar-
gon-jargon yang popular, seperti ibu rumah tangga
adalah perbudakan, heteroseksual adalah perkosaan,
dan penentangan terhadap pernikahan, dapat diang-
gap sebagai bentuk ‘perlawanan’ mereka terhadap
konsepsi tradisional yang dianggap bertanggung jawab
terhadap penindasan perempuan. Tentu saja, dalam
sebuah konstelasi yang cukup patriarkhal pada waktu
itu lontaran ide-ide tersebut mendapat reaksi peno-
lakan dari kaum tradisionalis, sehingga ujung-ujung-
nya gerakan feminisme itu dikategorikan sebagai
bentuk budaya tandingan (counter-culture).*
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Dalam konteks dunia Muslim secara umum, mun-
culnya pemikiran feminisme dan gerakan perempuan
di Barat memberi inspirasi bagi munculnya gerakan
serupa, termasuk juga di tanah air. Harus dicatat pula
bahwa di Indonesia, gerakan feminisme mengalami
proses adaptasi sesuai dengan konteks sosial budaya
dan sistem nilai yang merupakan faktor-faktor penting
bagi gerakan tersebut. Di sini, dalam konteks adaptasi
pada masa tertentu tersebut, para penganjur feminisme
lebih memberikan penekanan pada upaya komitmen
dan peran kodrati perempuan dalam rangka mem-
perkuat institusi keluarga. Namun, pada gilirannya,
ketika Indonesia mengalami proses transformasi bu-
daya yang sedemikian deras yang salah-satunya dise-
babkan oleh semakin banyak kualitas dan kuantitas
kaum perempuan terdidik, maka kaum perempuan
tanah air mengadopsi ‘kacamata’ feminisme yang lebih
kentara sebagai wacana gerakan mereka. Dan perkem-
bangan inilah yang kemudian mendapat respon baik
dalam bentuk penerimaan maupun penolakan dari or-
mas Islam Indonesia.

Dalam kerangka itu, buku yang merupakan hasil
penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
(PPIM) UIN Jakatta ini menghadirkan potret dan gam-
baran respon yang diberikan oleh ormas-ormas Islam
di tanah air. Penelitian itu sendiri dilakukan di bebe-
rapa propinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur
(NTB), dan Sulawesi Selatan. Yang menjadi pertanyaan
di sini adalah sejauh mana pemahaman kaum Musli-
min di tanah air terhadap isu perempuan dalam
tradisi Islam? Apakah dokirin yang mereka persepsi-
kan sesuai dengan praktek ordiner yang berlaku secara
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umum di masyarakat? Untuk itu wawancara dengan
tokoh-tokoh ormas Islam secara umum yang berpe-
ngaruh di wilayah-wilayah tersebut dilakukan. Selain
itu, tokoh-tokoh dari beberapa organisasi perempuan
(yang biasanya berafiliasi pada satu ormas Islam ter-
tentu) seperti Aisyiyah (Muhammadiyah), Muslimat
Nahdlatui Ulama (NU), Persistri (Persis), Perempuan
PUI, Muslimat Nahdlatul Wathan (NW), Muslimat al-
Washliyah dan lain-lain menjadi perhatian utama da-
lam penelitian ini.

Setara tapi Beda: Argumen Teologis
Kepemimpinan Perempuan

Kaum feminis Muslim secara umum sepakat bahwa
sistem patriarkhal yang sudah begitu mengakar di ma-
syarakat memang dipengaruhi oleh doktrin agama
yang mensubordinatkan perempuan di bawah su-
perioritas laki-laki. Pandangan ini memang bisa jadi
benar tetapi pada saat yang sama bisa juga salah.
Sebab dalam tradisi doktrin Islam sendiri, ide egalita-
rianisme al-Qur’an yang menjunjung tinggi persamaan
laki-laki dan perempuan seringkali berbenturan de-
ngan sifat ordiner masyarakat Islam yang cenderung
patriarkhal. Al-Qur’an pada dasarnya memberikan jus-
tifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara
laki-laki dan perempuan. Beberapa ayat al-Qur‘an da-
pat dikutip di sini, seperti laki-laki dan perempuan
sama-sama sebagai hamba Allah (Stira al-Dzariyat: 56;
al-Hujurat: 13; al-Nahl: 97), sama-sama sebagai kha-
lifah (Stira al-An’Am: 165 dan al-Baqarah: 30), sama-
sama menerima perjanjian primordial (Stira al-A'raf:
172). Namun, pada kenyataaannya, kadangkala landas-
an normatif dan ideal ini berhadapan dengan realitas
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sejarah yang nyata-nyata berseberangan dengan ayat-
ayat itu. Dan hal ini menjadi argumen pembenar atas
‘tuduhan’ para feminis terhadap kecenderungan pa-
triarkal doktrin Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, pandangan ormas-ormas Islam ten-
tang posisi perempuan yang ditelusuri melalui sur-
vey PPIM UIN Jakarta sedikit-banyak membuktikan
kecenderungan di atas. Secara normatif dapat disim-
pulkan bahwa kaum Muslimin dan ormas-ormas Is-
lam memiliki cara pandang bahwa perempuan pada
dasarnya sama dengan laki-laki. Pendapat Baroroh
Baried, Wakil Ketua Aisyiyah layak untuk dikutip di
sini. Berdasarkan Stira al-Dzériyat: 56 yang menyata-
kan bahwa “jin dan manusia hanya Aku ciptakan untuk
menyembah Aku (Allah),” Baroroh Baried mengisyarat-
kan bahwa perempuan, sebagai manusia, adalah sejajar
dengan laki-laki dan keduanya diperintahkan untuk
beribadah kepada Allah. Keduanya diberi pedoman
untuk memenuhi fungsi masing-masing sebagai
hamba-Nya. Perempuan maupun laki-laki, menurut-
nya, tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang di
luar kemampuan dan ini sesuai dengan Sira al-
Bagarah: 286, bahwa “Allah tidak membebani seseorang
melebihi kemampuannya.” Karena itu, Baroroh menam-
bahkan bahwa penghargaan terhadap prestasi dan
penghormatan terhadap perempuan tidak bisa dibe-
dakan dan itu sesuai dengan Stra al-Hujurat: 13.°

Berkenaan dengan peran dan fungsi yang dimain-
kan oleh perempuan dan laki-laki, beberapa ormas
Islam memiliki pandangan yang kurang-lebih mono-
litik. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diwakili
oleh pandangan Huzaimah Tahido Yanggo, menyata-
kan bahwa derajat perempuan adalah sama dengan
laki-laki, dan perbedaan antara keduanya hanya pada
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fungsi utama dari masing-masing jenis sesuai dengan
kodratnya seperti melahirkan, menyusui, dan sebagai-
nya.* Hal ini juga diamini oleh Rifyal Ka'bah dari
Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) yang ber-
pendapat bahwa Islam pada prinsipnya tidak mem-
beda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam hal ke-
wajiban kepada Allah dan kewajiban terhadap masya-
rakat. Betapapun begitu DDII menekankan ada per-
bedaan keduanya, yang oleh DDII disebut sebagai ‘di-
ferensiasi peran’.’ '

Kembali ke Huzaimah lebih lanjut. Baginya, ajaran
Islam menyatakan bahwa perempuan itu partner pria,
bukan berada di bawahnya dan bukan yang harus
diperintah. Hubungan keduanya lebih merupakan ker-
jasama. Di sini, menurutnya, ada perbedaan dalam
memahami kesetaraan jender di Indonesia. Kesetaraan
itu dibatasi oleh agama yang mengharuskan sifat ke-
perempuanan muncul dan ini yang membuat konsep
jender di tanah air tidak sama dengan jender yang
ada di Barat.®

Hal yang sama juga diungkap oleh Ruwaida Sam-
suardi, Wakil Ketua II Aisyiyah Kalimantan Selatan.
Menurut Ruwaida, emansipasi sebagaimana dipahami
di Barat tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran
agama Islam. Ia beralasar:

Karena bagaimanapun juga kita ini dengan pria memi-
liki perbedaan kodrat dan berdasarkan al-Qur’an, Ka-
lau kita ini sebagai orang Islam harus taat. Itu berarti
kita ini sebagai orang Islam harus taat. Jadi, emansipa-
si itu kemitrasejajaran perempuan dengan laki-laki, me-
mang harus ada, tapi dalam batas-batas kodrat kepe-
rempuanan kita.’
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Huzaimah dan Ruwaida juga memberikan pan-
dangan yang relatif sebangun dalam memahami Sira
al-Nisa": 34, al-rijal gawwiminag ‘ald al-nisi’. Bagi Hu-
zaimah ayat tersebut lebih berhubungan dengan ke-
hidupan rumah tangga, bukan dalam kehidupan ber-
masyarakat. Ruwaida menambahkan bahwa kata
gawwdnifing dalam ayat tersebut bukan berarti mengu-
asai tetapi menafkahi perempuan. Jadi, tanggung ja-
wab ekonomi dan rumah tangga, menurut Ruwaida,
ada pada pundak laki-laki (suami).

Lebih lanjut, betapapun perempuan dipandang
sama dengan laki-laki, tetapi mereka harus memper-
timbangkan juga kodrainya sendiri. Ini terungkap dari
pendapat Mastiah Masri, anggota senior Aisyiyah Ka-
limantan Selatan. Mastiah pada dasarnya setuju bahwa
al-rijal gawwdmina ‘ald al-nisd’ berarti perempuan ‘di-
kuasai laki-laki’ dan dalam konteks itu, laki-laki ada-
lah kepala keluarga vang bertanggung jawab dalam
masalah keluarga.”® Tetapi hal tersebut harus sesuai
dengan hak dan kodratnya yang tidak bisa dipak-
sakan. Baginya, tindakan menguasai yang benar me-
nurut al-Qur’an’ dan al-Hadits adalah tidak melam-
paui atau melangkahi hak dan kodrat yang didasarkan
kepada kedua sumber itu. Jika sudah melampaui, si
perempuan boleh tidak menuruti. Hal yang sama ju-
ga diungkap oleh Chairiah, Ketua Wilayah Nasyiatul
Aisyiyah Kalimatan Selatan bahwa perempuan dan
laki-laki memang mempunyai hak yang sama sepan-
jang tidak menyalahi ajaran al-Qur’an dan al-Hadits,
seperti hak pendidikan dan kerja karena keduanya
secara fisik memiliki kekurangan dan kelebihan. Ka-
rena itu ayat al-rijal qawwdmiina ‘ald al-nisi” tidak boleh
diartikan secara sempit dari satu sudut saja. Kata
“gawwdmin” di atas mungkin bisa diartinya "'mengua-
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sai’ dalam hal-hal tertentu seperti mencari nafkah bagi
keluarga dan karena itu sang istri harus patuh kepa-
da suami sepanjang ia tidak menyalahi aturan agama
Islam.!

Lalu apakah ayat al-rijal gqawwidmiina ‘alé al-nisd’
semata-mata mengatur hubungan perempuan-laki-laki
dalam keluarga? Persistri, organisasi perempuan Per-
satuan Islam (Persis), sebagaimana dikatakan oleh
Aisyah Wargadinata, melihat ayat ini memiliki cakup-
an yang lebih luas dan berlaku tidak hanya di rumah
tangga, tetapi juga di masyarakat dan pemerintahan.
Aisyah percaya bahwa keduanya (perempuan dan
laki-laki) harus saling melengkapi.’? Betapapun begitu,
Aisyah condong mengutamakan kepemimpinan laki-
laki sesuai dengan bunyi leksikal ayat di atas. Sebab
menurutnya:

Bahwa laki-laki-lah yang berhak menjadi pemimpin se-
bab dari dulu tidak ada nabi perempuan. Perempuan
ith emosional, dan kodrat membatasi aktivitas perem-
puan.?

Hal senada juga dinyatakan Toha Kahfi, Sekretaris
I Pengurus Pusat Persis. Ia menandaskan bahwa tidak
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Malah,
ungkap Toha, status perempuan itu lebih tinggi dari-
pada laki-laki dalam urusan keluarga. Tetapi dalam
kaitannya dengan kehidupan kepemimpinan negara
ada aturan tersendiri, dan hal itu bukan urusan pe-
rempuan, karena dalam hal tersebut dituntut pemim-
pin yang lebih baik dan ahli* Toha mengkritik
kesalahpahaman ide jender yang menurutnya menun-
tut persamaan seperti perempuan bekerja. Akibat dari
kesalahpahaman terhadap ide jender itu, Toha
menyatakan:
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Ibu-ibu jadi tidak mau di rumah saja. Ibu-ibu dihan-
tam dengan menggunakan jender... didorong untuk
memberontak pada suami. Kondisi tersebut sengaja di-
ramaikan oleh para pendukung jender. Padahal Islam
juga sangat mendukung jender dalam kaidah, batas,
dan rambu-rambu yang dibenarkan. Di Persis lebih me-
nekankan budaya Timur yang lebih banyak Islam. Ma-
suk budaya Barat akan lain pengertiannya terhadap
jender.”

Lebih lanjut, pandangan Persatuan Umat Islam
(PUI) tentang perempuan menarik untuk disimak.
Menurut Dedi Ismatullah, Sekretaris Jenderal Pengurus
Besar PUI, pada dasarnya al-Qur’an tidak membeda-
kan hak kompetisi antara perempuan dan laki-laki
dalam bidang ekonomi, sosial-budaya dan kepemim-
pinan.® Dedi percaya bahwa konsep tawdzun dalam
Islam meliputi ide kesetaraan betapapun harus diga-
risbawahi bahwa memang ada beberapa hal yang ber-
beda antara laki-laki dan perempuan seperti dalam
hal fisik. Menuruinya, bisa saja aspek budaya disa-
maratakan, tetapi tetap saja ada perbedaan antara pan-
dangan Islam dan Barat mengenai hal tersebut.”” Ber-
kaitan dengan ayat al-rijal qawwimina ‘ald al-nisd’,
Dedi berpendapat bahwa ayat itu memberikan pene-
kanan kepada pihak mana yang lebih memiliki ke-
mampuan untuk memimpin. Jika dalam rumah tangga
perempuan lebih mampu mengatur urusan rumah
tangga daripada suaminya, dialah yang menjadi
gawwim.'®

Dengan nada yang hampir sama, HO. Boman Ruk-
mantara, Wakil Sekretaris Jenderal Mathlaul Anwar
(MA), menyatakan bahwa pandangannya tentang ayat
al-rijil gawwimiing ‘ald al-nisi’ sedikit-banyak berkaitan
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pada persoalan ‘perasaan saja’. Maksudnya, bahwa da-
lam kepemimpinan secara umum di Indonesia, laki-
laki memang mempunyai peran yang lebih dominan,
baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Na-
mun, hal itu tidak berarti bahwa perempuan merupa-
kan ‘kawula’ atau abdi laki-laki. Jika laki-laki menjadi
imam atau kepala keluarga, hal tersebut tidak berarti
perempuan dijajah laki-laki.”

Pandangan di atas kurang lebih sejalan dengan
Ahmadiyah sebagaimana diungkap oleh Suryama Al
Mukhayat, Sekretaris Tarbiyah Dewan Pimpinan
Lajnah Imaillah Indonesia (DPLI) Ahmadiyah.” Bagi
Suryama, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah
sama karena Allah hanya melihat ketakwaan manusia
semata dan tidak memandang jenis kelamin. Memang
kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama
asalkan tetap dalam batas-batas yang tidak mening-
galkan apa yang disebut sebagai pardah. Menurutnya,
pardah adalah batas dinding pemisah antara pria dan
perempuan.?!

Sementara itu Abdullah Gymnastiar, Pemimpin Pe-
santren Daarut Tauhid Bandung berpendapat bahwa
perempuan merupakan bagian dari kekuatan riil Is-
lam. Tetapi AA Gym, demikian sapaan akrabnya, ku-
rang setuju dengan istilah kesetaraan jender. Yang ada
adalah ‘proporsionalisme’ dan itulah yang dimaksud
dengan ayat al-rijal qawwdimtina ‘ali al-nisi’. Karena
itu baginya, tidak ada yang harus disetarakan sebab
semuanya sudah berimbang di mata Allah. Menurut
AA Gym, yang penting adalah saling melengkapi pada
posisi-posisi yang tepat.?

Penolakan, jika boleh dikatakan demikian, terhadap
gagasan kesetaraan jender disampaikan oleh Faruk
Zein Bajebir, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat
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al-Irsyad al-Islamiyah. Baginya, emansipasi perempuan
itu memang tidak ada dan justru konsep itu pada
dasarnya merendahkan derajat perempuan itu sendiri.
Pandangan al-Irsyad tentang kedudukan perempuan,
menurut Faruk, adalah pandangan yang sesuai dengan
al-Qur’an dan Hadits yang sangat menjunjung dera-
jat perempuan. Faruk setuju dengan dengan pandang-
an bahwa urusan publik, seperti mencari nafkah
adalah tanggung jawab laki-laki. Sementara perempu-
an harus mengurusi masalah rumah tangga.” Menam-
bahkan Faruk, Husein Masykati, Sekretaris Jenderal
DPP al-Irsyad, menyatakan:

Antara laki-laki dan perempuan dari segi status tidak
ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak
yang sama. Begitu juga dalam hukum, mereka sejajar
dan akan mendapatkan imbalan yang sama sesuai de-
ngan perbuatannya. Yang membedakan laki-laki dan
perempuan itu adalah identitas. Sebab secara fisik,
sosiologis, dan biologis mereka berbeda. Identitas itu
berhubungan dengan kepribadian, di mana laki-laki dan
perempuan memiliki fitrahnya yang berbeda masing-
masing.?

Pada sisi lain, Ustadz Fauzan Fuad berpendapat
agak moderat. Bagi Fauzan, kesetaraan jender pada
dasarnya bisa diterima. Tetapi pada saat yang sama
perlu ada batasan. Menurutnya:

Ide kesetaraan itu ingin menyetarakan apa, kan baru
bisa menyatakan yang berat diterima di sini kan. Seba-
tas yang saya lihat, kalau pembagian tugas itu sudah
ada dan berlaku cuma barangkali ide itu tidak familiar
di telinga masyarakat. Meskipun tidak tercatat dalam

77



AD/ART tapi tetap saja muslimat diminta usulnya keti-
ka ada sidang pleno PB dan biasanya yang lebih dide-
ngar itu yang dari muslimat.®

Sementara itu, Muslimat al-Washliyah, sebagaimana
diungkap oleh Rohani, justru berusaha memposisikan
perempuan dalam aktivitas yang tinggi di tengah ma-
syarakat. Ia berharap dengan belajar politik mereka
diharapkan dapat memimpin masyarakat dan bangsa
secara luas. Sementara posisi perempuan untuk visi
ke depan, menurut Rohani, memiliki peran dalam se-
mua segi kehidupan. Karena sebenarnya mereka
punya peranan yang sangat mulia baik di rumah tang-
ga, masyarakat maupun instansi-instansi. Mereka di-
tuntut berkualitas dalam berbagai bidang ilmu penge-
tahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Stra Ali
‘Imrén: 110, “kalian adalah sebaik-batknya umat yang di-
keluarkan untuk manusia.”*

Hal yang sama ditekankan H.M. Ramli, Wakil
Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Seperti
halnya pandangan di atas, kedudukan perempuan
sama dengan laki-laki sebagaimana Islam menduduk-
kan keduanya. Dalam al-Qur’an, orang mukmin laki-
laki dan orang mukmin perempuan, sebagian dari me-
reka menjadi pemimpin. Yang membedakannya, lanjut
Ramli, terletak pada ‘kekhasan-kekhasan’ perempuan
itu sendiri yang berbeda dengan laki-laki seperti ke-
mampuannya dalam mengatur masalah domestik ru-
mah tangga. Dalam pada itu, menurut Ramli, adalah
salah jika ayat al-rijal gawwimina ‘ald al-nisd’ diartikan
sebagai menguasai perempuan.?

Pernyataan al-Qur'én bahwa laki-laki adalah pe-
mimpin bagi perempuan perlu diletakkan dalam kon-
teks tertentu yang sangat mungkin berada dalam
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pengecualian. Muhammad Ahmad, Ketua Umum De-
wan Pengurus Pusat Ikatan Masjid/Musholah Mutta-
hidah (IMMIM), berpandangan bahwa kata gawwimiin
pada dasarnya memang sebagai kepala rumah tangga.
jadi suami itu sebagai kepala dalam rumah tangga.
Namun, jika suami hanya seorang sopir misalnya se-
mentara istrinya seorang dokter, maka kata gawiwa-
miin di situ merupakan simbol saja.® Lebih lanjut,
menurut Pengurus DPP IMMIM yang lain, Abbas
Saleng, perempuan itu sangat terhormat bahkan dilin-
dungi oleh laki-laki sebagaimana termaktub dalam
ayat al-rijal qawwimina ‘ald al-nisd’ tersebut. Artinya,
setiap laki-laki harus menghormati dan melindungi
perempuan, karena semua manusia dilahirkan dari pe-
rempuan. Oleh karena itu, kata Abbas Saleng, laki-
laki dan perempuan itu sama. Cuma ada beberapa
perbedaan yang prinsip, misainya laki-laki mempunyat
intelek yang lebih tinggi dibanding perempuan.’ Dan
perbedaan intelektualitas ini juga dinyatakan oleh
Ruwaida Samsuardi, Wakil Ketua Aisyiyah Kalimantan
Selatan, yang menyatakan bahwa kemampuan akal pe-
rempuan adalah setengah akal laki-laki. Bagi Ruwaida,
dalam berbagai hal hal laki-laki lebih menggunakan
akalnya sedangkan perempuan lebih dikuasai oleh
emosinya.*

Masalah derajat dan kemuliaan menjadi perhatian
Ramli Abdul Wahid, Wakil Ketua Dewan Fatwa Pe-
ngurus Besar al-Washliyah. Ramli sepakat bahwa se-
benarnya perempuan mempunyai hak yang sama de-
ngan laki-laki. Hanya saja harus digarisbawahi bahwa
ada perbedaan di antara keduanya. Hak-hak perem-
puan bisa saja diterima sejauh tidak mengurangi ke-
wajiban perempuan dalam kegiatan rumah tangga dan
tidak menurunkan derajatnya.* Ia mengungkapkan:
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Secara umum dalam Islam, ada perbedaan laki-laki dan
perempuan. Hal itu berasal dari masalah kodrat. Se-
mentara masalah kodrat berpengaruh pada psikologis.
Psikologis sangat berperan dalam menghadapi kehidup-
an. Bagaimanapun ini berpengaruh pada aspek hukum
yang diikuti oleh Islam. Ini justru tidak dapat diterima
oleh kaum feminis.”

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat di-
simpulkan bahwa berbagai ormas Islam secara nor-
matif memandang posisi perempuan sama dengan
laki-laki, tetapi pada saat yang sama mereka mencatat
adanya perbedaan antara keduanya dalam hal ‘kodrat’.
Secara leksikal, kata ‘kodrat’ berasal dari bahasa Arab
gadara, yang berarti berkuasa mengerjakan sesuatu,
membagi sesuatu menurut porsi, dan memendekkan
atau membatasi atau sifat yang asli atau bawaan. Me-
nurut Nasaruddin Umar kodrat perempuan tidak mes-
i selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang penuh
daerah terlarang.®® Pandangan stereotip terhadap ko-
drat perempuan, menurut Nasaruddin, menimbulkan
polemik dalam berbagai bidang. Ia menjelaskan bahwa
dalam ilmu-ilmu sosial terdapat dua teori besar yang
menerangkan penyebab munculnya pandangan ter-
sebut, yaitu teori nature dan nurture. Teori pertama
beranggapan bahwa ketimpangan peran sosial antara
laki-laki dan perempuan bersumber dari kekhususan
komposisi kimia dalam tubuh (body chemistry) dan
struktur anatomi biologi kedua jenis makhluk tersebut.
Nasaruddin mencontohkan bahwa hormon testosteron
lebih banyak dalam darah laki-laki dibanding perem-
puan; sedangkan kebalikannya hormon estrogen lebih
banyak dikandung dalam darah perempuan dibanding
laki-laki. Sedangkan teori kedua, yakni nurture (kebu-
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dayaan), ungkap Nasaruddin, melihat bahwa ke-
khususan komposisi kimia dan struktur biologi pe-
rempuan yang berbeda dengan laki-laki lebih diten-
tukan oleh lingkungan budaya, dan faktor pada gi-
lirannya menentukan status dan peran sosial yang di-
mainkan perempuan dalam masyarakat.”

Lebih lanjut, menurut Nasaruddin, selain kedua
teori tersebut, ada teori yang menjelaskan perbedaan
status dan peran tersebut disebabkan oleh interaksi
dari berbagai faktor, termasuk dalam teori ini yang
bersifat historis-teologis, yakni teori yang beranggapan
bahwa sejak semula status perempuan lebih rendah
daripada laki-laki dengan menelusuri asal-usul keja-
dian dan citra perempuan (Hawa) sebagai subordinasi
dari kaum laki-laki.”

Sementara kodrat menurut Muhammad Nasikhud-
din Badri, Sekretaris 1 Pengurus Besar Nahdlatul
Wathan (PBNW), terletak pada keberadaan perempuan
yang dikaitkan dengan kegiatan, profesi, dan peker-
jaannya sendiri. Adalah di luar kodrat dan sifat pe-
rempuan kalau ia melakukan kegiatan seperti menjadi
atlet angkat besi® Karena itu, Nasikhuddin Badri ber-
pendapat bahwa emansipasi perempuan itu tetap
harus dalam batas-batas kodrat, di mana seorang pe-
rempuan itu wajar menduduki suatu tempat yang me-
mang sesuai dengan kodratnya misalnya menjadi se-
kretaris perusahaan. Tapi jika kodratnya dilanggar, se-
bagai contoh, seorang perempuan itu memakai kathok
(celana pendek) atau bermain sepak bola, maka pada
dasarnya ia sudah melanggar kodrat itu sendiri.”

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa pan-
dangan ormas-ormas Islam secara normatif mengacu
pada semangat persamaan antara perempuan dan laki-
laki sebagaimana diungkap oleh al-Qur’an. Hanya saja
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secara historis dan ordiner, teks-teks Kitab Suci itu
lebih banyak ditafsirkan dalam bahasa patriakhal yang
cenderung menguntungkan kedudukan laki-laki. Se-
bagai contoh, berkenaan dengan hal itu, pendapat
yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari
tulang rusuk laki-laki harus kembali disaksamai.®® Se-
bab penafsiran tentang ayat dalam Stira al-Nisa" 1,
vd ayyuhd al-nds ittagit rabbakum al-ladzi khalagakum min
nafs wihideh, memunculkan tafsir yang juga tidak se-
ragam (ikhtilif). Huzaimah Tahido Yanggo, anggota
MUI Pusat, dengan tegas mengungkapkan hal terse-
but.

Kalimat itu mempunyai dua maksud: ada yang me-
ngatakan bahwa nafs wihidah itu adalah Adam. Penafsir-
an ini didasarkan pada Hadits, khulignd min dzi al-‘ayn
a'wat (perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang
bengkok). Jadi Hawa diciptakan dari Adam. Sedangkan
ada juga yang menafsirkan kalimat itu dengan ‘zat yang
satu’ atau ‘zat yang ‘sama’. Artinya, kalau Adam dicip-
takan dari tanah, maka Hawa pun sama.¥

Oleh karena itu diperlukan pemahaman kembali
terhadap konsep penciptaan perempuan dalam tradisi
Islam. Quraish Shihab pernah mencoba melakukan
reinterpretasi itu. Berdasarkan penjelasan pelbagai in-
terpretasi para mufassir, Quraish berpendapat:

Kita dapat berkata bahwa tidak ada satu petunjuk yang
pasti dari ayat al-Qur'dn yang dapat mengantar kita
untuk menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari
tulang rusuk, atau bahwa unsur penciptaannya berbe-
da dengan lakij-laki. Ide itu, seperti ditulis Rasyid Ridla
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datam tafsirnya al-Manir, timbul dari ide yang termak-
tub dalam Perjanjian Lama... Bahkan kita dapat berka-
ta bahwa sekian banyak teks yang mendukung penda-
pat yang menekankan persamaan unsur kejadian Adam
dan Hawa dan persamaan kedudukannya.®

Lebih lanjut Quraish berkesimpulan bahwa perem-
puan adalah syaqd’ig al-rijil (saudara-saudara sekan-
dung laki-laki) sehingga kedudukannya dan hak-hak-
nya hampir dapat dikatakan sama.*

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Masdar
Farid Mas'udi. Bagi Masdar, kata gawwamiin dalam
ayat al-rijal qawwimina ‘ald al-nisi’ bukan berarti laki-
Jaki menjadi pemimpin bagi perempuan melainkan ia
(laki-laki) itu lebih berperan sebagai ‘pendukung’ dan
‘penegak’ atas hak-hak dan martabat perempuan de-
ngan kelebihan yang ada padanya dan dengan nafkah
yang diberikan kepada perempuan.® Untuk itu, Mas-
dar juga berusaha menawarkan suatu pendekatan
yang baru berupa ‘lapis-lapis tata nilai’ dalam mema-
hami teks-teks suci tersebut. Menurutnya, lapis-lapis
tata nilai itu terbagi atas tata nilai fundamental (fun-
damental values) dan nilai-nilai yang bersifat instrumen-
tal (instrumental values). Dalam lapisan nilai-nilai fun-
damental antara laki-laki dan perempuan tidak ada
perbedaan yang substansial. Perbedaan baru muncul
pada lapisan nilai aplikatif dan kontekstual dan hal
tersebut lebih disebabkan oleh latar belakang budaya,
sosial, dan sebagainya. Mengutip pendapat Mahmiid
Thaha, Masdar menyatakan bahwa masalah-masalah
yang cenderung mensubordinatkan perempuan (seperti
nilai kesaksian perempuan, jumlah warisan bagi pe-
rempuan) merupakan produk ayat-ayat madaniyah
yang bersifat kondisional.” Hal ini, menuruinya, tentu
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saja kurang menguntungkan bagi perempuan. Padahal
secara historis, kultur Islam terbukiti lebih apresiatif
terhadap persoalan perempuan dibandingkan wilayah
kultur yang lain.

Ya tapi Sulit: Kepemimpinan Perempuan
Pengalaman Indonesia

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pergerakan pe-
rempuan sudah ada semenjak awal abad ke-20 yang
ditandai dengan munculnya Aisyiyah Muhammadiyah
dan Perempuan Taman Siswa yang masing-masing
menjadi prototype organisasi perempuan bercorak kea-
gamaan dan lintas agama. Organisasi-organisasi se-
macam itulah yang kernudian mengambil inisiatif ber-
sama untuk mengadakan Kongres Perempoean Indone-
sia pada 20-24 Juli 1935. Menurut ].M. Pluvier, seperti
dikutip Taufik Abdullah, warna pergerakan perem-
puan Indonesia pada waktu itu lebih memprioritas-
kan urusan keperempuanan semata. Namun dalam
perkembangannya, mereka juga menjadi ‘komplemen’
dari pergerakan rakyat kaum laki-laki yang menun-
tut kemerdekaan.*

Setelah masa kemerdekaan, upaya mendefinisikan
peran dan misi gerakan perempuan mulai terlihat se-
makin jelas. Dalam konteks ini, pergumulan tentang
kepemimpinan perempuan yang dikaitkan dengan
doktrin-doktrin agama menjadi salah-satu isu yang se-
ring diangkat ke permukaan dan dalam beberapa hal
menimbulkan ‘ketegangan’ tersendiri. Situasi ini, me-
ngutip istilah Taufik Abdullah, tampaknya selalu di-
temukan dalam sejarah ketika doktrin agama dikaitkan
dengan hal-hal tertentu, yang dalam hal ini adalah
tentang kepemimpinan perempuan.*
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Secara doktrinal, memang ditemukan beberapa
alasan religius yang ‘menolak’ kepemimpinan perem-
puan. Quraish Shihab, mengemukakan tiga alasan
yang melarang keterlibatan kaum perempuan dalam
masalah kepemimpinan, terutama dalam kepemimpin-
an politik, yakni pertama, ayat al-Qur’an yang berbunyi
al-rijal qawwdming ‘ald al-nisd’; kedua, al-Hadits yang
menyatakan bahwa akal perempuan kurang diban-
dingkan dengan akal laki-laki; dan yang ketiga adalah
al-Hadits yang berbunyi, lan yaflaha gawm lau amara-
hum imra’ah’®

Dalamn perspektif di atas, penolakan beberapa ormas
Islam terhadap kepemimpinan perempuan di Indone-
sia dapat dipahami. Kebanyakan mereka di satu pihak
menerima eksistensi kepemimpinan perempuan, tapi
di pihak lain dibatasi pada urusan domestik saja atau
dibolehkan pada urusan publik dengan sebuah tun-
tutan adanya ‘syarat’ atau dalam ‘'keadaan tertentu’
saja.

Hal tersebut dapat terlihat dari temuan wawancara
dengan beberapa tokoh Muslim yang aktif dalam be-
berapa ormas Islam di tanah air. Di Nahdlatul Wathan
(N'W), sebagai misal, kaum perempuan hanya bisa me-
mimpin organisasi perempuan yang mereka miliki,
yakni Muslimat NW. Hal ini, menurut Ustadz Fauzan
Fuad, karena tradisi kepemimpinan di Nahdlatul
Wathan (NW) sama dengan di Nahdlatul Ulama (NU)
yang secara implisit tidak memberikan ‘ruang’ terha-
dap kepemimpinan perempuan itu. Kalaupun ada pe-
luang, bagi perempuan untuk menjadi pemimpin NU
tetap saja sulit.’” Selain itu, sebagaimana diungkapkan
oleh Setiahati, Ketua II Muslimat Nahdlatul Wathan
(NW), kepemimpinan perempuan memang dibolehkan
tetapi ada batasan. Lebih jauh, menurut Setiahati,

85



Muslimat NW didirikan agar perempuan yang ber-
pendidikan memiliki wadah untuk memimpin sesama
muslimat, dan bukan memimpin muslimin.®® Dalam
konteks ini, tidak mengherankan jika menyangkut
kepemimpinan negara, misalnya, ormas-ormas Islam
cenderung memberikan kesempatan kepada laki-laki.
Hal ini terungkap dari pendapat Rohani, Ketua Umum
Muslimat al-Washliyah. Ia menuturkan bahwa kepe-
mimpinan negara harus diserahkan kepada laki-laki,
karena:

Kaum laki-laki masih banyak yang mampu. Sedang un-
tuk menjadi wakil, tidak mengapa dan [itu] diboleh-
kan. Mulai presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya
diutamakan laki-laki. Sebaliknya kalau perempuan pu-
nya kemampuan silahkan dan itu tidak keliru, namun
hanya sebatas wakil saja. Dengan demikian akan da-
pat menyeimbangkan jalannya roda kepemimpinan sua-
tu bangsa. Ibarat seekor burung punya dua sayap. Sa-
yap kanan dan sayap kiri berfungsi secara bersama-
sama.*

Hal senada dikemukakan oleh Mulkani, Ketua
Umum al-Washliyah. Pimpinan negara, menurutnya,
harus dipegang oleh laki-laki karena ia (pemimpin)
mengatur lembaga besar; sebuah negara yang ada laki-
laki dan perempuan. Sedangkan untuk masalah men-
teri atau perdana menteri, silahkan dipegang oleh pe-
rempuan.*

Masalah ‘kodrat’ perempuan dalam hal kepemim-
pinan negara juga ditekankan oleh beberapa ormas
Islam. Pendapat Ruwaida Samsuardi, Wakil Ketua
Aisyiyah Kalimantan Selatan, dapat menjadi contoh
yang menarik. la berpendapat bahwa bagaimanapun
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juga perempuan, karena kodratnya, tidak boleh men-
jadi presiden walaupun ia mampu dalam segala hal.
Di samping masalah kodrat itu, menurut Ruwaida,
masih banyak laki-laki di Indonesia yang pintar dalam
berbagai bidang.® Hal yang sama ditambahkan oleh
Mastiah Masri, Anggota Senior Aisyiyah Kalimantan
Selatan. Bagi Mastiah, perempuan:

[m]enurut satu hal kan boleh [menjadi pemimpin], tapi
lihat kodrainya dulu. Al-Qur’an tidak melarang, tapi
tidak adakah laki-laki yang sama kepintarannya. Sebab
sebaiknya pemimpin itu laki-laki. Dan banyak laki-laki
yang pintar. Andai kata pun ada perempuan yang le-
bih pintar daripada laki-laki, tetap lebih baik laki-laki
yang menjadi pemimpin. Tapi perempuan boleh saja
memimpin menurut kebijaksanaan rakyat yang dipim-
pinnya, kalau rakyat menghendaki tidak ada larangan
dalam al-Qur’an. Tapi [tetap saja] sebaiknya laki-laki.*

Begitu juga dengan pendapat Chairiah, Ketua
Nasyiatul Aisyiyah Kalimantan Selatan. Bagi Chairiah,
sepanjang perempuan tidak menyalahi aturan agama,
ia boleh saja memimpin negara. Tapi alangkah baiknya
jika laki-laki dulu yang dipilih, walaupun ia percaya
dengan ide persamaan laki-laki dan perempuan.® Se-
lain itu menurut Abbas Saleng, Pengurus DPP IM-
MIM, perempuan boleh saja menjadi presiden, sela-
ma perempuan bisa melebihi atau menyamai kemam-
puan laki-laki. Tapi, tambah Abas, dalam sejarah be-
lum ada perempuan yang melebihi laki-laki.

Pendapat yang agak ‘moderat’ tentang kepemimpin-
an perempuan muncul dari Darul Da’wah wal Irsyad
(DDI). Seperti dikatakan A. Muiz Kabri, Ketua Umum
DDI, bahwa organisasi ini tetap berpegang pada ayat
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al-rijal gawwimina ‘ald al-nis@’. Dan dalam hal ini se-
benarnya, tambah Muiz, DDI memiliki dua cara pan-
dangan. Ulama-ulama tua (DDI) masih menolak se-
orang perempuan menjadi pemimpin. Sementara yang
ulama-ulama muda dapat menerima kepemimpinan
perempuan selama negara itu bukan negara Islam.
Dan karena Indonesia bukan negara Islam, kepemim-

pinan perempuan tentu masih mungkin diperboleh-
kan.*

Pada awalnya, saya memang menganggap bahwa tidak
bisa seorang perempuan menjadi presiden. Tepi bela-
kangan saya berpikir perempuan bisa saja menjadi pre-
siden. Karena bukan dia sendiri yang mengurusi nega-
ra. Presiden kan mempunyai banyak staf-staf yang
membantu dalam mengurusi permasalahan negara.®

Begitu juga pendapat Ahmadiyah yang tidak mela-
rang perempuan menjadi pemimpin negara karena,
sebagaimana diungkap oleh Suryama Ali Mukhayat,
hal tersebut tidak ada kaitannya dengan wubudiyah.”
Senada dengan pendapat jamaah Ahmadiyah, Sri Su-
handjati dari Pusat Studi Wanita (PSW) JAIN Wali-
songo Semarang mengatakan bahwa kepemimpinan
negara bagi perempuan pada dasarnya tidak ada ma-
salah sebab al-Qurén sendiri pernah menggambarkan
Ratu Bulgies yang mampu membawa rakyatmya men-
jadi orang-orang beriman dan negaranya makmur.
Apalagi, menurut Suhandjati, pada zaman sekarang
ini, kepemimpinan itu bisa dilakukan secara kolektif.*

Berkaitan dengan kontroversi pencalonan Megawati
sebagai Presiden RI IV pada tahun 2000, respon dari
ormas Islam menarik untuk dicatat.” Pada waktu itu
beberapa tokoh Muslim, khususnya para ulama, secara
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eksplisit menolak kepemimpinan presiden perempuan.
Bahkan Kongres Umat Islam yang diselenggarakan di
Jakarta 1999 dengan tegas mengeluarkan sejumlah
fatwa yang di antaranya adalah penolakan perempuan
untuk menjadi pemimpin negara.

Selain ayat al-Qur’an al-rijal gawwdmiing ‘ald al-risd’,
beberapa Hadits Nabi seperti “lan yaflaha qawm lau
amarahum imra’ah, merupakan landasan normatif yang
paling sering digunakan oleh para tokoh Muslim
untuk membenarkan penolakan mereka terhadap Me-
gawatl sebagai pemimpin negara. Pendapat para tokoh
ormas Islam tentang hal itu terungkap sebagaimana
yang dinyatakan oleh Muhammad Ahmad, Ketua
Umum Pengurus IMMIM Pusat:

Bisa saja Megawati menjadi presiden, hanya memang
kalau menjadi kepala negara atau presiden kan ada
Hadits-nya yang mengatakan: “tidak beruntung suatu
kaum yang menjadikan perempuan sebagai kepala ne-
gara.” Untuk Indonesia zaman sekarang ini ucapan
Nabi itu benar. Orang seperti Megawali itu tamatan
SMA mau dijadikan presiden. Dia tidak mempunyai ke-
wibawaan ilmu. Saya tidak bisa bayangkan, kalau orang
memimpin sebuah kabinet yang dipenuhi orang-orang
ahli, dia mau ngomong apa?%

Lebih jauh, H. Ahmad Sofwan, mantan Wakil Ketua
Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti)
1993-1994, berpendapat bahwa perempuan hanya bo-
leh pada level menteri tapi tidak untuk presiden.®
Bahkan Buya Syahrun al-Rosuli, Pengurus Perti, sama
sekali tidak mengizinkan perempuan menjadi pemim-
pin; sekalipun sebagai ketua RT. Begitu pula pada
level yang terendah yakni kepala keluarga karena,
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menurut Syahrun, hal itu akan membuat (keluarga)
“tidak akan bahagia.”** Berbeda dengan Sofwan dan
Syahrun, Jamain Rifti, Ketua Perti Sumatra Barat, ber-
pendapat agak berbeda. la menganggap bahwa kepe-
mimpinan perempuan harus dilihat secara lebih sak-
sama dan didasarkan pada apa bentuk negara itu sen-
diri. Indonesia, menurut Jamain, bukan negara Islam.
Artinya hal itu membuka ruang bagi kebolehan (ke-
pemimpinan perempuan) tersebut. la menyatakan:

Tidak adanya sikap baik dari saya maupun Perti ber-
arti boleh saja. Kebolehan itu didasarkan pada sebuah
pertanyaan apakah negara Indonesia ini memang sudah
negara Islam? Apakah memang ajaran Islam yang di-
terapkan? Saya belum berpikir demikian. Negara kita
ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang asasnya
Pancasila.®

Penolakan lain terhadap Megawati juga tidak se-
batas pada landasan normatif al-Qur’an sebagaimana
diuraikan di atas, tetapi dikarenakan tingkat keber-
agamaan yang bersangkutan. Mastiah Masri, sebagai
contoh, meragukan bahwa Megawati memang benar-
benar seorang Muslimah yang taat. Mastiah meng-
ungkapkan:

Sebaiknya presiden itu orang Islam. Mega itu kan ku-
rang Islamnya [walau] sekarang sudah haji. Memang
dia menguasai politik. Tapi kalau melanggar Islam ba-
gaimana rakyat yang dipimpin.®

Selain dari tingkat keberagamaan Megawati yang
disorot, beberapa tokoh ormas Islam juga memberi
penekanan pada kemampuan intelektual dan manaje-

90



rial Megawati jika ia menjadi orang pertama di negeri
ini. H. M. Ramli, Wakil Ketua Muhammadiyah Kali-
mantan Selatan menyatakan hal tersebut. Menurut
Ramli, pada dasarnya perempuan boleh menjadi pre-
siden dan hal tersebut sifatnya fleksibel. Tetapi orang
(perempun) tersebut harus memiliki kapabalitas yang
lebih baik dalam berbagai aspek. Mengomentari pen-
calonan Megawati, Ramli mengungkapkan:

[...] di Indonesia ini orang sering menonjolkan Mega-
wati. Orang tahu kualitas Megawati; mana kehebatan-
nya [dibanding] dari Gus Dur atau Amien Rais dan
sebagainya? Kenapa mau dipaksa-paksakan jadi pre-
siden. Di situ berarti tidak obyektif.®

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mariam,
Pengurus Wilayah Muslimat NU Yogyakarta. Pencalon-
an Megawati ditolak, menurutnya, bukan karena
Megawati adalah seorang perempuan. Pada prinsip-
nya, ungkap Mariam, Muslimat NU tidak berkeberatan
kalau perempuan menjadi pemimpin. Mega ditolak
karena ia memang tidak memiliki kapasitas dan kua-
litas untuk hal itu.%
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Isu Jender dan Jawaban
Ormas Islam IL

PARTISIPASI PUBLIK

WiLavan publik adalah ruang di mana kegiatan ke-
masyarakatan dijalankan, baik yang berkenaan dengan
persoalan politik, ekonomi, maupun budaya. Kebalik-
an dari istilah ini adalah wilayah privat atau wilayah
domestik, yakni ruang di mana aktivitas yang berke-
naan dengan kehidupan rumah tangga, keluarga, dan
perkawinan. Kedua wilayah tersebut merupakan suatu
keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam ke-
hidupan manusia. Seringkali kesuksesan karir sese-
orang di wilayah publik sangat bergantung pada ke-
suksesannya di wilayah domestik. Sebagaimana juga
sering terjadi kesuksesan seseorang di wilayah publik
menjadi pemicu kehancuran kehidupannya di wilayah
privat.

Terlepas dari persoalan di atas, ‘penjaga gawang'’
wilayah publik maupun privat memiliki peran yang
sangat signifikan. Yang satu tidak lebih tinggi daripada
yang lain. Begitu pula sebaliknya. Dan, yang lebih
penting juga, tidak ada kewajiban bahwa jenis kelamin
tertentu menjadi penjaga gawang di wilayah tertentu
pula. Tidak ada jaminan perempuan akan lebih sukses
jika mengurusi masalah privat, sebagaimana tidak ada
jaminan bahwa laki-laki akan lebih sukses jika bergelut
di wilayah publik. Namun, kehidupan nyata berbicara
sebaliknya. Wilayah domestik dianggap lebih rendah
daripada wilayah publik. Kelanjutannya, perempuan
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akan lebih sukses jika mengurusi masalah domestik
dan laki-laki mengurusi wilayah publik. Untuk men-
justifikasi pernyataan ini, dicarilah pembenaran-pem-
benaran dari teks suci, kisah, tradisi, ataupun kenya-
taan real.

Bab ini mengulas bagaimana aktivis perempuan di
sebuah organisasi melaksanakan kegiatan publik, khu-
susnya yang sudah menjadi program rutin organisasi
yang membawahi aktivis tadi? Apakah mereka dapat
menjalankan program dengan mulus atau tidak? Ke-
giatan publik apa saja yang dibolehkan dan kegiatan
publik apa yang dilarang, atau dihambat? Apa yang
menentukan terjadinya persamaan atau perbedaan
pemikiran dalam melihat partisipasi publik perempu-
an, apakah ditentukan oleh organisasi massa atau oleh
hal lain?

Perempuan dalam Kitab Suci

Dalam memandang kaum perempuan, penafsiran
tokoh-tokoh agama terhadap teks suci bisa diklasifi-
kasikan dalam tiga kelompok, yaitu: Pertama, kelom-
pok yang mengharuskan perempuan melakukan akti-
vitas di wilayah domestik dan melarang beraktivitas
di wilayah publik. Kedua, kelompok yang memberi
kebebasan penuh kepada kaum perempuan untuk me-
lakukan aktivitas di ruang publik, apalagi di ruang
domestik. Ketign, kelompok yang membolehkan kaum
perempuan melakukan aktivitas di wilayah publik se-
lama mempunyai kompetensi di bidangnya.
Kelompok pertama berargumen bahwa al-Qur’an
menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung
kaum perempuan (Sura al-Nisa": 34}, dan laki-laki mem-
punyai kelebihan satu tingkat dari istrinya (Sira al-
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Bagarah: 228). Pemikiran ini diperkuat dengan beberapa
matan Hadits Nabi Muhammad yang secara leksikal
‘mengekang’ kebebasan kaum perempuan atau men-
subordinasikannya di bawah ‘ketiak’ kaum laki-laki.!
Secara tradisional, kalaupun dalam al-Qur’an terdapat
juga ayat yang menyuruh manusia (lelaki dan pe-
rempuan) bekerja untuk memperoleh bagian yang sesuai
dengan pekerjaan, hal itu harus dipahami dalam konteks
perbedaan fitrah antara keduanya. Artinya, fitrah
perempuan, karena didasarkan oleh alasan fisik dan
emosional, lebih cocok untuk mengurusi wilayah
domestik, sementara fitrah laki-laki adalah keba-
likannya, yakni mengurus hal-hal yang bersifat publik.

Bagi kelompok pertama ini, selain alasan normatif
seperti disebutkan di atas, sejarah Islam juga dianggap
memberikan justifikasi penting terhadap peran domes-
tik perempuan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh
KH. Mohammad Zuhri, Ketua Syuriah Pengurus Wi-
layah NU Jawa Tengah, bahwa laki-laki memang ber-
hak memimpin perempuan dan hal tersebut dapat di-
lihat secara jelas dalam sejarah hidup Nabi sendiri.
Sebelum masa kenabian, Muhammad bekerja pada se-
orang janda kaya, Khadijah, yang belakangan hari
menjadi istrinya. Kerap kali Nabi Muhammad meng-
gunakan harta sang istri untuk perjuangan Islam. Wa-
lau begitu, menurut Mohammad Zuhui, [*... kekayaan
Khadijah tidak mengubahnya menjadi gawwim atas
Nabi Muhammad. Qawwim tetap ada pada laki-laki
sejati.”?]

Sementara itu, kelompok kedua berargumen bahwa
teks suci al-Qur’an memang nyata-nyata memberikan
kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk
bekerja dan memperoleh bagian dari usahanya sendiri
(Sura al-Nisa”: 32), menjadi wali dari orang lain (Sira
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al-Taubah: 71), dan menjadi khalifsh di muka bumi
(Surd al-An’am: 165). Bagi kelompok kedua ini ayat-
ayat tersebut harus menjadi kata kunci dalam me-
mandang peran partisipasi publik kaum perempuan.
Dengan demikian, kaum perempuan mempunyai ke-
bebasan penuh untuk melaksanakan kegiatan di luar
rumah.

Di sini pandangan Wardah Hafidz menarik untuk
dikutip. Menurutnya, pesan dasar dari al-Qur’an ada-
lah keadilan dan persamaan hak, dan hal tersebut-
harus dikedepankan, khususnya ketika dihadapkan pa-
da masalah-masalah yang berkenaan dengan poligami,
hak waris, dan relasi lelaki-perempuan. Selama ini,
ungkap Wardah, penafsiran Siira al-Nisa”: 34 cende-
rung bertentangan dengan semangat dan pesan dasar
al-Qur’an. Karena itu, yang harus dilakukan adalah
merombak penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang meng-
untungkan laki-laki tersebut sehingga kaum perem-
puan mempunyai kebebasan untuk berkiprah di wi-
layah publik.?

Sementara itu, kelompok ketiga berargumen bahwa
Stra al-Nisa": 34 pada dasarnya tidak memerintahkan
kepada laki-laki untuk memimpin kaum perempuan.
Ayat itu hanya menjelaskan bahwa sebagian laki-laki
mempunyai kelebihan atas perempuan (ba'dlahum ‘ala
ba’dl), terutama kelebihan memberi nafkah. Laki-laki
seperti ini layak menjadi pemimpin atas perempuan.
Karena itu, ungkapan “sebagian di antara laki-laki atas
sebagian perempuan” membuka kemungkinan bahwa
“sebagian perempuan mempunyai kelebihan atas se-
bagian laki-laki.”

Dengan demikian, ungkap Dedi Ismatullah, Sekre-
taris Persatuan Umat Islam Bandung, penekanan mak-
na ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual
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ditafsickan sebagai penekanan kepada pihak mana
yang lebih memiliki kemampuan untuk memimpin.
Karena itu, menuruinya,

Jika perempuan lebih mampu mengatur rumah
tangga daripada suaminya, maka ia boleh menjadi
gawwam. Namun, ia harus tetap menjaga akhlak ke-
pada suami. Begitu pula sebaliknya.? |

Ketiga pandangan di atas menjadi landasan untuk
menilai keabsahan aktivitas perempuan di wilayah pu-
blik. Semua pandangan tadi dapat disimplifikasikan
sebagai pandangan ‘ekstrem’ untuk kebebasan perem-
puan, pandangan ‘ekstrem’ untuk ‘mengekang’ perem-
puan, dan pandangan moderat. Di sini dapat dilihat
bahwa pandangan yang sangat ‘ekstrem’ terhadap pe-
rempuan pada dasarnya telah ‘menodai’ prinsip-prin-
sip penciptaan manusia. Sebab Tuhan menciptakan
perbedaan seksualitas (maleness atau dzukurah untuk
laki-laki dan femaleness atau unutsah untuk perempuan)
serta perbedaan berdasarkan jender (masculinity atau
rujulich untuk laki-laki dan feminity atau nisaiyalt untuk
perempuan) sebagai sunatullsh (hukum alam) untuk
saling mengisi satu sama lain.®

Dapat dinyatakan pula bahwa sejatinya penentuan
apakah seseorang layak berkiprah di ruang domestik
atau di ruang publik tidak hanya dapat dilihat dari
perspektif perbedaan seksualitas ini. Artinya, untuk
menyelesaikan pelbagai persoalan di dunia, baik me-
nyangkut politik, ekonomi, maupun budaya tidak bisa
didasarkan atas jenis kelamin; laki-laki atau perem-
puan. Yang lebih penting dari itu adalah soal kompe-
tensi, profesionalisme, dan kemampuan. Jadi, kata
kunci dari pandangan ketiga ini adalah kelebihan. Jika
perempuan mempunyai kelebihan untuk melaksana-
kan peran di wilayah publik, ia berhak menjalankan-
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nya. Begitu pula seterusnya, jika laki-laki memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam mengatur hal-hal
yang bersifat domestik, ia berhak untuk melakukan
hal tersebut.

Lebih lanjut, dalam kehidupan sebenarnya, corak
dari warna-warni hubungan perempuan-lelaki jauh le-
bih kompleks dari bingkai tiga pandangan tadi. Hal
ini tercermin dari hasil penelitian F Ivan Nye yang
berkenaan dengan peran suami-istri dalam rumah
tangga. Ivan Nye menemukan lima pattern pandangan
stratifikatif, yaitu: segala sesuatu tergantung suami,
suami melebihi peran istri, suami dan istri mempunyai
peran sama, peran istri melebihi peran suami, dan
segala sesuatu tergantung isteri” Dengan pattern ini
dapat disimpulkan bahwa pandangan yang mengang-
gap bahwa lelaki atau perempuan adalah sentral dari
kehidupan termasuk dalam kategori pandangan
‘ekstrem.” Sementara pandangan bahwa istri dan sua-
mi sama-sama mempunyai kelebihan atau keduanya
mempunyai peran sama dapat dimasukkan dalam ka-
tegori pandangan moderat.

Partisipasi Publik Perempuan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang po-
sisi kaum perempuan di wilayah publik, penelitian
ini memberi perhatian pada beberapa bentuk-bentuk
partisipasi publik kaum perempuan Indonesia yakni
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; bidang eko-
nomi; bidang hukum dan keagamaan dan jabatan poli-
tis (imamih kubra).

Kegiatan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
merupakan kegiatan utama dari organisasi massa Is-
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lam, termasuk organisasi perempuan ofonom. Hal
yang perlu didiskusikan di sini adalah alasan yang
mendasari kenapa organisasi massa memberikan ke-
bebasan kepada kaum perempuan untuk berkiprah di
bidang-bidang di atas. Partisipasi publik perempuan
di bidang ekonomi diangkat karena masyarakat Indo-
nesia secara keseluruhan masih bergelut dengan per-
soalan kemiskinan. Dengan demikian, kondisi ini me-
metlukan keterlibatan dari kaum perempuan. Mereka
merupakan sumber tenaga kerja yang sangat potensial.

Sementara kegiatan hukum dan keagamaan diang-
kat karena sering menjadi masalah bagi perempuan,
khususnya dengan adanya pemahaman agar perem-
puan tidak menjadi hakim ketua, kesaksiannya dihar-
gai setengah dari kesaksian laki-laki, dan larangan
menjadi imam shalat jamaah. Persoalan jabatan politis,
sebuah jabatan yang bisa menentukan kebijakan dan
mempengaruhi nasib orang banyak, diangkat karena
masa depan perempuan sangat tergantung dengan ke-
bebasan perempuan di bidang kepemimpinan. Lagi
pula, masalah ini masih menimbulkan pro-kontra yang
tajam; ada yang melarang perempuan untuk mema-
suki wilayah ini, sementara ada juga yang berpenda-
pat sebaliknya.

Sejauh data yang bisa dihimpun, aktivis organisasi
Istam di Indonesia secara umum memiliki pandangan
yang relatif moderat dan cukup seragam dalam meli-
hat peran publik yang bisa dimainkan oleh perem-
puan. Maksudnya, mereka rata-rata menyetujui peran
kaum perempuan di wilayah publik dalam batas-batas
tertentu. Dan lebih dari itu, dalam batas-batas tertentu
pula mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-harl.
Pembentukan lembaga otonom, seperti Muslimat Nah-
dlatul Wathan (NW), Muslimat Nahdlatul Ulama
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(NU), Aisyiyah (Muhammadiyah), dan seterusnya
menjadi contoh semakin terbukanya kemungkinan
bagi kaum perempuan untuk melakukan aktivitas di
wilayah publik.

Hanya saja, ada perbedaan yang cukup signifikan
di tingkat otonomi, independensi dan kebebasan kaum
perempuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di
wilayah publik tersebut. Dalam Anggaran Dasar (AD)
dan Anggaran Rumah Tangga (ART) beberapa orga-
nisasi cenderung otonom. Bahkan dalam pemilihan
pengurus pun mereka bebas tanpa intervensi dari in-
duk organisasi. Hubungan dengan organisasi induk
juga dalam bentuk garis koordinatif, bukan garis ins-
truktif. Gambaran di atas, setidak-tidaknya, tercermin
dari pandangan Hindun, aktivis Muslimat Nahdlatul
Wathan (NW). Menurutnya, berdasarkan AD/ART
Muslimat NW sangat otonom dan independen, dengan
tugas yang luas, baik menyangkut dakwah, pendidik-
an, kegiatan sosial, dan bhubungan luar negeri® Dj
sini, menjadi jelas bahwa dengan otonomi ini organi-
sasi perempuan pada prinsipnya mempunyai legiti-
masi kuat untuk melaksanakan kegiatan di wilayah
publik secara bebas.

Hal yang sama juga diungkap oleh Jamain Rifti,
Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumatera
Barat sekaligus Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat Utusan Daerah (MPR-UD).® Menurutnya, oto-
nomi dan independensi organisasi perempuan semakin
dipertegas oleh Undang-Undang No. 8 tentang organi-
sasi kemasyarakatan di mana organisasi perempuan
(sebagaimana organisasi pemuda) mempunyai hak
yang sama untuk mengembangkan diri. Tentu saja hal
tersebut sesuai dengan kesepakatan intern organisasi
yang bersangkutan dengan organisasi induk; dan ini
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memungkinkan terjadinya “hubungan dialogis, berda-
sarkan ikatan emosional, bukan berdasarkan dasar
instruktif-organisatoris.”"

Namun dalam kenyataan keseharian dalam keman-
dirian organisasi, hal yang terjadi justru sebaliknya.
Sebagaimana pengalaman Hindun di Muslimat NW,
banyak aktivis Muslimat yang belum menyadari
haknya sendiri. Bahkan, mereka selalu merasa berada
di bawah struktur Pengurus Besar NW. Karena itu,
program-program yang akan dilakukan banyak diten-
tukan Pengurus Besar yang nota bene kebanyakan ada-
lah laki-laki. Sebagai misal, jika Pengurus Besar me-
nentukan agar Muslimat mendirikan panti asuhan,
baru para aktivis perempuan itu giat mencari dana."

Bagi Hindun, selain kekurangsadaran atas hak-hak
tersebut, hal yang menyebabkan lemahnya kemandi-
rian organisasi perempuan adalah minimnya sumber
daya manusia perempuan. Selain minimnya, sebagai-
mana ditambahkan oleh Setiahati, Ketua II Muslimat -
NW, kuantitas dan kualitas aktivis perempuan, para
aktivis itu juga seringkali dihadapkan pada batasan-
batasan tertentu seperti bahwa mereka hanya bisa aktif
dan menjadi top leader untuk kaum muslimat saja.'?
Jadi, betapapun mereka mampu, belum tentu ada ke-
sempatan yang diberikan. Cukup jelas kiranya bahwa
kesempatan untuk tampil di wilayah publik bagi pe-
rempuan memang sangat terbatas dan dibatasi.

Batasan-batasan itu tampak dari pernyataan
Muhammad Nasikhuddin Badri, Sekretaris | Pengurus
Besar Nahdlatul Wathan. Menurutnya:

Emansipasi wanita memang ada tapi tetap ada batas-

nya. Sesuai dengan kodrat keperempuanan. Sebab se-
bagai makhluk yang halus dan lembut, perempuan le-
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bih cocok untuk mengurusi rumah tangga. Kalau pun
mau melangkah ke luar, perempuan hanya bisa
berkiprah di bidang tertentu, seperti pendidikan, penyu-
luhan, dan semacamnya."

Kenyataan serupa diungkapkan oleh Ruwaida Sam-
suardi, Pengurus Daerah Aisyiyah Kalimantan Selatan.
Baginya, emansipasi dalam pengertian ‘sama-sama’
memang tidak ada dalam ajaran Islam. Sebab, bagai-
manapun perempuan dan laki-laki mempunyai per-
bedaaan kodrat. Al-Qur’an menegaskan perbedaan ini,
melalui beberapa ayat, dan ditambah penjelasan be-
berapa Hadils yang mengatur ketentuan hukum waris
dan penentuan shaf shalat. Namun untuk kesetaraan
antara perempuan dan laki-laki tentu tidak menjadi
masalah. Tentu saja sesuai dengan kodrat perempuan.
Misalnya, kodrat perempuan lemah, maka tidak perlu
menjadi kuli.™

Chairiah, Ketua Nasyiatul Aisyiyah Kalimantan
Selatan, menambahkan bahwa laki-laki dan perempu-
an mempunyai hak-hak yang sama, sepanjang tidak
menyalahi ajaran atau menyimpang dari ajaran agama.
Dan hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur‘an maupun
Hadits. Namun, di antara keduanya ada perbedaan
yang sifatnya kondrati. Menurut Chairiah:

Sesuai dengan kodratnya, sebagai seorang perempuan
mungkin tidak akan lepas dari kekurangan dan kelebih-
an, terutama dalam bidang badaniah (fisik). Laki-laki
lebih kuat dari perempuan.®

Menyambung Chairiah, Hindun mengungkapkan

bahwa sering terdengar di pelbagai tempat, khususnya
dalam ceramah-ceramah agama, anjuran-anjuran yang
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membatasi perempuan dalam ‘kodrat’ domestik. Mi-
salnya, perempuan yang shaleh adalah perempuan
yang patuh pada suami, melayani suami, dan sete-
rusnya. Jadi, yang ditekankan adalah urusan domes-
tik, dan hal inilah yang membuat posisi perempuan
lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki.*®

Berdasar alasan di atas, bisa dipahami kalau ormas-
ormas Islam yang besar cenderung ‘menabukan’ pe-
rempuan untuk menjadi orang pertama dalam struktur
kepemimpinan organisisasi itu. Fakhrurrazi, Wakil
Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin, se-
cara eksplisit menyatakan bahwa perempuan memang
tidak bisa menjadi pemimpin organisasi Islam, seperti
Muhammadiyah, karena memang (khususnya untuk
Muhammadiyah) kaum perempuan sudah mempunyai
organisasi tersendiri (yakni Aisyiyah).”” Perempuan
hanya layak tampil dan menangani masalah-masalah
yang berkenaan dengan keperempuanan seperti Ke-
luarga Berencana (KB) karena mereka lebih paham.
Di sini, ungkap Fakhrurrazi, laki-laki hanya men-
dengar dan bertanya. Walau bagaimanapun, perem-
puan memang mempunyai tugas lebih mulia, yakni
menjadi ibu. Jadi menurutnya, perempuan,

“_.. [w]alau sudah mempunyai karir tinggi di organisa-
si, ia tetap ibu rumah tangga. Ini menurut pandangan

Islam dan itu pula pandangan Muhammadiyah.”'®

Pendidikan, Dakwah, dan Sosial

Pendidikan dalam kontes ini adalah kegiatan yang
berkaitan dengan pengembangan pendidikan anak-
anak, baik formal maupun informal. Survei yang dila-
kukan menunjukkan bahwa ormas Islam di Indone-
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sia cukup memberikan kebebasan terhadap kaum pe-
rempuan untuk terlibat dalam kegiatan ini.

Hal ini bisa dilihat dari Nahdlatul Wathan, sebagai-
mana diungkapkan oleh Muhammad Nasikhuddin
Badri yang memberikan perhatian terhadap pendidik-
an bagi para anggotanya. Di organisasi ini, lembaga
pendidikan khusus laki-laki atau Nahdlatul Wathan
Diniyah Islamiyah (NWDI) didirikan pada 1936, se-
mentara untuk kaum perempuan berdiri pada 1943,
dengan nama Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah
(NBDI). Jadi, ada selisih yang tidak terlalu lama. Itu
pun karena persoalan teknis, yakni keterbatasan peng-
asuh dan ruang. Sebagai alternatif, jadwal sekolah di-
bedakan. Dari pukul 07.00 sampai 13.00 untuk lelaki;
dan dari pukul 13.30 sampai 18.00 untuk perempuan.
NW pada mulanya memiliki kebijakan untuk tidak
mencampur antara pelajar putra dan putri. Namun
belakangan, khususnya setelah membuka sekolah
umum, SMP dan SMU, keduanya digabung dalam
satu kelas. Yang ingin dijelaskan dari cerita di atas
adalah bahwa meskipun di awal berdirinya organisasi
massa tadi menghadapi persoalan teknis, mereka tetap
tidak mau melupakan pendidikan, terutama bagi ka-
um perempuan.’?

Kesadaran untuk mengembangkan pendidikan ka-
um perempuan juga dirasakan oleh Persatuan Islam
(Persis) yang didirikan pada 1923. Organisasi yang
mengurus persoalan perempuan di Persis, termasuk
untuk mengembangkan pendidikannya, dikenal de-
ngan nama Persistri (Persatuan Islam Istri), berdiri pa-
da 1936. Menurut Siti Maisaroh A. Zakaria, Sekretaris
Umum Persistri, lembaga ini didirikan berdasarkan
kesadaran bahwa kaderisasi tidak hanya untuk kaum
laki-laki. Kaum perempuan mempunyai potensi yang
sama dalam mengembangkan dakwah Islam.?
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Untuk kasus al-Washliyah, sebagaimana diungkap-
kan oleh H. Rohani, Ketua Umum al-Washliyah Kali-
mantan Selatan, lembaga yang mengurusi kaum pe-
rempuan berdiri serentak, bersamaan dengan pendi-
rian organisasi itu. Sejak organisasi ini berdiri, berdiri
pula organisasi seperti Muslimat al-Washliyah, Ang-
katan Putri, dan lain sebagainya. Organisasi ini ber-
gerak di bidang pendidikan, dakwah, dan amal so-
sial.?!

Bahkan, untuk pengalaman Muhammadiyah, lem-
baga yang memberikan pendidikaan kepada kaum pe-
rempuan berdiri lebih dahulu. Konon, sebelum KH.
Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ibunda-
nya sudah menyelenggarakan pendidikan bagi perem-
puan yang dinamai “Wanita Praya Yogyakarta.” Pada
perkembangannya, organisasi ini dikembangkan men-
jadi Aisyiyah, sebuah lembaga yang mengurus masa-
lah perempuan termasuk pengembangan pendidikan.

Tampaknya para pendiri organisast secara normatif
menyadari bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi
laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada
sebuah Hadits: “thalab al-ilm faridlah ‘ald kulli muslimin
wa muslimak” (menuntut ilmu adalah wajib bagi ka-
um muslimin dan muslimat). Dan dengan prinsip ini,
secara normatif pula, ormas-ormas Islam di Indonesia
tidak menghalangi kaum perempuan untuk memper-
oleh ilmu, sesuai dengan batas maksimal yang bisa-
dicapai dengan catatan bahwa hal itu sangat sesuai
dengan watak dan jiwa kaum perempuan.

Bagi beberapa ormas Islam (seperti Nahdlatul
Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia,
Mathlaul Anwar, dan lainnya), kalaupun dalam ke-
nyataannya terdapat disparansi kesempatan belajar ba-
gi laki-laki dan perempuan, hal tersebut harus
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dipahami dalam konteks formatif dan teknis pengem-
bangan organisasi itu sendiri, Sebagaimana dimaklumi,
organisasi tadi rata-rata berdiri sebelum Indonesia
merdeka. Saat itu, organisasi tadi menghadapi kesulit-
an untuk eksis. Pada saat bersamaan, masyarakat ma-
sih memandang tabu untuk mencampur laki-laki dan
perempuan dalam satu kelas. Dalam situasi keterba-
tasan dan malah kekurangan, ormas harus membuat
pilihan yang cukup dilematis: mendidik laki-laki atau
perempuan. Barangkali, karena persoalan teknis tadi
hampir semua organisasi massa lebih memilih untuk
memberikan kesempatan kepada kaum lelaki terlebih
dahulu. Baru kemudian ketika keadaan sudah me-
mungkinkan, mereka mendirikan lembaga pendidikan
untuk perempuan.

Di samping hal teknis tersebut, harus digarisbawahi
pula bahwa tujuan pendidikan untuk kaum perem-
puan dipahami berbeda-beda oleh ormas-ormas itu.
Survei juga menunjukkan bahwa secara praktis, pen-
didikan bagi perempuan pada dasarnya tidak keluar
dari framework tugas-tugas domestik yang harus di-
emban dalam kehidupan rumah tangga yaitu menjadi
pendamping pasangan hidup. Agaknya hal itu bukan
dalam rangka pengembangan diri dalam sektor publik
atau aktualisasi diri sebagaimana yang diharapkan
banyak orang. Pendapat H. Sayuti Azis, Naib Amir
Ahmadiah Indonesia, dapat dijadikan contoh. Baginya,
pendidikan secara umum diperlukan tidak hanya da-
lam konteks bermasyarakat, melainkan juga dalam ru-
mah tangga. Dalam konteks ini, pendidikan bagi pe-
rempuan menjadi penting agar mereka tidak tertinggal
jauh dari laki-laki. Ujungnya, jika mereka tertinggal,
rumah tangga akan berjalan pincang. Di sinilah awal
timbul eksploitasi terhadap perempuan. Kalau setara
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dalam pendidikan dan pandangan, tambah Sayuti, ma-
ka suami akan menghormati istri. Karena itu, perem-
puan boleh mendapat pendidikan setara dengan laki-
laki, bahkan jika dia lebih mampu, ia lebih berhak
untuk mendapatkan dukungan dari keluarga.” Pan-
dangan tersebut, betapapun tidak dapat digeneralisir
begitu saja, membuktikan bahwa pada dasarnya ter-
dapat kecenderungan untuk mereduksi peran perem-
puan dalam tugas-tugas komplementer yang sifatnya
domestik.

Lain halnya ketika mereka mendeskripsikan pan-
dangan tentang peran perempuan dalam kegiatan dak-
wah dan penyiaran agama Islam. Yang dimaksud dak-
wah di sini adalah dakwah bi al-lisin atau menyampai-
kan ceramah agama di depan masyarakat umum, baik
laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan ormas Is-
lam secara prinsip tidak melarang kaum perempuan
untuk tampil sebagai penceramah. Lebih dari itu,
sebagaimana dinyatakan oleh Rohani, selain bercera-
mah, banyak pula aktivis perempuan Muslim yang
terlibat sebagai juru kampanye partai politik. Bahkan,
dalam beberapa kasus, jika yang tampil sebagai pen-
ceramah perempuan, jamaahnya lebih membludak dan
sebagian besarnya malahan adalah kaum laki-laki.

Pengalaman NW mempertegas posisi di atas. Pen-
diri Nahdlatul Wathan, Muhammad Zainuddin bin
Abdul Madjid, sebagaimana diceritakan oleh beberapa
murid senior, kerap kali mengajak putrinya, Hj. Rou-
hun Raihanun, tampil di depam umum. “Fotonya ada
kok,” ungkap Hindun mempertegas pernyataannya.
Kenyataan ini semakin memperkuat anggapan bahwa
kaum perempun memang bisa tampil sebagai pence-
ramah. Karena itu, dalam hal penyampaian dakwah
Islam, tambah Siti Maisaroh, kaum perempuan tidak
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bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan pengalaman
Persistri, “kaum perempuan biasanya sangat agresif
dalam berdakwah, tidak hanya di lingkungan ibu-iby,
tapi juga di masyarakat luas.”*

Hal yang sama juga ditemui dalam kegiatan-
kegiatan sosial, seperti pengembangan panti asuhan.
Jika diambil rata-rata, hampir semua ormas yang me-
ngelola panti asuhan menjadikan kaum perempuan
sebagai ujung tombak. Maksudnya, merekalah yang
merintis pendirian lembaga sosial ini, mencari dana,
dan menjalankannya. Hal tersebut dapat dilihat dari
program kerja Muslimat NW, al-Washliyah, Aisyiyah,
Muslimat NU, dan lain sebagainya. Pada titik ini,
agaknya dapat disimpulkan bahwa kebanyakan ormas
Islam di tanah air menganggap bahwa kegiatan meng-
ajar, dakwah dan socigl welfare sangat cocok dan se-
suai dengan watak kaum perempuan itu sendiri.

Kegiatan Ekonomi

Sebagai aspek yang penting dalam kehidupan, peran
perempuan dalam kegiatan ekonomi juga mendapat
perhatian yang besar dari ormas-ormas Islam di In-
donesia. Dan hampir semua ormas sependapat bah-
wa yang bertanggung jawab dalam pemenuhuan
masalah-masalah ekonomi keluarga adalah laki-laki
atau suami. Secara umum, ormas-ormas itu melihat
alasan normatif sebagaimana yang ada dalam Kitab
Suci bahwa laki-laki adalah pemimpin (gawwim) terha-
dap kaum perempuan. Hal itu dipahami bahwa laki-
laki harus mampu menjadi pemimpin, pengayom, ber-
tanggung jawab terhadap perempuan (istri) di mana
salah satu tugas pokok dari kepemimpinan, pertang-
gungjawaban, dan pengayoman tersebut adalah pem-
berian nafkah atau sumber penghidupan.
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Konsekuensi dari hal tersebut tentu saja dapat de-
ngan mudah dipahami. Bahwa karena kewajiban men-
cari nafkah ada pada laki-laki, sudah sewajarnya jika
warisan laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1.
Dan hal tersebut secara leksikal disebutkan dalam al-
Qur‘an yakni Stira al-Nisa: 11, bahwa laki-laki mem-
peroleh dua kali lipat dari perempuan. Bagi beberapa
ormas Islam, karena tugas laki-laki di masa mendatang
iebih berat lagi (yakni mencari nafkah untuk kaum
perempuan), maka menjadi wajar jika warisan yang
diterima lebih banyak dari kaum perempuan. Karena
itu, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut masih
sangat layak untuk diberlakukan di Indonesia. Seba-
liknya, mereka tidak setuju dengan gagasan reinter-
pretasi Munawir Sjadzali untuk mengubah porsi men-
jadi 1:1 atau malah 1:2, sesuai dengan kondisi dan
keadaan tertentu.”

Kembali ke pokok masalah. Sekali lagi dapat di-
ungkap bahwa sebagian besar aktivis ormas Islam
menganggap bahwa tulang punggung keluarga dalam
bidang ekonomi adalah laki-laki. Dalam konteks ini,
perempuan hanya menjadi pendamping atau peleng-
kap karena perempuan mempunyai tugas pokok se-
bagai ibu rumah tangga. Ruwaida Samsuardi mem-
pertegas persoalan itu. Menuruinya, sesuai kata al-
vijal gawwamting ‘ald al-nisi’ dalam Stra al-Nisa” 34,
laki-laki harus bertanggung jawab dalam persoalan
ekonomi keluarga. Namun, bagi Ruwaida, memang
tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam keadaan
tertentu, sang istri mengambil alih peran suami da-
lam bidang ekonomi ini. Dan jika hal ini terjadi, harus
ada komunikasi yang baik sehingga tidak timbul
masalah yang merugikan rumah tangga. la menyata-
kan:
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... [h]arus dibicarakan baik-baik, sehingga tidak menim-
bulkan rasa minder. Dalam hal ini yang penting ada-
lah keterbukaan. Jika ada masalah harus ada kompro-
mi. Apa yang dikehendaki laki-laki tidak harus ditu-
ruti. Begitu pula sebaliknya. Suami dilarang berbuat
semau-maunya. Kalau perintah suami tidak bertentang-
an dengan agama, maka wajib ditaati.®

Rohani menambahkan bahwa dalam rumah tangga,
kalaupun sang istri menjadi tulang pungung ekonomi
keluarga, ia tetap di bawah kepemimpinan laki-laki.
Laki-laki harus tetap menjadi pemimpin keluarga, wa-
lau kehidupannya lebih susah dan sederhana. Kalau-
pun sang istri mempunyai penghasilan besar (yang
melebihi suami), ia tetap harus menghormati suami-
nya, karena bagaimanapun ia tetap sebagai pengelola
rumah tangga, sementara suami adalah kepala rumah
tangga. Di Mekkah, Rohani memberikan ilustrasi, me-
mang laki-laki mengerjakan semua hal termasuk pergi
ke pasar, berdagang, dan seterusnya. Tugas istri ada-
lah melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak.
Kalau tidak bisa, ia boleh menyerahkannya kepada
pembantu. Selanjutnya, ia menyatakan:

Seorang istri bisa saja menolong suami karena pelba-
gal pertimbangan. Namun ia harus tetap menghormati
suaminya. Syarat menjadi mar’ah solehah (ai-mar’ah al-
shdlihah) adalah istri harus mematuhi suami, sepanjang
tidak bertentangan dengan agama. Perempuan sebe-
narnya banyak memiliki peran dalam pelbagai kehi-
dupan, baik di rumah tangga, masyarakat, maupun di
instansi-instansi pemerintahan. Perempuan harus mem-
punyai persiapan yang lebih matang lagi, dengan pelba-
gai keterampilan, pengetahuan dan pengalaman. Laki-
laki dan perempuan adalah partner, bukan rival %
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Menurut Fakhrurrazi, jika suami berhalangan untuk
bekerja, ia harus rela untuk mengerjakan pekerjaan
rumah, seperti menjaga anak dan sebagainya. Hanya
saja, istri tidak boleh sombong, lalu menganggap sua-
minya sebagai khaddam (pembantu) yang harus patuh
kepada kemauan tuan.? Selain itu, tambah Fatmawati,
Pengurus Pusat Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), da-
lam pengelolaan keuangan, perempuan tidak boleh
egois. Walau bagaimanapun suami harus dilibatkan,
meski uang itu dihasilkan oleh perempuan itu sendiri.
Ia harus mengutamakan kepentingan rumah tangga
di atas kepentingan diri sendiri.*

Lalu bagaimana jika suami masih sanggup melak-
sanakan kewajiban ekonominya tetapi sang istri tetap
ingin bekerja? Masih menurut Fatmawati, hal itu tentu
tidak menjadi persoalan. Sebab bisa saja perempuan
terlibat dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, ter-
masuk dalam bidang ekonomi. Perempuan yang be-
kerja akan memperoleh pengalaman dan wawasan
luas yang sangat diperlukan buat anak-anaknya dan
bahkan lingkungan sekitarnya. Jika suami melarang,
hal itu memang harus dipertimbangkan dan memiliki
alasan-alasan yang jelas. Bagi Fatmawati:

Kalau alasan [pelaranganjnya hanya bahwa [karena ia]
sebagai isteri, [kemudian] perempuan tidak boleh ke-
luar rumah, saya pikir suami terscbut tidak pernah
belajar. Kalau sudah begini, bagaimana ia bisa memim-
pin rumah tangga, jika wawasannya tidak luas.”

Huzaimah Tahido Yanggo memberikan alasan yang
lebih jelas, kenapa perempuan boleh bekerja di luar
rumah, termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut
Huzaimah, Stra al-Nahl: 97 yakni man ‘amila shalthan
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min dzakr aw untsd wa huwa mu'min falanuhyiyannahi
hayétan thayyibi (barang siapa yang mengerjakan amal
yang baik, laki-laki atau perempuan dalam keadaan
beriman, ia akan mendapatkan kehidupan yang ba-
hagia) harus diartikan secara luas, untuk semua pe-
kerjaan yang baik dan karir yang baik pula. Artinya,
boleh saja bagi perempuan untuk bekerja di luar ru-
mah dengan syarat sesuai dengan ketentuan Islam,
seperti tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan
mahramnya, tidak membuka aurat, dan mampu mem-
bagi waktu untuk rumah tangga.®

Hal yang sama diungkapkan oleh H. Sayuti Azis,
Naib Amir Ahmadiyah. Bagi Sayuti, seringkali karena
keadaan ekonomi, perempuan boleh mencari nafkah,
asal bisa menjaga kehormatannya. Tidak ada larangan
jika hal itu memang harus dilakukan. Namun, jika
perempuan tinggal di rumah dan mendidik anaknya
menjadi kader umat, hal tersebut tetap sangat lebih
baik.*

Lain halnya dengan pendapat Muhammad Ahmad,
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid-
Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) Makassar.
Dalam persoalan bermasyarakat, ungkapnya, keter-
libatan suami-istti memang harus didiskusikan dan
dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sebab karena itu
lembaga perkawinan itu ada. Jadi, ada hal-hal tertentu
yang bisa dan harus dibicarakan berdua. Kalau istri
ingin berkiprah di luar, termasuk ingin memperoleh
tambahan penghasilan, ini bisa dikategorikan sebagai
kegiatan bermasyarakat. Pokoknya, lanjut Muhamunad
Ahmad, dalam hubungan bermasyarakat keduanya ha-
rus mengutamakan musyawarah. Dalam hal ini, sua-
mi tidak bisa menentukan sendiri secara otoriter.”

Karena itu, sebagaimana ditambahkan oleh Chai-
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riah, keluarga harus mengutamakan perasaan saling
menghargai, bukan saling menguasai. Jika ada inisiatif
yang baik dari pihak mana pun, baik dari pihak laki-
laki maupun perempuan, keduanya harus saling
mengapresiasi. Kalau perempuan ingin bekerja dan
membantu ekonomi keluarga, dilihat dari sudut ini
tidak ada alasan bagi suami untuk melarang.”

Kegiatan Hukum dan Keagamaan

Apa yang dimaksud dengan kegiatan hukum dalam
penelitian ini adalah boleh-tidaknya perempuan men-
jadi saksi pidana, di sampirg menjadi hakim ketua.
Sementara untuk kegiatan keagamaan adalah boleh-
tidaknya perempuan menjadi imam shalat jamaah, di
mana makmumnya terdiri atas kaum laki-laki dan pe-
rempuan.

Dalam masalah hukum, semua responden yang ber-
asal dari ormas Islam membolehkan perempuan men-
jadi hakim. Sebab yang dipentingkan dalam masalah
ini adalah penguasaan dalam bidang hukum dan ke-
mampuan untuk menegakkan keadilan. Memang, se-
bagaimana dinyatakan Muiz Kabri, Ketua Umum
Pimpinan Pusat DD, ada yang berpendapat bahwa
untuk menjadi hakim harus laki-laki. Tapi, menurut-
nya, kalau ada perempuan yang mampu, hal itu tidak
masalah. Hal yang sama juga berlaku dalam hal per-
saksian. Hanya, memang, karena ada ketentuan dari
Hadits yang menyebutkan bahwa 2 (dua) saksi pe-
rempuan sama dengan 1 (satu) saksi laki-laki, keten-
tuan ini harus tetap diikuti.*

Dalam soal yang terakhir, Huzaimah Tahido Yanggo
berpendapat lain. Menurutnya saksi dalam ayat wa
isyhadn sydhidayn min rijalikum tidak harus dipahami
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bahwa saksi perempuan harus dua kali lipat dari saksi
laki-laki (atau satu laki-laki sama dengan dua perem-
puan), sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang.
Dengan mengutip Muhammad Syalthtit, Guru Besar
Universitas al-Azhar Kairo, Huzaimah berpendapat
bahwa kesaksian itu dalam muamalah (interaksi antara
manusia dengan manusia lainnya, seperti jual-beli),
supaya masing-masing merasa tenang. Dalam konteks
ini, biasanya orang akan kuat ingatannya terhadap
sesuatu yang menjadi profesinya. Pada umumnya
yang melakukan muamalah adalah laki-laki. Karena itu
satu orang laki-laki menjadi cukup. Perempuan di-
khawatirkan tidak kuat ingatannya karena banyak pe-
kerjaan lain di rumah. Namun sebaliknya, jika pe-
rempuan biasa mengerjakan dan mendalami masalah
tersebut, kesaksiannya berbanding terbalik. Artinya,
kesaksian satu perempuan sama dengan dua orang
taki-laki.*

Hal yang agak praktis disarankan secara pribadi
oleh Mulkani dari al-Washliyah Kalimantan Selatan
dalam melihat peran perempuan dalam persaksian.
Mulkani melihat bahwa sebaiknya perempuan menjadi
hakim untuk hal yang bersifat ringan. Sedangkan un-
tuk masalah berat, seperti pembunuhan, ia masih meng-
utamakan hakim laki-laki. Begitu pula, ia tidak berke-
beratan jika perempuan bisa menjadi hakim ketua. Lagi-
lagi ia menyatakan sebaiknya hakim ketua perempuan
itu mengurusi persoalan ringan-ringan saja. Namun ia
mengungkapkan bahwa ini belum menjadi wacana yang
berkembang dalam organisasinya. Al-Washliyah,
ungkap Mulkani, belum mengeluarkan fatwa dalam
masalah ini.*

Dalam masalah menjadi imam shalat, lebih jauh
menurut Mulkani, tidak ada halangan bagi perempuan
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dengan catatan bahwa yang menjadi makmum tidak
ada laki-laki. Jika ada makmum laki-laki, maka perem-
puan tidak boleh menjadi imam. Alasannya, yang di-
utamakan dalam shalat adalah kekhusyukan. Suara
perempuaan atau bentuk tubuhnya dianggap menjadi
penghalang dari kekhusyukan. Karenanya, hal itu dila-
rang.”

Menurut Chairiah, agama itu pada dasarnya tidak
memberatkan. Karena itu, jika dalam sebuah keluarga,
isteri lebih menguasai persoalan agama dan lebih fasih
dalam membaca ayat al-Qur’an, ia sebaiknya meng-
ajarkan terlebih dahulu kepada si suami, walaupun
hanya ayat-ayat pendek. Tetapi, laki-lakilah yang ber-
hak menjadi imam® Fakhrurrazi berpendapat lebih
tegas lagi. Menurutnya, perempuan tidak boleh men-
jadi imam, jika masih ada laki-laki yang menjadi mak-
mum. Memang, dalam al-Qur’an yang diutamakan
adalah agro’uhum dalam pengertian lebih fasih atau
lebih dalam pengetahuan agamanya. Hanya saja, harus
dicatat bahwa ayat tersebut berlaku untuk perban-
dingan dalam satu jenis kelamin. Di sini jelas bahwa
kata ganti yang dipakai adalah hum yang menunjuk-
kan kata ganti untuk laki-laki yang banyak.”

Namun Huzaimah berpendapat lain. Menurutnya,
perempuan dimungkinkan menjadi imam, walau mak-
mumnya adalah kebanyakan laki-laki. Setidak-tidak-
nya, menurut Huzaimah, ini dibolehkan oleh Imém
al-Thabari, Ibnu Hazmayn, dan Umm Dzanni (salah-
seorang murid Imam Syafi'l). Jadi mereka berbeda de-
ngan mayoritas ulama yang melarang perempuan un-
tuk menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki. Hanya
saja, lanjut Huzaimah, sebaiknya masyarakat Indone-
sia melihatnya dari segi ma’giil atau dalil rasio. Kalau
perempuan masih muda, cantik, merdu suaranya,
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tentu akan mengganggu kekhusukan shalat. Perem-
puan seperti ini tidak boleh menjadi imam shalat ja-
maah.*

Jabatan Politik atau Imamdh Kubra

Jabatan politik dalam konteks ini adalah posisi di ma-
na seseorang bisa menentukan kebijakan tertentu, de-
ngan tingkat otonomi yang tinggi. Biasanya, posisi
ini diperoleh oleh seseorang jika ia mempunyai jaba-
tan sebagai fop leader atau imamih kubrd (pemimpin
besar) di sebuah organisasi, baik yang bersifat sosial
kemasyarakatan maupun politik. Dikaitkan dengan
partisipasi publik perempuan, masalah ini menjadi re-
latif lebih kompleks. Setidak-tidaknya, persoalan ini
menimbulkan perbedaan pandangan (pro-kontra) tidak
hanya antar satu organisasi dengan organisasi lain,
melainkan juga antar aktivis dalam sebuah organisa-
si. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya,
mereka yang menolak kepemimpinan perempuan un-
tuk menduduki jabatan-jabatan politik strategis, se-
perti kepala negara, gubernur, atau bupati, salah sa-
tunya bersandarkan pada al-Qur’an yang berbunyi al-
rijal qawwdmiing ‘ald al-nisd’ dalam Sidra al-Nisa: 34
dan sebuah matan Hadits yang artinya “tidek akan
bahagia suatu kaum jika menyerahkan kepemimpinannya
kepada perempuan.”

Setiahati percaya bahwa berlandaskan pada ayat
dan ungkapan Hadits tersebut, perempuan memang
dibolehkan untuk menjadi pemimpin, tapi untuk kaum-
nya sendiri.* Menuruinya, tujuan Nahdlatul Wathan
membentuk Muslimat NW adalah agar perempuan bisa
memperoleh pendidikan, bisa maju, dan kemudi-
an mereka dapat memimpin para muslimat yang
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lain. Tapi ini bukan berarti memimpin kaum muslimin.
Dalam tradisi ini, sekalipun putri pendiri NW misal-
nya, ia tidak bisa menjadi pemimpin Nahdlatul Wathan
walaupun secara kapasitas memenuhi persyaratan.
Setiahati memberi contoh betapa tokoh perempuan
pintar seperti Rouhun Rathanun (Ketua Umum Mus-
limat NW) yang kepiawaian berpidato dan kemam-
puan menyampaikan materi pidato sangat mengagum-
kan, namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan
untuk membolehkannya memimpin lelaki. NW, seba-
gaimana dinyatakan oleh Setiahati, mempercayai bah-
wa Hadits tadi adalah sshih. Dan sebagai penganut
madzhab Imam Syafi’], Hadits tersebut merupakan pe-
rintah yang harus diikuti.

Pada persoalan yang real seperti pencalonan Me-
gawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI pada sidang
MPR tahun 2000 respon dari kalangan ormas Islam
juga tidak monolitik. Mulkani, contohnya, mengung-
kapkan bahwa pada saat itu al-Washliyah sempat me-
ngeluarkan fatwa pelarangan perempuan menjadi ke-
pala negara, atau struktur yang lebih bawah seperti
gubernur propinsi. Alasan yang dipakai oleh ormas
ini antara lain adalah ayat al-rijal qawwdmiina ‘ald al-
nisi’ tadi. Sebab bagi Mulkani, orang yang akan di-
pimpin dalam pemerintahan itu adalah tidak hanya
perempuan tapi juga laki-laki. Padahal berdasarkan
ayat itu, laki-laki adalah tulang punggung perempuan.
Jadi, jika sebuah jabatan mengharuskan adanya tulang
punggung, maka yang memimpin harus laki-laki. Mul-
kani mengambil contoh ketika ‘Aisyah memimpin Pe-
rang Unta, pada hakikatnya keikutsertaannya lebih
bersifat formalitas belaka sebagai sesepuh. Yang meng-
ambil kendali kepemimpinan adalah panglima perang
yang nota bene adalah laki-laki.*
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Fakhrurrazi juga memberikan alasan yang cukup
menarik tentang kepemimpian perempuan dalam ru-
ang publik. Ia mengatakan:

Perempuan bukan sama sekali tidak bisa memimpin
atau dilarang memimpin. Saya pikir Tuhan tidak mem-
batasi hal di atas. Nabi Muhammad sendiri bersabda
kullukum rd’in (setiap kamu adalah pemimpin}. Kata
“kum’ dalam ayat tersebut berarti kamu sekalian, baik
laki-laki atau perempuan. Jadi, tidak hanya untuk laki-
laki.”#

Dalam konteks ini, ungkap Fakhrurrazi, sudah jelas
sekali bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang
sama untuk menjadi pemimpin. Hanya saja, sebaiknya
laki-lakilah yang menjadi pemimpin publik. Sedangkan
untuk kepemimpinan yang lain, seperti pemimpin
sekolah, tentu tidak terlalu masalah jika dipegang oleh
perempuan. Hal ini juga ditemukan dalam Muham-
madiyah. Menuruinya, agak sulit bagi perempuan
untuk menjadi orang nomor satu dalam organisasi
ini. “Bukan tidak boleh, [tapi] mereka sudah mem-
punyai organisasi sendiri yang otonom.”*

Menurut Ketua Umum DDI Makassar, A. Muiz
Kabri, pihaknya tetap berpendirian bahwa laki-laki
gawwdmiing atas perempuan. Namun, dalam masalah
kenegaraan, DDI mempunyai dua pandangan. Ulama-
ulama tua menolak seorang perempuan menjadi pe-
mimpin atau presiden, tapi ulamna muda menerima
selama negara Indonesia bukan negara Islam.*

Sementara itu dalam mencermati ayat al-rijal gawwa-
milna ‘ald al-nisd’ Huzaimah Tahido Yanggo memiliki
pandangan yang berbeda. Baginya, ayat itu hanya di-
pahami dalam konteks rumah tangga, dan bukan da-

122



lam konteks yang luas seperti urusan berbangsa dan
bernegara. Sebab menurut Huzaimah, kelanjutan dari
ayat itu sebenarnya menyuruh laki-laki untuk mem-
berikan nafkah kepada perempuan. Kalaupun mau di-
tarik ke dalam perspektif yang luas bahwa laki-laki
yang disebutkan di dalam ayat di atas adalah mereka
yang mempunyai kelebihan. Jika dalam kondisi ter-
tentu perempuan yang mempunyai kelebihan, perem-
puan itulah yang berhak menyandang predikat sebagai
gawwimina.** Hal senada juga dinyatakan oleh Sekjen
DDI, Rahman Idrus. la mengungkapkarn:

Menurut saya kita harus menafsirkan ayat itu secara
luas dan melihat konteksnya, yaitu keluarga. Maksud-
nya suamilah yang menjadi kepala rumah tangga, bu-
kan dalam konteks kepala negara.¥

Hal yang sama diungkapkan oleh A. Muiz Kabri,
Ketua Umum DDI, sebagai berikut:

Mengenai kepemimpinan perempuarn, pada awalnya sa-
ya memang menganggap bahwa tidak bisa seorang pe-
rempuan menjadi presiden. Tapi belakangan ini saya
berpikir bisa saja perempuan menjadi presiden. Karena
bukan dia sendiri yang mengurusi negara. Presiden kan
mempunyai banyak staf-staf yang membantu dalam
mengurusi permasalahan negara.... Kata gawwirm dise-
butkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur’an. Ketiganya
bisa berarti penopang. Jadi dalam urusan rumah tang-
ga, laki-laki tidak bisa seenaknya memerintah istrinya.
Tapi harus bekerjasama satu sama lain. Jadi, gawwdma-
na tidak bisa diartikan sebagai pemimpin.®

Karena itu, dalam konteks Megawati sebagai
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Presiden, baik Rahman Idrus maupun Muiz Kabri me-
lihat bahwa selama ia memenuhi persyaratan itu, ia
diperbolehkan untuk menjadi pemimpin negara. Te-
tapi, sebagaimana yang ditambahkan oleh Muham-
mad Ahmad, dalam melihat masalah ini, harus juga
dilihat landasan Hadits dan faktor kemampuan yang
bersangkutan, terutama dari latar belakang pendidikan
formalnya. Ia mengatakan:

Bisa saja Megawati menjadi presiden, hanya memang
kalau menjadi kepala negara atau presiden kan ada
Hadilsnya yang mengatakan: “tidak beruntung suatu
kaum yang menjadikan perempuarn sebagai kepala ne-
gara.” Untuk Indonesia zaman sekarang ini ucapan
Nabi itu benar. Orang seperti Megawati itu tamatan
SMA mau dijadikan presiden. Dia tidak mempunyai
kewibawaan ilmu. Saya tidak bisa bayangkan, kalau
orang memimpin sebuah kabinet yang dipenuhi orang-
orang ahli, dia mau ngomong apa?®

Sedangkan, Anggota Dewan Syuro NU Sumatera
Utara, Ridwan Lubis, berpendapat bahwa sejak dulu
NU berpendirian bahwa perempuan bisa menjadi pre-
siden. Bagi Lubis, Sfira al-Nisa": 34 tersebut tidak bisa
dijadikan pegangan untuk melarang kepemimpinan
perempuan. Sebab, di samping perlu dipahami secara
kontekstual, masih banyak ayat lain yang justru men-
dorong perempuan menjadi pemimpin. Hal yang ter-
penting, agama adalah hal yang suci dan sakral.
Karena itu, kepentingan sesaat tidak boleh dikede-
pankan dalam menafsirkannya.® Pandangan Lubis ini
tampaknya cukup dominan di kalangan NU, sehingga
organisasi ini tetap konsisten terhadap pemikiran ini.
Walaupun begitu, harus juga disebutkan bahwa secara
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internal, beberapa kelompok dalam organisasi ini juga
ada yang melarang kepemimpinan perempuan, seba-
gaimana tersirat dari pernyataan KH. Mohammad
Zuhri, Ketua PWNU Jawa Tengah.>

Kontekstualisasi dalam memahami ayat al-Qur’an
perlu dipakai untuk memahami Hadits “tidak bahagia
suatu kaum jika dipimpin laki-laki.” Huzaimah Tahido
Yanggo menyatakan bahwa asbib al-wurid (sebab
turun) Hadits di atas bertalian dengan keputusan Ratu
Kisra, Penguasa Persia, yang mengangkat anak pe-
rempuannya menjadi ratu, padahal pada waktu itu ia
juga memiliki anak laki-laki, yang menurut cerita tidak
disukainya. Di samping itu, masih menurut Huzaimah,
Nabi Muhammad tidak melarang perempuan menjadi
pemimpin. Ia hanya mengatakan tidak bahagia suatu
kaum jika dipimpin oleh perempuan, apalagi kalau
didasarkan pada pilihan like and dislike, sebagaimana
kisah Ratu Kisra tadi. Lagi pula Hadits ini diriwayat-
kan oleh Abi Bakrah. Menurut riwayat, ia mengkam-
panyekan Hadits ini ketika terjadi pertikaian antara
‘Aisyah binti Abi Bakr dengan Ali Tbn Abi Thalib.
Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Abi Ba-
krah berusaha mencari muka di depan penguasa de-
ngan mengedepankan Hadits itu.>

Masih menurut Huzaimah, kesuksesan dan kegagal-
an sebuah negara tidak ditentukan oleh presiden pe-
rempuan atau laki-laki. Banyak negara yang hancur
saat dipimpin oleh presiden laki-laki, sebagaimana
juga banyak negara yang sukses saat dipimpin oleh
presiden perempuan. Karena itu, yang perlu ditekan-
kan adalah bukan laki-laki atau perempuan, melainkan
apakah calon presiden tersebut mempunyai kemam-
puan dan memenuhi persyaratan.®

Secara khusus memang harus diakui bahwa Majelis
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Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang ber-
kompeten, belum mendiskusikan hal tersebut. Dalam
Kongres Umat Islam (KUI) 1999, masalah ini masih
ikhtilaf (perbedaan pendapat). Satu pendapat menga-
takan secara mutlak tidak memperbolehkan, sementara
yang lain berkeyakinan sebaliknya walau dengan be-
berapa catatan dan syarat. Sebagaimana dimaklumi,
pada waktu Kongres itu, kaum perempuan yang men-
jadi formator hanya berjumdah 3 orang. Sementara se-
kian puluh lainnya dari laki-laki. Perdebatan tentang
hal tersebut dilaporkan berjalan sengit. Dan akhirnya,
Komisi Agama yang membidangi persoalan ini tidak
mengeluarkan keputusan final. Namun tiba-tiba Ko-
misi Politik memutuskan pelarangan perempuan men-
jadi calon presiden maupun wakil presiden. Keputusan
inilah yang diangkat dan kemudian ditanggapi oleh
Agil Siradj (tokoh NU) dan lain-lain. Mereka
‘menuduh’ anggota Komisi Agama bertindak diskri-
minatif terhadap perempuan. Padahal, keputusan itu
lahir bukan dari Komisi ini, tapi dari Komisi Politik.
Kembali ke Huzaimah. Ia, tanpa melihat siapa pun
figurnya (maksudnya, Megawali atau yang lain), ber-
pendapat bahwa perempuan memang dibolehkan
menjadi presiden.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi
pemimpin negara juga datang dari Ahmadiyah. Naib
Amir Ahmadiyah Indonesia, H. Sayuti Azis, meman-
dang tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-
laki, karena dalam pandangan Allah perbedaan itu
terletak pada ketakwaan seseorang. Tidak ada masalah
jika perempuan menjadi pimpinan negara. Hal ini,
menurut Sayuti, adalah juga keputusan Ahmadiyah
Pusat di London. Sebab, ketika terjadi pro-kontra ten-
tang boleh-tidaknya perempuan menjadi kepala ne-
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gara, Ahmadiyah Indonesia langsung meminta ‘fatwa’
dari London. Ternyata, pimpinan di sana tidak mem-
persoalkannya. Yang penting, ujar Sayuti, calon pre-
siden perempuan tadi memang benar-benar mem-
punyai kemampuan dan memenuhi persyaratan.*

Merambah Jalan Baru

Secara prinsip, pada dasarnya hampir semua ormas
Islam di Indonesia yang diwawancarai dalam peneli-
Han ini setuju untuk memberikan ruang bagi aktivis
perempuan untuk terlibat langsung dalam kegiatan-
kegiatan di wilayah publik, walau dengan derajat scope
dan syarat-syarat yang berbeda-beda. Mereka juga
memberikan keleluasaan yang cukup besar bagi pe-
rempuan untuk membentuk organisasi sendiri yang
otonom dan independen, sehingga lebih mudah un-
tuk melaksanakan kegiatan di wilayah publik. Pro-
gram pokok dari organisasi perempuan otonom ini
adalah antara lain dalam kegiatan pendidikan, dak-
wah, dan sosial. Dalam ketiga hal di atas, aktivis pe-
rempuan Indonesia memang bisa berkreasi penuh. Me-
reka tidak mendapatkan hambatan yang berarti, ke-
cuali bahwa mereka harus tetap mengingat rambu-
rambu, yakni seperti mengutamakan keluarga di ru-
mah. Hal ini, bagi ormas-ormas itu, sebenarnya juga
diterapkan pada organisasi yang didominasi oleh laki-
laki di mana mereka juga mendapatkan rambu seru-
pa. Meskipun kesibukan mereka dalam mencari naf-
kah keluarga tinggi, para laki-laki tetap saja diharus-
kan untuk mengingat keluarga, khususnya anak-anak.

Bagi beberapa ormas Islam, dorongan bagi perem-
puan untuk melakukan aktivitas publik di bidang pen-
didikan, dakwah, dan sosial terjadi karena, menurut
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mereka, bidang itulah yang paling sesuai dengan jiwa
dan watak kaum perempuan sendiri. Hal yang sama
juga terjadi dalam hal keterlibatan kaum perempuan
di wilayah hukum, terutama sebagai hakim ketua. Be-
tapapun ada perbeusan di sana-sini, namun secara
pragmatis dapat disimpulkan bahwa yang harus dite-
kankan dalam hal tersebut adalah kemampuan, bukan
masalah jenis kelamin perempuan atau laki-laki. De-
ngan demikian, ayat yang meletakkan ‘kesaksian seorang
laki-laki sama dengan kesaksian dua perempuan’ tidak se-
cara otomatis berarti perempuan lemah dan tidak bo-
leh beraktivitas di wilayah hukum.

Meski demikian, secara dilematis, beberapa ormas
Islam berpendapat bahwa ketentuan al-Qu’ran tersebut
di atas harus tetap diikuti sebagaimana adanya. Di
sini dapat dicatat bahwa hanya satu narasumber saja
yang dengan eksplisit memahami nash itu secara kon-
tekstual, yakni Huzaimah Tahido Yanggo, anggota Ko-
misi Fatwa MUL Ia berpendapat, kesaksian lelaki yang
mempunyai bobot seperti hal di atas adalah lelaki
yang memang bergelut di bidang yang menjadi kasus
hukum, sehingga betul-betul menguasai masalahnya.
Namun, jika perempuan yang bergelut di bidang ter-
sebut dan menguasai persoalan, maka kesaksian pe-
rempuan tadi bisa sebanding dengan kesaksian dua
laki-laki. Lagi-lagi, yang menjadi kata kunci dalam
masalah ini adalah penguasaan terhadap masalah,
bukan karena faktor laki-laki atau perempuan.

Pandangan yang sama juga terjadi dalam soal le-
galitas bagi kaum perempuan untuk menjadi imam
shalat jamaah yang di dalamnya ada kaum laki-laki.
Walau begitu, sebagaimana dalam kasus kesaksian
laki-laki dan perempuan, ada pula pendapat yang me-
nyebutkan bahwa beberapa ulama fikih terkemuka
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pernah membolehkan hal tersebut. Hanya saja, junthur
ulama (mayoritas ulama) memang menolak legalitas
mni.

Kesamaan pandangan juga terjadi dalam bidang
ekonomi. Pada hakikatnya, yang bertanggung jawab
dalam masalah ini adalah suami sebagaimana yang
mereka pahami dari Stira al-Nisd’ ayat 34. Hanya
sebagian kecil saja yang menyatakan bahwa perem-
puan bisa berkiprah di bidang ini, walau tanpa kon-
disi yang mendesak.

Dapat dikatakan bahwa kesamaan pandangan
ormas Islam dalam soal ketidakbolehan perempuan
menjadi imam, kesaksian berbanding 2:1 antara pe-
rempuan dan laki-laki, dan tanggung jawab suami da-
lam ekonomi keluarga itu terjadi karena responden
lebih mendasarkan pandangannya pada jumhur (ma-
yoritas ulama). Pendapat ini tersosialisasikan dan ter-
lembaga dengan baik melalui pengajian, ceramah, dan
lembaga pendidikan. Hal yang penuh dengan pro-
kontra adalah legalitas perempuan menjadi kepala ne-
gara atau jabatan politis yang mempunyai pengaruh
besar secara publik. Persoalan terakhir ini terus men-
jadi perdebatan publik sampai hari ini.

Perlu ditekankan pula bahwa perbedaan pandangan
tidak hanya terjadi antara satu organisasi dan organi-
sasi lain, tapi juga antara satu aktivis dan aktivis lain-
nya secara internal dalam organisasi yang sama, yang
pada ujungnya menciptakan pandangan minoritas dan
mayoritas. Misalnya, Fakhrurrazi, Wakil Ketua Majelis
Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Selatan berbeda
pendapat dengan Abu Su‘ud, Ketua Pengurus Wilayah
Muhammadiyah dari Jawa Tengah. Fakhrurrazi me-
nolak perempuan menjadi pemimpin sedangkan Abu
Su'ud membolehkan. Hal yang sama juga terjadi di
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Nahdlatul Ulama. KH. Mohammad Zuhri, Ketua
PWNU Jawa Tengah, menolak kepemumpinan perem.
puan, sementara Ridwan Lubis, anggot Majelis Syuro
NU Sumatera Utara, membolehkannya: Dalflm kasug
tertentu, kelompok yang berbeda biasanya tidak may
melakukan perdebatan secara terbuka yang diketahu;
publik. Ada kekhawatiran bahwa penggngkapan ma-
salah ini secara terbuka akan mex'umbulkan Ke-
khawatiran pada konstituen organisast yang bersang.
kutan dan menyebabkan perpecahan mterne'll.

Tapi kenapa mereka berbeda dalam melihat mas,.
lah yang sama? Dapat dikatakan bahwa bisa saja per-
bedaan ini tidak hanya disebabkan oleh cara ’Pandang
normatif yang berbeda (seperti card penafsn'ar} ayat
al-Qur’an) terhadap masalah yang $ama tetapl jugy
oleh situasi psikologis (seperti senioritas umur), letak
geografis (kota-desa), tingkat sosialisasi dan pemaham-
an terhadap masalah (tekstual dan kontekstual), dan
kondisi sosial-politik plus ekonomi-

Berdasarkan hasil penelitian di lapangary dapat di-
simpulkan bahwa perbedaan itu terjadi karena tiga
hal. Pertama, perbedaan antara kaum tua dan kaum
muda, sebagaimana secara eksplisit terlihat dari ung.
kapan Ketua Umum DPP DD, A. Muiz Kabri berda-
sarkan pengalaman organisasi yang berpusat di Ma.
kasar itu dalam hal kebolehan perempuan menjadj
kepala negara. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih
lanjut mengenai siapa yang dimaksud dan apa definis;
ulama muda dan ulama tua. Dapat diperkirakan ge-
benarnya yang dimaksud ulama tud adalah mereka
yang lahir di bawah tahun 1940-an, sedangkan ulama
muda lahir setelah masa itu. Lalu apa artinya? Sebg.
gaimana kita maklumi, generasi sebelum 'tahun 1950-
an adalah ‘generasi perjuangan’. Indonesia baru ber-
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diri, Konflik ada di mana-mana. Tingkat intensitas be-
lajar generasi bersangkutan rendah. Begitu pula in-
tensitas untuk mengakses berbagai corak pemikiran
dari luar yang sangat terbatas. Konsekuensinya adalah
wawasan yang cenderung harfiah dan ‘tidak cukup’
luas untuk masalah yang begitu cepat berubah. Biasa-
nya, orang-orang dari masa ini cenderung menyan-
darkan diri pada warisan ulama-ulama yang hidup
ratusan tahun sebelumnya dan menganggap apa yang
dikatakan oleh ulama-ulama itu sebagai sesuatu yang
bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Semen-
tara generasi yang lahir di atas 1950-an atau 1960-an
mengalami suatu kondisi di mana kehidupan politik
relatif stabil, ekonomi relatif baik, dan kesempatan be-
lajar lebih terbuka serta kemungkinan untuk mengak-
ses pemikiran yang berbeda juga lebih mudah. Karena
itu, wawasan mereka cenderung moderat, lebih luas
dan terbuka dalam memahami sebuah teks.

Kedua, tingkat pergaulan. Semakin luas tingkat per-
gaulan sebuah organisasi Islam, semakin terbuka pula
pemahamannya terhadap satu masalah tertentu. Hal
ini tercermin dari kasus Ahmadiyah Indonesia. Ketika
terjadi perdebatan apakah perempuan bisa tampil se-
bagai kepala negara, beberapa pengurus organisasi ini
langsung mencari tahu dan berdiskusi dengan kolega
mereka yang ada di luar negeri, khususnya di kantor
pusat London. Dari sana, mereka mendapatkan pene-
gasan apa yang menjadi mainstreamt pemikiran atas
masalah tersebut. Kasus ini menjelaskan bahwa se-
makin luas pergaulan dan aktivitas sebuah organisasi
dengan dunia luar, termasuk dengan pemikiran dari
luar, pemahaman akan satu masalah juga semakin
tinggi. Di sini, berbagai cara pandang dibandingkan,
untuk memperoleh sebuah pemahaman yang sesuai
dengan kondisi zaman.
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Sementara itu, aktivis yang tidak bergaul dengan
dunia luar cenderung memahami satu masalah secara
harfiah dengan cara melihat yang juga biasanya sem-
pit. Karena itu, mereka tidak mau ‘belajar’ untuk
membandingkan beberapa cara pandang. Dalam kon-
teks wacana kesetaraan jender, pernyataan Hindun,
aktivis Muslimat NW, dapat dijadikan contoh. Menu-
rutnya, ia dan beberapa kawannya memperoleh pe-
mahaman baru dalam masalah tersebut, setelah meng-
ikuti pelatihan jender di Pusat Pengembangan Pesan-
tren dan Masyarakat (P3M), Jakarta. Sayang sekali, ia
belum bisa menyampaikan tafsir baru ini di ling-
kungannya karena khawatir akan menimbulkan gun-
cangan yang kontra-produktif. Ja memilih menyam-
paikan secara pelan-pelan dan persuasif. Kekhawatiran
yang diungkap Hindun ini barangkali dapat dipahami.
Sebab, argumen yang dibangun oleh para tokoh muda
ini didasarkan pada rujukan baru dari ulama modern
dan tokoh feminis seperti Fatimah Mernisi. Sementara
di tempat asal mereka, rujukan yang mengakar yang
digunakan para tokoh tua adalah karya ulama-ulama
tafsir atau fikih dari zaman klasik. Barangkali di masa
mendatang pengembangan pemikiran kesetaraan jen-
der perlu mencari rujukan dari ulama klasik. Dan de-
ngan cara ini, para aktivis muda akan lebih leluasa
untuk mengembangkan gagasannya. Masalahnya ke-
mudian adalah apakah memang ulama klasik itu juga
mempunyai pandangan yang progresif untuk hal ter-
sebut.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua faktor tadi
adalah tingkat pemahaman. Semakin dalam interaksi
seseorang terhadap teks-teks yang berbeda, semakin
besar pula pemahamannya terhadap wacana yang di-
perbincangkan. Secara lebih khusus, dalam kasus argu-

132



men kesetaraan jender, hal ini tampak pada pemikiran
Huzaimah Tahido Yanggo. Anggota Komisi Fatwa
MUI ini juga adalah Guru Besar Fakultas Syariah Uni-
versitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ci-
putat. Ia sangat menguasai literatur klasik, di samping
pemikiran modern. Karena penguasaan itu, ia mampu
menghadirkan pemahaman baru, berdasarkan se-
mangat keagamaan yang normatif dan keilmuan yang
luas. Huzaimah mampu menjelaskan latar belakang
historis secara pasti turunnya sebuah ayat al-Qur’an
{asbab al-nuziil) atau Hadits (asbdb al-wuriid) dan mem-
bandingkannya dengan latar belakang kekinian. Da-
lam masalah yang menjadi concern penelitian ini, Hu-
zaimah mampu memberikan alasan-alasan religius, ter-
masuk membongkar pemahaman yang tidak sesuai
dengan semangat dasar sebuah teks suci. Oleh karena
itu, bisa diasumsikan bahwa jika pemahaman seperti
ini berkembang luas di kalangan masyarakat Indone-
sia, khususnya mereka yang tidak sempat belajar pen-
didikan agama Islam secara khusus, maka kontroversi
mengenai kesetaraan jender, khususnya apakah pe-
rempuan bisa menjadi kepala negara, tidak akan ‘se-
panas’ seperti yang terjadi selama ini.

Ketiga faktor di atas menjelaskan bahwa harapan
berkembangnya pemikiran kesetaraan jender di Indo-
nesia, khususnya di kalangan organisasi Islam masih
sangat terbuka luas. Hanya saja, untuk mengakselerasi
perkembangannya, pemahaman mengenai kesetaraan
jender yang berdasarkan kepada teks suci perlu dike-
mas lebih mudah dan menarik, baik melalui media
cetak, media elektronik, ataupun melalui buku-buku
sederhana. Selama ini, buku mengenai persoalan di
atas hanya bisa diakses oleh kaum terpelajar.
Masyarakat desa di kampung-kampung atau masyara-
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kat awam menengah ke bawah, tidak bisa ‘menikmat’
dengan baik.

Sementara itu, sebagai agen dari pengembangan pe-
mahaman tadi, para aktivis ormas Islam yang dikate-
gorikan sebagai ‘ulama muda’ yang mempunyai pe-
mahaman agama yang mendalam dan pergaulan in-
telektual luas, diharapkan mampu merambah jalan
baru untuk perkembangan pemikiran kesetaraan jen-
der di ‘kawasan hutan’ yang penuh dengan larangan
dan hambatan. Pekerjaan ini akan lebih mulus lagi,
jika para ‘agen perubahan’ tadi menjadi tokoh sentral
di sebuah organisasi. Karena, harus diakui bahwa se-
bagian besar konstituen organisasi Islam Indonesia ma-
sih menempatkan tokoh utama organisasi sebagai pa-
nutan dalam pemikiran dan tindakan mereka. Seti-
daknya, seorang tokoh mempunyai peranan besar da-
lam memuluskan sebuah gagasan di kalangan ma-
syarakat luas, khususnya di kalangan konstituennya
sendiri.

Harus dicatat pula bahwa secara kuantitas, jumlah
perempuan di Indonesia jauh lebih banyak daripada
kaum laki-laki, yaitu sekitar 52 persen. Karena itu,
pelbagai perubahan, pembaruan, bahkan juga pem-
bangunan yang akan dikembangkan tidak akan ber-
hasil jika tidak melibatkan kaum perempuan. Untuk
itu partisipasi aktif dari kaum perempuan dalam
membangun negara ini harus diutamakan. Caranya
adalah salah satunya dengan menghilangkan hambat-
an-hambatan normatif historis termasuk di dalamnya
hambatan yang berasal dari tafsir teks suci keagamaan
yang sempit.

Dengan demikian, kompetisi yang akan terjadi di
Indonesia adalah kompetisi yang sehat, berdasarkan
kualitas. Jika kita ingin mendapatkan kepala negara,
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gubernur, maupun bupati yang handal, maka semua
warga negara harus mendapatkan hak yang sama un-
tuk memperolehnya. Jika hambatan-hambatan struk-
tural dan historis itu terus dikembangkan, misalnya
perempuan dibatasi untuk aktif dalam wilayah publik,
maka kader handal yang mungkin terbaik untuk me-
nyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara men-
jadi tersingkir. Sebab, bisa jadi kader handal itu berasal
dari kaum perempuan.

Namun, diakui, hal ini bukanlah sesuatu yang mu-
dah, sebab gagasan patriarkhal peran perempuan su-
dah jauh lebih lama berkembang di kalangan masya-
rakat. Akar budaya patriakhal ini begitu kokoh ber-
akar ke bawah, berkat adanya “sakralisasi” melalui
kitab kuning. Salah satunya adalah berkat ‘jasa’ kitab-
kitab ‘Ugfid al-Lujjayn yang melanggengkan dominasi
laki-laki atas perempuan, baik di wilayah domestik
maupun di wilayah privat.

Namun begitu, bukan berarti kitab-kitab ini tidak
memiliki ‘kearifan’ tersendiri. Mungkin pada masanya,
kitab-kitab ini layak untuk pegangan utama, tetapi
menjadi anachronism jika ada anggapan bahwa apa
yang diajarkan dalam kitab itu adalah sesuatu yang
mutlak dan sahih diterapkan pada setiap kurun ke-
hidupan manusia. Kitab-kitab itu merupakan respon
para penulis untuk zamannya. Ia bukanlah sesuatu
yang suci, yang harus diusung sampai kapan pun.
Harus ada ‘kearifan’ baru dalam melihat relasi pe-
rempuan dan laki-laki yang sesuai dengan masa se-
karang, Para aktivis perempuan dan kesetaraan jender
juga harus belajar dari sejarah masa lalu dan sejarah
orang-orang sebelumnya. Sebab, kesalahan dalam
mensosialisasikan gagasan ini bisa membangkitkan se-
mangat untuk status guo, tetap mempertahankan
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praktik kehidupan patriarkhal, melalui pelbagai cara
yang memungkinkan, termasuk mencap feminisme
sebagai gagasan dari Barat yang merusak [slam.
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Catatan

1.

10.

11.

Salah satu kitab dengan contoh-contoh al-Hadits yang ‘me-
marginalkan’ kaum perempuan, lihat kitab ‘Ugiid al-Lujjayn
fi Bayan Hugig al-Zawjayn karya Mubammad 'Umar al-
Nawawi yang banyak dipakai di pesantren-pesantren tradi-
sional di Indonesia. Salah satu contoh al-Hadits yang dike-
mukakan dalam kitab ini adalah: “Seandainya seorang istri
menjadikan seluruh malamiya wntuk beribadalt dan sayangnya
berpuasa, sementara suantinya mengajak dia tidur (bersebubult)
tetapi ia terlambat sebentar memenuhi ajakannya, maka kelak di
hari kiamat ia datang dalam keadaan terantai dan terbelenggu,
serta in dikumpulkan bersama sctan di tempat yang paling
bawah.”

Wawancara dengan KH. Mohammad Zuhri (Ketua Syuriah
PWNU Jawa Tengah) di Semarang 27 Maret 2000.

Wardah Bafidz, MA, “Feminisme Sebagai Budaya Tanding-
an,” dalam Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas
Peran Sosial Kaum Perempuan, (Bandung: Pustaka Flidayah,
1997).

Drs. Didin Syafruddin, MA, “Argumen Supremasi Laki-laki
atas Perempuan Penafsiran Klasik Q5 Al-Nisd’ /4:34, Jurnal
Utumud Qur'an, Edisi Khusus No. 5-6, Tahun 1994, hal 5-6.
Wawancara dengan Dedi Ismatullah (Sekjen PB PUI} di
Bandung 3 Maret 2000

Seksualitas adalah hal yang berkaitan dengan biologis laki-
laki dan perempuan, baik berkenaan dengan komposisi ki-
mia, hormon, anatomi tubuh, reproduksi, maupun karakter-
istik biologis lainnya. Sedangkan jender lebih banyak ber-
urusan dengan aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek
non-ideologis lainnya. Lihat Nasaruddin Umar, Argumen
Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'dn, (Jakarta : Paramadina,
1999), hal. 33- 37.

E Ivan Nye, Role Structure and Analysis of the Family, (Cali-
fornia & London: Sage Library of Social Research, 1976},
hal. 16.

Wawancara dengan Hindun (Aktivis Muslimat NW) di Ma-
taram 17 Juni 2000.

Wawancara dengan Jamain Rifti di Padang 6 November
1995.

Wawancara dengan Jamain Rifti di Padang 6 November
1999.

Wawancara dengan Hindun di Mataram 17 Juni 2000.
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12.
13.

14,

15.

l6.

17.

18,

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Wawancara dengan Setiahati di Mataram, 15 Juni 2000.
Wawancara dengan Muhammad Nasikhuddin Badri (Sekre-
taris I PBNW) di Mataram 15 Juni 2000.

Wawancara dengan Ruwaida Samsuardi di Banjarmasin 2
April 2000.

Wawancara dengan Dra. Chairiah di Banjarmasin 31 Maret
2000.

Wawancara dengan Hindun {Aktivis Muslimat NW) di Ma-
taram 17 Juni 2000.

Wawancara dengan Drs. Fakhrurrazi, LC (Wakil Ketua Ma-
jelis Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin) di Banjarmasin 21
Maret 2000.

Wawancara dengan Drs. Fakhrurrazi, LC (Wakil Ketua Ma-
jelis Tarjth Muhamunadiyah Banjarmasin) di Banjarmasin 21
Maret 2000,

Wawancara dengan Muhammad Nasikhuddin Badri {Sekre-
taris I PBNW) di Mataram 15 juni 2000.

Wawancara dengan 5iti Maisaroh A. Zakaria (Sekretaris
Umum Persishi) di Bandung 18 Maret 2000.

Wawancara dengan H. Rohani (Ketua Umum Muslimat al-
Jam‘iyahl al-Washliyah Kalimantan Selatan) di Banjarmasin
28 Maret 2000.

Wawancara dengan H. Sayuti Azis (Naib Amir Ahmadiyah
Indonesia) di Jakarta 18 April 2000.

Wawancara dengan Hindun {Aktivis Muslimat NW) di Ma-
taram 17 Juni 2000.

Munawir mendasarkan analisisnya pada kondisi masyarakat
Solo di mana kaum perempuan aktif dalam membantu
ekonomi keluarga. Lihat pandangan komprehensif Munawir
Sjadzali tentang hal tersebut dalam bukunya Reaktualisasi
Islam di Indonesia, {Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986). Menang-
gapi pandangan Munawir, Huzaimah Tahido Yanggo me-
nyatakan bahwa al-Qur’dn berlaku dan ditujukan kepada
umat manusia secara universal. Jika ada kasus-kasus terten-
tu, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga (seperti
dalam kasus warsi ini), harus dicarikan jalan keluar lain
yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Misalnya, meng-
hibahkan hartanya semasa hidup secara rata, baru sisanya
menjadi warisan dan berlaku hukum waris Islam sebagai-
mana ditetapkan al-Qur’dn. Dalam kehidupan nyata, ung-
kap Huzaimah, beberapa kasus menunjukkan ada keluarga
di mana laki-laki malah tidak mau menerima harta warisan.
Jadi, semuanya diserahkan kepada perempuan. Tapi, dalam
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25,
26.

27,

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

pembagian warisan tetap harus mengikuti aturan yang ber-
laku. Apakah setelah menerima dihibahkan kepada si pe-
rempuan, itu merupakan persoalan lain. Wawancara de-
ngan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di Jakarta 12 April
2000.

Wawancara Ruwaida Samsuardi di Banjarmasin 2 April 2000.
Wawanncara dengan H. Rohani (Ketua Umum Muslimat al-
Jam'iyahl al-Washliyah Kalimantan Selatan) di Banjarmasin
28 Maret 2000.

Wawancara dengan Drs. Fachrurrazi, LC (Wakil Ketua Ma-
jelis Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin) di Banjarmasin 21
Maret 2000.

Wawancara dengan Fatmawati (Pengurus DPP DDI) di
Makassar 12 Februari 2000.

Wawancara dengan Fatmawati {Pengurus DPP DDI} di
Makassar 12 Februari 2000.

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000

Wawancara dengan H. Sayuti Azis (Naib Amir Ahmadiyah
Indonesia) di Jakarta 18 April 2000.

Wawancara dengan Muhammad Ahmad di Makassar 6 Feb-
ruari 2000.

Wawancara dengan Dra. Chairiah di Banjarmasin 31 Maret
2000.

Wawancara dengan A. Muiz Kabri di Makassar 6 Februari
2000,

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000.

Wawancara dengan Drs. H. Mulkani di Banjarmasin 25
Maret 2000.

Wawancara dengan Drs. H. Mulkani di Banjarmasin 25
Maret 2000.

Wawancara dengan Dra. Chairiah di Banjarmasin 31 Maret
2000.

Wawancara dengan Drs. Fakhrurrazi, LC (Wakil Ketua Ma-
jelis Tarjth Muhammadiyah Banjarmasin) di Banjarmasin 21
Maret 2000.

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000.

Wawancara dengan Setiahati (Ketua 11 Muslimat Nahdlatul
Wathon) di Mataram, 15 Juni 2000,

Wawancara dengan Drs. H. Mulkani di Banjarmasin 25
Maret 2000.
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43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52,

53.

54.

55.

Wawancara dengan Drs. Fakhrurrazi, LC (Wakil Ketua Ma-
jelis Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin) di Banjarmasin 21
Maret 2000.

Wawancara dengan Drs. Fakhrorrazi, LC (Wakil Ketua Ma-
jelis Tarjih Muhammadiyah Banjarmasin} di Banjarmasin 21
Maret 2000.

Wawancara dengan A. Muiz Kabri di Makassac 6 Februari
2000.

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000.

Wawancara dengan Rahman Idrus (Sekretaris Jenderal DDI)
di Makassar 6 Februari 2000.

Wawancara dengan A. Muiz Kabri di Makassar, 6 Februari
2000.

Wawancara dengan Muhammad Ahmad di Makassar 6 Fe-
bruari 2000.

"NU Tak Pernah Larang Perempuan Jadi Presiden,” Kompas
9 Maret 2001.

Wawancara dengan KH. Mohammad Zuhri (Ketua Syuriah
Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah) di Semarang 27 Maret
2000

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000,

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000.

Wawancara dengan H. Sayuti Azis (Naib Amir Ahmadiyah
Indonesia) di Jakarta 18 April 2000.

Wawancara dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo di
Jakarta 12 April 2000.
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Isu Jender dan Jawaban
Ormas Islam HI:

HAK-HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN

Sejak muncul konsep pengkategorian kerja, baik da-
lam literatur-literatur studi perempuan maupun ilmu-
ilmu sosial pada umumnya, dikotomi antara kerja pro-
duksi dan kerja reproduksi mulai dikenal. Terdapat
pandangan yang merata di kalangan para ahli ilmu-
ilmu sosial bahwa dalam setiap masyarakat selalu ter-
dapat dua jenis pembagian kerja. Pertama, kerja pro-
duksi, yang menghasilkan sesuatu dan yang berguna
bagi kelangsungan hidup anggotanya. Kedua, kerja re-
produksi yang secara harfiah berarti menggantikan
apa yang sudah habis atau hilang, untuk kelestarian
sistemn atau struktur yang bersangkutan. Lebih jauh,
kerja reproduksi bahkan sering diasosiasikan dengan
kelestarian eksistensi manusia itu sendiri.

Ratna Saptari dan Brigitte Holzer memberikan gam-
baran mengenai kedua konsep tersebut.! Menurut me-
reka, kerja yang tidak langsung menghasilkan sesuatu
seperti pengasuhan anak, pelayanan terhadap anggota
rumah tangga, menjahit, atau mencuci piring biasanya
dimasukkan dalam ketegori kerja reproduksi. Meski-
pun demikian, secara tegas mereka segera menyatakan
bahwa kerja-kerja reproduksi itu tidak hanya sebatas
itu. Bagi Saptari dan Holzer, kerja-kerja reproduksi
juga meliputi usaha-usaha yang diarahkan untuk
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menjamin kelestarian struktur sosial seperti upacara-
upacara siklus hidup atau kegiatan sosial dalam ko-
munitas.

Berdasarkan itu, dalam literatur studi perempuan,
kerja reproduksi kemudian dibedakan menjadi bebe-
rapa, yaitu reproduksi biclogis (melahirkan anak), re-
produksi tenaga kerja (sosialisasi dan pengasuhan),
dan reproduksi sosial (proses produksi dan pelestarian
hubungan produksi dan struktur- sosial). Meskipun pa-
da hakikatnya kerja perempuan sering hanya dikaitkan
dengan dua bentuk kerja reproduksi yang pertama,
yaitu reproduksi biologis dan pengasuhan, penting di-
tegaskan bahwa perempuan juga memainkan peranan
penting dalam kerja-kerja reproduksi sosial seperti me-
lestarikan status keluarga dan kegiatan-kegiatan ko-
munitas.

Lepas dari jenis-jenis kerja reproduksi, yang secara
keseluruhan memainkan peran penting dalam menjaga
kelestarian kehidupan sosial, pengkategorian kerja
menjadi kerja produksi dan kerja reproduksi yang pa-
da mulanya bersifat netral, pada perkembanganya
mengalami bigs terutama disebabkan oleh demikikan
kuat dan dominannya ideologi patriakhi. Ini pada gi-
lirannya menimbulkan jmplikasi lain terutama berkait-
an dengan konstruksi relasi jender dalam realitas ke-
hidupan masyarakat. Kerja reproduksi yang tidak se-
cara langsung membuahkan materi (ekonomi), kemu-
dian sering dipandang lebih rendah secara sosial di-
bandingkan dengan kerja produksi yang memang se-
cara langsung membawa peningkatan ekonomi.

Terjadinya bias itu tentu saja terkait erat dengan
konsep pembagian kerja secara seksual. Sebagaimana
diungkapkan oleh Arief Budiman, pembagian ketja se-
cara seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat di-
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lihat dari dua perspektif, yaitu teori nature dan nur-
ture?2 Dalam teori nature diungkapkan bahwa konsep
pembagian kerja secara seksual dimana laki-laki kerja
di sektor publik dan perempuan di sektor domestik
merupakan sesuatu yang alamiah dan taken for granted.
Sementara teori nurture memandang konsep sedemi-
kian itu merupakan hasil dari konstruksi sosial yang
berlangsung lama. Kebanyakan masyarakat meman-
dang pembagian kerja itu dengan menggunakan
perspektif teori nature: sudah semestinya laki-laki be-
kerja di sektor publik yang bersifat produktif dan pe-
rempuan bekerja di sektor domestik yang bersifat re-
produktif. Pembagian kerja yang mestinya hanya
bersifat fungsional itu, ternyata membawa implikasi
ke dalam bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Ka-
rena aklivitasnya yang terbatas pada sektor domestik,
perempuan secara sosial kemudian diposisikan lebih
rendah dibandingkan dengan laki-laki. Inilah yang
pada gilirannya mendorong terjadinya proses margi-
nalisasi perempuan dalam kehidupan sosial. Dipan-
dang dari perspektif kesetaraan relasi jender, yang
menjadi tema utama gerakan perempuan, proses-pro-
ses sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk
ketidakadilan terhadap perempuan.

Marginalisasi perempuan dalam kehidupan sosial
itu secara umum muncul dalam dua tingkat. Pertama,
muncul dalam bentuk pandangan bahwa kerja perem-
puan itu hanya terbatas pada sektor domestik dengan
jenis kerja yang melulu reproduktif. Pandangan yang
bersumber dari dominannya ideologi patriarkhi (male
dominated culture) ini merupakan salah satu bentuk
struktur sosial yang secara eksplisit membatasi aktivi-
tas perempuan. Masyarakat kemudian memandang
“aneh” atau “tabu” jika menjumpai perempuan yang
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luar biasa aktf di sektor publik. Kedua, muncul dalam
bentuk pengabaian, atau minimal rendahnya apresiasi,
terhadap hak-hak perempuan berkaitan dengan kerja
reproduksi biologis yang mereka emban. Tugas-tugas
reproduksi itu terkadang bahkan dijadikan sebagai
handicap bagi perempuan untuk secara intens terlibat
dalam kerja-kerja di sektor publik. Hak-hak perem-
puan berkaitan dengan menstruasi, hamil, melahirkan,
dan menyusui, seringkali diabaikan pada saat perem-
puan terlibat dalam kerja-kerja produksi. Kedua ting-
kat marginalisasi itu pada perkembangannya, secara
bersama-sama, semakin mendistorsi peran perempuan
dalam kehidupan publik.

Masalah-masalah vang berkaitan dengan hak-hak
reproduksi perempuan itulah yang akan dibahas pada
bagian ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih
terfokus, di samping membicarakan masalah hak-hak
reproduksi perempuan dalam Islam dari sudut pan-
dang normatif, bagian ini terutama akan melihat dan
berusaha menggambarkan persepsi yang berkembang
di kalangan masyarakat Muslim Indonesia mengenai
hak-hak reproduksi perempuan, khususnya yang ber-
kembang di lingkungan ormas-ormas Islam.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detil, ba-
gian ini mengambil batasan pada beberapa wilayah
reproduksi, yaitu wilayah reproduksi biologis (mela-
hirkan anak) dan reproduksi tenaga kerja (sosialisasi
dan pengasuhan). Pilihan ini didasarkan pada bebe-
rapa pertimbangan. Antara lain, pertama, deskripsi
yang diberikan oleh Masdar F. Mas'udi tentang hak-
hak reproduksi perempuan. Menurut Mas'udi, hak-
hak reproduksi perempuan itu meliputi wilayah-wi-
layah: memilih pasangan, menikmati hubungan seks,
memiliki keturunan, menentukan kehamilan (repro-
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duksi biologis); merawat anak, cuti reproduksi (re-
produksi tenaga kerja), dan menceraikan pasangan.
Kedua, wilayah-wilayah itu sangat jarang dibicarakan,
bahkan dipandang tabu, khususnya di lingkungan
ormas-ormas Istam Indonesia, sehingga kasus-kasus
perampasan hak dalam wilayah ini seringkali tidak
muncul ke ruang publik. Ketiga, wilayah itu belakang-
an ini menyedot banyak perhatian berbagai kalangan
dalam pembicaraan tentang hak-hak reproduksi pe-
rempuan. Tidak hanya itu, wilayah-wilayah itu juga
telah menjadi sasaran dalam program-program kese-
taraan jender.?

Bagian ini akan mendeskripsikan persepsi ormas-
ormas Islam tentang hak-hak reproduksi perempuan
dalam Islam. Pada bagian pertama akan dibahas me-
ngenai hak-hak reproduksi dalam doktrin Islam. Hal
penting untuk memberikan konteks dan latar belakang
wacana jender di kalangan ormas-ormas Islam Indo-
nesia. Selanjutnya bagian kedua membicarakan hak-
hak reproduksi perempuan sebagaimana direalisasikan
dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, khusus-
nya yang aktif dalam ormas Islam yang menjadi sa-
saran penelitian. Bagian ketiga, menggambarkan
usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan masyarakat
Muslim sendiri dalam mentransformasikan paham ke-
agamaan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi,
terutama dalam bentuk kegiatan diskusi, gerakan pe-
nyadaran, dan advokasi yang dilakukan oleh ormas-
ormas Islam.

Dalam studi-studi Islam memang dikenal pende-
katan yang membedakan antara pendekatan normatif
dan historis. Pendekatan normatif, sesuai dengan isti-
lah yang dipergunakan itu, cenderung mendekati
objek kajiannya melutu dari sudut pandang doktrin.
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Oleh karena itu, pendekatan ini akan menghasilkan
deskripsi yang bercorak ideal. Pendekatan seperti ini
bukan hanya tidak lengkap; lebih dari itu juga sering
mengabaikan realitas dinamis masyarakat. Untuk men-
dapatkan gambaran yang relatif memadai, pendekatan
normatif harus dilengkapi dengan pendekatan historis.

Hak-hak Reproduksi dalam Islam:
Sudut Pandang Normatif

Islam seringkali dipersepsi sebagai agama yang ku-
rang memberikan perhatian terhadap hak-hak repro-
duksi perempuan. Agama ini sering dikesankan ha-
nya memposisikan tugas-tugas reproduksi kaum pe-
rempuan sebagai kewajiban, dan tidak menyinggung
hak-hak yang melekat pada tugas-tugas reproduksi
itu. Perempuan, sejalan dengan fungsi reproduktif
yang dimilikinya, mempunyai tugas mengandung
anak (al-hamalah), melahirkan (al-wilddak), menyusui
(al-radld’ah), mengasuhnya (tarbiyah al-athfil), dan bebe-
rapa hal lain yang berkaitan. Tugas-tugas ini sering
dikesankan sebagai kewajiban perempuan, sementara
pada saat bersamaan hak-hak yang terkait dengan
fungsi-fungsi reproduktif tersebut sering diabaikan.
Tidak hanya itu, bertolak dari penafsiran-penafsiran
konvensional yang berada dalam koridor ortodoksi,
sebagian kaum Muslimin masih memandang bahwa
memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memi-
liki keturunan, menentukan kehamilan, cuti reproduk-
si, dan menceraikan pasangan tidak sepenuhnya mut-
lak melekat pada diri perempuan; sebaliknya kendali
justru lebih banyak berada di tangan laki-laki. Masih
terdapat opini yang cukup kuat bahwa tugas utama
perempuan, khususnya berkaitan dengan tugasnya se-
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bagai istri, adalah melayani suami tanpa reserve. “Ke-
taatan mutlak kepada suami akan dijanjikan surga,
sedangkan pembangkangan atasnya diancam api ne-
raka,” demikian bunyi sebuah ungkapan yang sering
dikutip untuk mendukung opini di atas. Oleh karena
itu, tak jarang muncul kesan bahwa Islam adalah aga-
ma yang misoginis: agama yang membenci dan me-
mandang rendah perempuan.

Salah satu landasan paling penting dan populer di
kalangan kaum Muslimin berkenaan dengan dominasi
laki-laki atas perempuan dalam kehidupan rumah
tangga, tak jarang bahkan termasuk kehidupan politik
dan sosial, adalah ayat al-Qur’dn dalam Sira al-Nisa”:
34. Dalam ayat tersebut dikatakan:

Kaum laki-laki adalah qawwamun (pemimpin) bagi kaum
perempuan, oleh karena itu Allah ielah melebikan sebagian
mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mere-
ka {laki-laki} telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri saat (swami) tdak hadir, oleh
karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang
kamu khawatiri nusyuz-nya (pelanggaran kewsjiban suami-
istri), nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat t-
dur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian fika mereka
menaatimu, meka janganlah mencari-cari jalan untuk menyu-
sahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
Besar.!

Ungkapan “kaum laki-laki adalah gawwimin (pe-
mimpin} bagi kaum perempuan” dipahami oleh ma-
yoritas ahli tafsir sebagai legitimasi teologis terhadap
otoritas lebih laki-laki di hadapan perempuan, khu-
susnya dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian ahli
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tafsir itu berargumen bahwa “karena Allah telah mele-
bihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain” dan
“karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari
sebagian hartanya”, maka sudah semestinya jika laki-
laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan.’
Atas dasar argumentasi-argumentasi itulah kalangan
ahli tafsir, terutama pada masa klasik Islam, meman-
dang bahwa laki-laki memiliki superioritas dibanding-
kan dengan perempuan.

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan di
atas, tentu saja, banyak mendapatkan kritik, bukan
hanya dari sudut ilmu tafsir, tetapi juga dari perspektif
sosiologis; konteks zaman di mana para ahli tafsir
klasik itu hidup. Dari sudut ilmu tafsir jelas bahwa
ungkapan “Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-
laki) atas sebagian lain” tidaklah mengandung makna
universal. Artinya, tidak setiap laki-laki superior di-
bandingkan dengan perempuan. Pemaknaan yang te-
pat atas ungkapan tersebut adalah terdapat sebagian
laki-laki yang memiliki kelebihan dibandingkan de-
ngan perempuan. Sebaliknya, tidak tertutup ke-
mungkinan bahwa ada juga perempuan yang mem-
punyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan
laki-laki. Oleh karena itu, berdasarkan ungkapan ter-
sebut dapat ditegaskan bahwa posisi laki-laki ber-
hadapan dengan perempuan itu bersifat relatif, tidak
mutlak sebagaimana yang selama ini telah dipersepsi
oleh para ahli tafsir abad pertengahan. Relasi kedua-
nya, dengan demikian, bersifat equal.

Demikian juga halnya dengan ungkapan “karena nie-
reka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian har-
fanya”. Ungkapan ini pun tidak bersifat mutlak, seba-
liknya amat relatif sifatnya. Di masa lalu, bahkan pada
beberapa kasus hingga sekarang, nafkah kehidupan
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rumah tangga sepenuhnya memang menjadi tang-
gungan suami. Akan tetapi, di masa sekarang tidak
sedikit kehidupan rumah tangga yang kehidupan eko-
nomisnya ditopang bersama-sama antara suami dan
isteri. Bahkan tak jarang istri memberikan kontribusi
lebih besar dalam menopang kehidupan ekonomi
sebuah keluarga. Di samping itu, nafkah itu sebenar-
nya hanya bersifat aksidental dan tidak substansial
jika dijadikan sebagai alat untuk mengukur ke-
unggulan atau kelemahan antara yang satu dibanding-
kan dengan yang lain.

Secara sosiologis, hasil penafsiran yang berkembang
di masa lalu itu juga dibatasi oleh sifat historisitasnya.
Para ahli tafsir senantiasa mengembangkan uraian,
ilustrasi, dan informasi sesuai dengan jangkauan dan
pengalaman sejarahnya. Pada zaman Ibn ‘Abbas, al-
Thabari (w. 923), al-Zamakhsyari (w. 1144), al-Nawawi
(w. 1898) dan Rasyid Ridla (w. 1935), untuk menyebut
beberapa contoh, eguality antara laki-laki dan perem-
puan secara potensial dan praktik belum terbukti se-
cara menyakinkan dalam sejarah. Dalam kondisi de-
mikian, tidak heran jika pandangan minor tentang pe-
rempaun masih mewarnai penjelasan atau penafsiran
mereka atas ayat-ayat al-Qur‘an, khususnya menyang-
kut posisi perempuan.

Oleh karena itu, beberapa sarjana Muslim yang hi-
dup dalam konteks zaman yang lebih belakangan,
mengajukan kritik terhadap pandangan-pandangan
yang memutlakkan hasil penafsiran para ulama ter-
dahulu. Tidak hanya itu; didorong oleh besarnya per-
hatian mereka terhadap ketidakadilan jender yang se-
lama ini telah terjadi, mereka juga berusaha menying-
kap ideologi dan membongkar metodologi penafsiran
para ulama terdahulu. Amina Wadud Mubhsin, dalam
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sebuah karyanya, mengajukan kritik keras terhadap
apa yang disebumya sebagai model penafsiran tradi-
sional tersebut. Amina membagi model penafsiran
yang selama ini telah berkembang ke dalam tiga jends,
yaitu tradisional, reaktif, dan holistik.® Yang mendapat
sorotan tajam dari Amina adalah tafsir jenis pertama,
yaitu tafsir tradisional. Tafsir tradisional ialah tafsir
yang menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai
dengan minat dan kemampuan mufassimya. Metodo-
logi yang dipergunakan bersifat atomistic yakni me-
nafsirkan dengan mengupas ayat per ayat secara ber-
urutan, tanpa melihat keterkaitan antara ayat yang
satu dengan lainnya. Menurut dia, tafsir jenis ini akan
gagal menangkap weltanschauung al-Qur‘an. Lebih dari
itu, yang digarisbawahi oleh Amina dari jenis tafsir
ini adalah eksklusivismenya; ditulis hanya oleh kaum
laki-laki dan karenanya hanya laki-laki dan penga-
laman laki-laki saja yang diakomodasi dalam tafsir
jenis ini. Sementara perempuan, berikut pengalaman,
visi, perspektif, kebutuhan, atau keinginannya, ditun-
dukkan pada pandangan dan pengalaman laki-laki.’
Kritik senada juga datang dari Fatima Mernissi, se-
orang sarjana yang terkenal gencar memperjuangkan
kesetaraan jender. Berbeda dengan Amina, kritik Mer-
nissi terutama diarahkan pada tradisi Nabi (Hadits)
yang telah berkembang selama berabad-abad. Dalam
pandangan Mernissi, “ketersudutan” kaum perempuan
di dunia Islam disebabkan oleh banyaknya riwayat
palsu yang bertentangan dengan semangat egalitaria-
nisme yang dibawa oleh Nabi. Setelah Nabi wafat,
dalam konteks berbagai kepentingan, terutama kepen-
tingan politik, sejarah perkembangan al-Hadits cen-
derung misoginik (yang menunjukkan kebencian ke-
pada kaum perempuan). Untuk menelusuri latar be-
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lakang kemunculannya, Mernissi meneliti dengan sek-
sama biografi para ulama Hadits, terutama para pe-
rawi seperti AbG Hurayrah, ‘Abd Allah Ibn ‘Umar,
sampai ‘Umar Ibn Khattdb, dan bahkan Bukhéri sen-
diri. Tokoh-tokoh besar ini, dengan sengaja maupun
tidak, ungkap Mernissi, telah menyebabkan tersosiali-
sasinya pandangan-pandangan yang menyudutkan pe-
rempuan dalam Islam. Padahal dalam penelusurannya,
perilaku Nabi terhadap perempuan, terutama yang
nampak dalam perlakuan terhadap istri-istrinya, bukan
hanya egaliter; lebih dari itu juga terbuka terhadap
kritik sekalipun. Oleh karena itu, daripada mengikuti
Hadits secara tekstual dan kaku, Mernissi lebih meng-
arahkan sumber rujukan perilaku kaum Muslim, khu-
susnya berkaitan dengan kesetaraan jender, pada pe-
rilaku Nabi sendiri.?

Kritik serupa juga datang dari Asghar Ali-Engineer,
seorang sarjana Muslim kenamaan asal India. Menurut
Asghar, al-Qur’an sebenarnya memuliakan perempuan
dan memandangnya setara dengan laki-laki. Namun,
semangat ini ditundukkan oleh patriarkhisme yang
telah berurat berakar dalam kehidupan pelbagai ma-
syarakat, termasuk masyarakat Muslim. Tidak heran
jika dalam sejarah pembentukan syariah Islam (figih),
para ulama dengan terang-terangan menegaskan
keunggulan laki-laki dibandingkan dengan perem-
puan. Dalam menafsirkan al-Qur‘dn yang berkaitan
dengan perempuan, para ulama tersebut, demikian
ungkap Asghar, dituntun oleh prasangka-prasangka
yang diidap oleh bangsa Arab dan non-Arab pra-ls-
lam (yakni peradaban Hellenisme dan Sasanid, Per-
sia) mengenai perempuan. Tak berlebihan jika
interpretasi ayat-ayat al-Qur’an itu seringkali tergan-
tung pada sudut pandang dan apriori yang diambil
oleh penafsirnya.’
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Bentuk-bentuk penafsiran yang male dominated ter-
sebut, meskipun sudah mendapatkan kritik keras dari
beberapa sarjana Muslim, masih memiliki akar kuat
dalam praktik kehidupan masyarakat. Salah satu in-
dikatornya adalah masih demikian kuatnya pengaruh
kitab ‘Ugiid al-Lujjayn fi Baydn Hugilg al-Zawjayn di
lingkungan pesantren.® Sepintas lalu, khususnya di-
pandang dari judulnya, kitab ini ingin memberikan
pedoman kepada kaum Muslimin mengenai hak-hak
suami dan istri dalam membina kehidupan berumah
tangga. Akan tetapi, karena ditulis dalam perspektif
sosial dan budaya masyarakat yang didominasi oleh
ideologi patriarkhal, yang mengemuka dalam kitab
ini adalah subordinasi istri berhadapan dengan sua-
mi.

Kitab yang sangat populer itu banyak mengutip
Hadits yang dapat diragukan otentitasnya. Antara lain
dikutip sebuah Hadits, “sekalipun wajah perempuan
dipakai untuk mengelap kaki suaminya atau menjilati darah
dan nanah di wajah suaminya, tetapi kalau suaminya ti-
dak ikhlas, semua perbuatan itu tidak diterima oleh Tuhan.”
Al-Hadits yang lain menyatakan, “jika istri mencuri
harta suaminya, maka in dijatuhi hukuman 7000 kali
perbuatan mencuri.” Matan-matan Hadits tersebut bu-
kan hanya merendahkan derajat perempuan; lebih dari
itu juga memposisikan perempuan sebagai, memin-
jam istilah Simone de Beauvoir, the second sex (warga
kelas dua). Mengikuti kritik Mernissi, Hadits tersebut
dapat diduga semuanya palsu dan dibuat untuk me-
legitimasi kepentingan laki-laki. Penafsiran-penasiran
yang bercorak male dominated tersebut telah me-
nimbulkan kesan kuat bahwa Islam kurang membe-
rikan perhatian terhadap hak-hak perempuan seba-
gaimana diungkapkan di atas.
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Padahal, sebagaimana diungkap oleh Masdar F.
Mas'udi, pernyataan tentang hak-hak reproduksi da-
lam Islam itu sangat jelas. Islam, sebagaimana dipa-
hami dan ditafsirkan oleh Mas'udi, menegaskan bah-
wa hak-hak reproduksi itu harus dijamin pemenuhan-
nya berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi yang di-
emban oleh kaum perempuan.! Hak-hak reproduksi
itu secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang
dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban fungsi
produksi (Stra al-Baqarah: 228). Hak-hak reproduksi
itu meliputi:

Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan.
Hak ini mutlak mengingat risiko yang ditanggung ka-
um perempuan dalam menjalankan tugas-tugas repro-
duksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks,
mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Kedua, hak jaminan kesejahteraan. Jaminan ini di
samping berlangsung selama proses-proses vital re-
produksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui)
juga berlangsung di luar itu, yaitu berkaitan dengan
statusnya sebagai istri atau ibu.

Ketiga, hak untuk ikut mengambil keputusan yang
menyangkut kepentingan perempuan, khususnya yang
berkaitan dengan proses-proses reproduksi (Stira al-
Syiira: 38). Oleh karena itu, demikian ditegaskan oleh
Mas‘udi, secara normatif sebenarnya tidak terdapat
masalah berkenaan dengan hak-hak reproduksi perem-
puan dalam Islam.

Kritik-kritik dan solusi yang dilontarkan oleh be-
berapa sarjana sebagaimana diungkapkan di atas telah
membuka cakrawala baru dalam wacana jender di In-
donesia, khususnya berkaitan dengan hak-hak repro-
duksi perempuan. Sebagian aktivis perempuan mulai
menyadari hak-haknya sebagai perempuan dan
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memperjuangkan hak-hak tersebut, baik dengan men-
sosialisasikan pandangan keadilan jender maupun de-
ngan menyusun program-program aksi. Sementara se-
bagian lainnya masih setia berpegang teguh pada wa-
cana tradisional semata-mata karena berpandangan
bahwa yang selama ini telah berlaku bersifat mutlak.
Ketegangan kedua pandangan ini sangat tampak da-
lam pandangan-pandangan yang dikemukakan para
aktivis organisasi perempuan Islam yang menjadi na-
rasumber dalam penelitian ini.

Hak-hak Reproduksi dalam Kehidupan
Muslimah: Memetakan Persepsi

Sebagaimana diuraikan, pandangan kaum Muslimin
tentang masalah keadilan jender, termasuk hak-hak
reproduksi perempuan, masih bersifat mendua. Secara
normatif Islam dengan tegas menyatakan bahwa anta-
ra laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan
sama di hadapan Tuhan. Manusia, demikian diung-
kapkan dalam al-Qur’an, dinilai oleh Allah hanya dari
sudut ketakwaannya, bukan dari sudut pandang je-
nis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sementara itu,
pada saat bersamaan penafsiran-penafsiran yang diwa-
risi dari masa lalu masih mendominasi pandangan
keagamaan sebagian kaum Muslimin. Padahal ber-
kaitan dengan masalah perempuan, penafsiran ula-
ma-ulama terdahulu itu seringkali memberikan legiti-
masi terhadap superioritas laki-laki. Pandangan yang
bersifat mendua ini tampak dalam respons yang di-
berikan oleh para aktivis ormas Islam Indonesia ber-
kaitan dengan masalah-masalah perempuan, khusus-
nya hak-hak reproduksi.

Lingkungan organisasi-organisasi sosial Islam Indo-
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nesia sebenarnya sudah lebih dari satu dekade me-
ngenal wacana tentang hak-hak reproduksi, khususnya
kesehatan reproduksi. Wacana tentang hak-hak re-
produksi perempuan itu mulai digeluti pada dekade
1980-an bersamaan dengan semakin gencarnya kam-
panye pemerintah dalam mensosialisasikan konsep Ke-
luarga Berencana (KB) kepada rakyat Indonesia yang
mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam
mengkampanyekan program KB, pemerintah melalui
BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Na-
sional), secara bertahap dan sistematis memperkenal-
kan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, baik
demi kepentingan perempuan maupun kepentingan
keberhasilan program KB. Dalam hal ini, strategi Pe-
merintah adalah menjadikan ormas-ormas Islam pe-
rempuan sebagal kepanjangan tangan. Pemerintah
memberikan penerangan dan pelatihan tentang pen-
tingnya KB kepada para aktivis organisasi perempuan.
Pada saat bersamaan, Pemerintah juga meminta para
ulama, baik melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia)
maupun ormas-ormas Islam lain, untuk memberikan
fatwa tentang diperbolehkannya KB, atau secara luas,
merencanakan kelahiran. Akan tetapi, penting dicatat
bahwa dalam kampanye program KB itu perempuan
hanya dijadikan sebagai obyek untuk kepentingan me-
ngontrol pertumbuhan penduduk yang melaju dengan
pesat.

Gencarnya kampanye itu menimbulkan konsekuensi
tak terduga (unintended consequences), yaitu semakin
intensifnya ormas-ormas Islam perempuan bersentuh-
an dengan wacana kesehatan reproduksi. Sementara
pada saat bersamaan, dari sisi masyarakat, muncul
LSM perempuan yang secara langsung memperkenal-
kan wacana jender secara umum, termasuk kesehatan
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reproduksi. Intensifnya wacana jender ini pada
gilirannya menjadi latar belakang munculnya sejumlah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan di
lingkungan ormas-ormas Islam perempuan. Selanjut-
nya, sejumlah organisasi sosial Islam, terutama
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga mu-
lai menaruh perhatian terhadap wacana tersebut. Or-
ganisasi sosial Islam itu, sejak periode awal perkem-
bangannya memang telah mendirikan badan khusus
yang diperuntukkan bagi kaum perempuan agar me-
reka apat mengekspresikan gagasan dan aktivitasnya.
Di lingkungan NU terdapat Muslimat dan Fatayat,
sedangkan di lingkungan Muhammadiyah terdapat
Aisyiyah. Melalui sayap organisasi perempuan inilah
kedua organisasi sosial Islam tersebut memberikan res-
pon intensif terhadap wacana jender.

Dalam konteks perkembangan seperti itu, bukan
sesuatu yang luar biasa jika masalah hak-hak repro-
duksi perempuan di mata organisasi sosial Islam bu-
kan isu baru lagi. Lingkungan Aisyiyah Muham-
madiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat
al-Washliyah, dan sebagainya telah mendiskusikan se-
cara intensif konsep-konsep keluarga berencana (KB)
yang secara tidak langsung bersentuhan dengan wa-
cana jender, khususnya hak-hak reproduksi perem-
puan. Di kalangan mereka, masalah hak-hak repro-
duksi perempuan itu telah menjadi wacana penting
sejak dekade 1990-an. Mereka tidak hanya menjadi-
kannya sebagai bahan diskusi maupun seminar, lebih
dari itu bahkan menjadikannya salah satu tema da-
lam advokasi dan pelatihan yang mereka galang.

Oleh karena itu, ketika kepada mereka, terutama
kepada eksponen organisasi, diajukan pertanyaan-per-
tanyaan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi
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perempuan, dengan tanpa canggung mereka membe-
rikan responnya. Respon itu akan dikelompokkan me-
nurut wilayah-wilayah yang telah disebutkan, yaitu
wilayah-wilayah: memilih pasangan, hubungan seks,
menentukan kehamilan dan hamil (reproduksi biolo-
gis), dan menceraikan pasangan. Respon yang di-
ungkapkan oleh para eksponen dan aktivis organisasi
perempuan Islam itu selanjutnya akan diletakkan da-
lam konteks perkembangan wacana jender di kalangan
gerakan perempuan di Indonesia dan, yang tak kalah
pentingnya, dalam konteks ideologi keagamaan yang
mereka anut.

Memilih Pasangan

Secara normatif Islam menegaskan bahwa perempuan
mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya.
Akan tetapi, dalam perkembanganya, seiring dengan
intensitas interaksi antara Islam (great tradition) dan
budaya setempat (little tradition), khususnya budaya
Arab, terdapat opini bahwa perempuan itu tidak be-
bas memilih pasangan. Perempuan bahkan boleh di-
paksa untuk menikah dengan laki-laki yang dipilih-
kan oleh keluarganya. Dalam kaitan ini, di dalam
kitab-kitab figh dikenal konsep wali mujbir atau orang-
tua laki-laki yang berhak menikahkan anak perem-
puannya (dengan paksa sekalipun) dengan laki-laki
pilihannya. Konsep ini, sebagaimana disebutkan dalam
kitab-kitab figih klasik, hanya berlaku bagi perem-
puan yang belum menikah. Sementara bagi perem-
puan yang sudah pernah menikah (janda), walf muj-
bir tidak berlaku. Janda memiliki kebebasan untuk me-
nentukan pasangannya sendiri karena dipandang su-
dah dewasa. Dalam kaitan inilah kemudian muncul
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gerakan ke arah rekonstruksi figih perempuan yang
belakangan ini gencar dilakukan oleh kaum feminis
di hampir seluruh dunia Islam.!

Seiring dengan modernitas, praktik kawin paksa,
sebagaimana dikonsepsikan, mulai berkurang. Para
ulama juga sudah mulai menyadari bahwa praktik
seperti itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Kyai Abd. Syu-
kur, pimpinan Pesantren Darussalam, misalnya, me-
ngatakan bahwa sejalan dengan modernisasi, pemak-
saan perkawinan oleh orangtua laki-laki terhadap anak
perempuan sekarang tidak bisa dilakukan lagi.”® Mes-
kipun demikian, bukan berarti bahwa praktik itu
sudah sama sekali ditinggalkan. Sebagaimana ditun-
jukkan oleh sebuah penelitian, praktik kawin paksa
masih dapat dijumpai di sebagian kalangan masyara-
kat Sunda dan Betawi, meskipun sebagian besar me-
reka mengaku mencari jodohnya sendiri.'*

Modernitas memang telah menimbulkan pergeseran
nilai-nilai masyarakat, termasuk dalam menentukan
sendiri pasangan hidupnya. Munculnya kondisi ini da-
pat diperkirakan didorong oleh semakin terbukanya
akses bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan
sebagaimana kaum laki-laki. Pada gilirannya, ini
mengakibatkan mundurnya usia perkawinan, baik
pada laki-laki maupun perempuan. Jika pada masa
lalu, perempuan yang telah mengalami menstruasi
mendapat tekanan dari masyarakatnya untuk segera
mengakhiri masa lajangnya, maka pada masa sekarang
ini, khususnya di perkotaan, tekanan itu mulai mele-
mah, bahkan sama sekali kendur. Pada umumnya, ka-
sus kawin paksa itu ditemukan pada perempuan yang
masih sangat muda. Biasanya antara usia 13 sampai
dengan 15 tahun.!

Usia yang bertambah, pendidikan yang baik, dan

158



akses pada kegiatan ekonomi menjadikan perempuan
lebih percaya diri untuk memilih sendiri pasangan
hidupnya. Meskipun demikian, bukan berarti perem-
puan tidak lagi membutuhkan restu dari orangtua,
atau yang dituakan, dalam memilih pasangan hidup-
nya. Kebutuhan untuk memperoleh restu seperti ini
merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang pa-
ternalistik, sebuah ciri yang masih melekat pada ma-
syarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, restu
orangtua ini bahkan sangat menentukan sikap kaum
perempuan dalam memutuskan untuk menikah de-
ngan laki-laki pilihannya atau tidak. Akan tetapi, ke-
banyakan orangtua sekarang ini sudah sepenuhnya
menyerahkan pilihan pasangan hidup kepada anak-
nya, dan biasanya syarat terpentingnya adalah satu
agama. Pernikahan beda agama masih menjadi per-
debatan kontroversial di kalangan ulama Islam Indo-
nesia. Tidak hanya itu, undang-undang perkawinan
1974 pun tampaknya belum mengakomodasi masalah
nikah beda agama ini.

Hubungan Seksual

Di kalangan masyarakat Islam Indonesia terdapat per-
sepsi bahwa perempuan itu harus melayani suami
mulai dari ranjang sampai ke ranjang lagi. Hidup pe-
rempuan sama sekali didedikasikan untuk suami. Da-
lam masalah hubungan seks, perempuan bahkan harus
selalu siap sedia melayani suami seperti dikatakan
Ruwaida Samsuardi, Wakil Ketua Aisyiyah Kaliman-
tan Selatan. Ia menyatakan,

Kalau istri menolak digauli oleh suami dengan alasan
capai atau malas, ia akan dikutuk oleh malaikat sepan-
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jang malam sampai pagi, kecuali mempunyai alasan-
alasan tertentu seperti sakit. Jika istri sakit dan suami
tetap menggauli, itu dapat dikatakan pemaksaan atau
kekerasan. Akan tetapi, jika suami yang menolak ke-
inginan isteri, hal itu tidak apa-apa. Apalagi biasanya
isteri itu pandai menyimpan gejolak.'

Hal senada juga dikatakan oleh Muhammad Ah-
mad, Pengurus DPP IMMIM Makassar. Muhammad
Ahmad bahkan lebih keras dibandingkan dengan Ru-
waida. Baginya, pemaksaan seksual suami atas istri
tidak dianggap perkosaan, tetapi kewajaran. la meng-
ungkapkan,

Dalam Konvensi Genewa, jika suami memaksa istri ber-
hubungan badan, dikategorikan sebagai perkosaan. Ini
jelas pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Is-
lam. Dalam Islam, jika isteri menolak ajakan suami, ia
akan dilaknat semalam suntuk oleh malaikat. Akan te-
tapi, penting ditekankan bahwa masalah-masalah da-
lam rumah tangga sejauh mungkin harus dimusyawa-
rahkan, termasuk seks.”

Tetapi tidak semua narasumber mengkonfirmasi
pandangan di atas. Chairiah, Ketua Nasyiatul Aisyiyah
Kalimantan Selatan, mengatakan, “kalau suami boleh
menolak ajakan istri, mengapa istri tidak boleh?”® Ar-
tinya, sudah muncul kritisisme di kalangan perem-
puan Muslim tentang masalah hubungan seksual an-
tara suami-istri. Kaum perempuan, sebagai istri, tidak
bersedia lagi diperlakukan semena-mena oleh suami-
nya. Perempuan sudah berani menolak ajakan suami
jika tidak sedang menghendaki. Dalam kaitan dengan
masalah hubungan seksual ini, kalangan aktivis
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perempuan Muslim memang agak kurang terbuka
mengungkapkannya. Mereka tidak menyentuh ma-
salah menikmati hubungan seks, cara-cara melakukan
hubungan seks, atau alat kontrasepsi yang dipakai.

Menentukan Kehamilan

Menentukan kehamilan memang salah satu hak pe-
rempuan. Karena yang sepenuhnya menanggung risi-
ko kehamilan adalah kaum perempuan. Pandangan
ini tampaknya juga disetujui oleh kalangan aktivis or-
mas Islam. Muhammad Ahmad, Pengurus DPP IM-
MIM Makassar, mengatakan dalam Konvensi Genewa
disebutkan bahwa:

.. [plerempuan berhak menentukan jumlah anak. Menu-
rut saya itu terlalu berlebihan. Bahasanya kurang te-
pat. Manusia tidak boleh menentukan jumiah anak. Ini
istilah sekuler. Jika yang dimaksud adalah berusaha me-
nentukan jumlah anak, tidak masalah. Akan tetapi, me-
nurut saya, karena jumlah ini merupakan masalah ber-
sama antara suami-istri, maka harus dimusyawarah-
kan.®

Pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat kesa-
daran di kalangan aktivis ormas Islam bahwa ‘ber-
usaha menentukan jumlah anak’ merupakan perilaku
yang secara normatif dibenarkan. Hal senada juga di-
tegaskan Chairiah, salah seorang Ketua Nasyiatul
Aisyiyah Kalimantan Selatan. Ja mengungkapkan,

menentukan jumlah anak oleh istri diperbolehkan—se-

jauh merencanakan, bukan menentukan. Mengenai jum-
lah anak ini harus direncanakan secara bersama-sama,
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baik oleh suami maupun istri. Karena keduanya mem-
punyai hak.®

Tampaknya dalam masalah menentukan jumlah
anak ini tidak terdapat perbedaan pendapat di ka-
langan perempuan Muslim Indonesia. Mereka rata-
rata setuju jumlah anak ditentukan berdasarkan kese-
pakatan antara suami dan istri. Yang mungkin masih
kontroversial adalah dengan cara apa jumlah anak itu
ditentukan, atau dengan alat kontrasepsi apa jumlah
anak dikendalikan. Dalam masalah ini, sepenuhnya,
pendapat kalangan perempuan Muslim masih merujuk
pada keputusan-keputusan ulama soal Keluarga Be-
rencana (KB).

Menceraikan Pasangan

Dalam masalah hak menceraikan pasangan, Huzai-
mah Tahido Yanggo, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat,
mengatakan dengan tegas bahwa perempuan berhak
mengajukan cerai. Ja bahkan merasa perlu untuk me-
rekonstruksikan figih perempuan karena dipandang
kurang mencerminkan kesetaraan jender. Huzaimah
menyatakan:

Rekonstruksi figih perempuan sangat diperlukan. Bebe-
rapa pandangan tentang perempuan memang perlu di-
luruskan. Misalnya ada paham bahwa perempuan itu
sesudah dibayar maharnya, dianggap menjadi hak pe-
nuh laki-laki. Diperlakukan seperti apa pun perempuan
harus pasrah. Jika melawan tidak masuk surga. Pada-
hal dalam ayat dikatakan bahwa jika perempuan tidak
rela diperlakukan secara kasar oleh laki-laki, ia bisa
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mengajukan hak cerai. Imam Nawawi bahkan berpan-
dangan bahwa tugas-tugas menyapu, membersihkan ru-
mah, dan sebagainya itu bukan tugas perempuan, me-
lainkan tugas laki-laki, Tugas perempuan itu sebenar-
nya hanya menentramkan suami saja.”

Hal senada juga ditegaskan oleh Mulkani. Menurut
Ketua Umum al-Washliyah Kalimantan Selatan ini, is-
teri mempunyai hak mengajukan gugatan cerai dengan
alasan suami memiliki penyakit yang tidak diketahui
sebelumnya dan penyakit itu dapat mengganggu ke-
harimonisan rumah tangga, seperti impotensi. Meski-
pun demikian, ia mengakui bahwa kasus seperti ini
jarang dijumpai. Yang terjadi justru adalah kaum pe-
rempuan tidak berani mengajukan gugatan cerai. Na-
mun, ia menambahkan bahwa sebaiknya, sebelum
gugatan cerai diajukan, diupayakan penyembuhannya
terlebih dahulu. Ini terutama untuk menjaga kemasla-
hatan bersama.”

Pandangan-pandangan dalam uraian di atas meng-
ungkapkan bahwa kaum perempuan Muslim Indone-
sia sedang berada dalam dinamika untuk meraih ke-
setaraan jender. Dinamika itu juga berimplikasi pada
semakin intensifnya dialektika antara sumber-sumber
ajaran agama (al-Qur’an dan Sunnah) dengan realitas
sosial. Pada akhirnya, dinamika itu akan berujung pa-
da equilibrium baru yang lebih menyiratkan keadilan
jender di kalangan kaum Muslim Indonesia. Wacana
yang berkembang, berbagai kegiatan yang dilaksana-
kan, dan publikasi yang gencar dilakukan merupakan
indikator penting bagi kemajuan gerakan kesetaraan
jender di Indonesia.

Dalam kaitan dengan hak-hak reproduksi, wacana
yang berkembang tetap terkait erat dengan masalah
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posisi perempuan dalam doktrin Islam. Tampaknya,
masalah hak reproduksi merupakan implikasi lebih
jauh dari persoalan doktriner. Oleh karena itu, untuk
melakukan empowerment terhadap hak-hak reproduksi
perempuan, masalah yang harus direkonstruksi terle-
bih dahulu adalah masalah posisi perempuan dalam
doktrin Islam. Jika rekonstruksi itu berhasil dilakukan,
dengan sendirinya masalah hak-hak reproduksi pe-
rempuan dalam Islam akan semakin kuat.
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Cot
PEREMPUAN
datom ISLAM

Pandangan Ormas Keagamaan

%qu jender menjadi sangat menarik ketika dihubungkan
dengan wacana Islam, yang memang merupakan salah satu
komponen terpenting dalam berbagai perubahan sosial, ke-
budayaan, dan bahkan politik di negeri ini. Para aktivis dan sarjana
Muslim, melalui berbagai institusi atau organisasi yang berbasis
agama, terlibat secara intensif dalam proses sosialisasi dan
pembentukan wacana kesetaraan jender ini. Mereka mencoba
melakukan rekonstruksi khazanah Islam dalam perpektif baru
yang berpihak pada kesetaraan jender.

Secara komprehensif buku ini memaparkan perkembangan
pemikiran dan praktek sosial-keagamaan kalangan intelektual
Muslim Indonesia maupun para pemimpin ormas Islam terkemuka
berkenaan dengan isu Islam dan jender itu. Salah satu kekuatan
buku ini adalah pembahasannya yang mengandalkan data-data
empiris dari hasil Penelitian Kesadaran Gender di Kalangan Umat
Islam Indonesia yang dilakukan di beberapa propinsi.
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